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Kata Pengantar

Kemitraan (partnership) pengelolaan taman nasionar muncul sebagai
salah satu gagasan untuk merajut kesenjangan antara kepentingan konservasi
dengan masalah kemiskinan dan carut-marut tata pemerintahan sumber daya
alam. Melalui kemitraan pengelolaan taman nasional, potensi positif dan
l<elembagaan yang telah ada tentunya akan mendapatkan dukungan dari
berbagai pihak, sehingga pengelolaan taman nasionar mandiri. Namun tetap
perlu disadari bahwa pada tataran implementasinya, kemitraan pengelolaan
taman nasional bersifat unik dan berdasarkan spesifik tapak sesuai dengan
keragaman ruang ekologi, sosial-budaya, kewenangan, dan ekonomi wilayah.

Untuk mengetahui bagaimana sebenarnya kemitraan daram pengelolaan
taman nasional (TN) di lndonesia saat ini maka para anggota Komite ppA_

MFP Yayasan wwF-lndonesia melakukan cermatan-cermatan dan menyusun
buku stafe of the art ini. Bahan-bahan kajian disintesakan dari hasil Sarasehan
Nasional " Membangun Kemitraan pengelolaan Taman Nasional di Indonesia,,
tanggal 29 Agustus - 1 september 2005 dan hasil kegiatan di g (sembilan )
sites PPA-MFP Yayasan wwF-lndonesia, yaitu di rN Tesso Nilo, TN Kayan
Mentarang, TN Rinjani, Cagar Alam Mutis Timau, suaka Margasatwa Jamursba
Medi ramrau Utara, Jayapura, TN Lorentz, TN wasur dan di tingkat nasional.
selain itu buku ini juga disusun berdasarkan atas pemberajaran program-
program kemitraan dalam pengelolaan taman nasional di lndonesia yang
dilakukan para mitra.

' 
Penyusun mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah

membantu dan mendukung penyusunan buku ini. semoga hasil kajian dan
sintesa ini dapat menjadi dasar dan referensi bagi perbaikan kebijakan
pengelolaan taman nasional di lndonesia pada masa mendatang.

Jakarta, Desember 2006

Penyusun
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PROLOC:
Merajut Kesenjangan antara Konservasl

Sumberdaya Alam dan Penanggulangan

Kemiskinan di lndonesia

D*eruruh berahan dunia ketiga, kemiskinan acapkari diruduh sebagai

UA-i-g L"trai kerusakan alam. WalauIun gejala-gejala yang ditemukan seolah-

olah"membenarkan per[anyaan tersetrut, namun deskripsi terperinci mengenai

akar masalah seringkali berujung pada lemahnya kebijakan pemerintah dan

tata pemerintahan' Hal ini dapat dipahami ketika sebagian besar

permasalahankemiskinandilndonesiaterjadiakibatlemahnyapengaturan
tata hak dan akses masyarakat terhadap sumber daya alam' serta ketiadaan

f"mbeluan legal yang lelas terhap hak-hak masyarakat atas sumber daya

alam. Klaim negara 
"aias 

hutan, tanah dan air untuk sebesar-besarnya

kemakmuran rakyat nampaknya belum diikuti dengan regulasi dan

kelembagaan pengelolaan yang akuntabilitasnya dapat diukur'

Di sisi lain konservasi sumber daya alam muncul sebagai respon atas

kekhawatiran global akan rusak atau punahnya sumber daya alam yang

dipandang rn"ilitit i nilai yang sangat tinggi, setidaknya menurut kacamata

p"ng"trhJun yang ada. retilalan aiokasi kawasan sebagai kawasan lindung'

termasuk taman nasional, aiituti dengan penyediaan regulasi yang bersifat

;p"rintrh dan kendali,, (command and control) dan lembaga pengelola yang

rerikat pada birokrasi ternyata tidak cukup jitu untuk menghadapi tekanan

permasalahan yang umumnya berasal dari aspek sosial' ekonomi dan politik'

l)roses alokasi kawasan yang bersifal top-down sering tidak cermat dalam

melihat potensi masalah di lapangan. Selain itu, ketidakcermatan tersebut

seringkali mendapatkan dukungan legalitas yang akhirnya justru

memfierburuk situasi. Analisis mengenai akar penyebab permasalahan

KEMITRAAN DALAM PENGELOLAAN TAMAN NASIONAL
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bermuara pada hal yang sama dengan diagnosis penyebab kemiskinan, yaitrr:

lemahnya kebijakan pemerintah dan tata pemerintahan serta lemahny,t

kapasitas lembaga pengelola kawasan.

Kemitraan pengelolaan taman nasional (TN) muncul sebagai salah salrr

gagasan untuk merajut kesenjangan antara kepentingan konservasi dengan

masalah kemiskinan dan carut-marut tata pemerintahan sumber daya alam.

Pada tataran konsep, kemitraan pengelolaan taman nasional cukulr
menjanjikan agar konservasi mencapai tujuannya dengan tetap memberikan

manfaat bagi masyarakat sekitarnya. Bahkan dukungan global unttrk

mewujudkan kemitraan pengelolaan kawasan konservasi nampak semakin

kuat dari waktu ke waktu. Setelah perdebatan yang brerlangsung selama

beberapa dekade, kini " people-centered conservation" telah menjadi diskursus

kebijakan lingkungan global (Wiratno, 2005). Dari World Park Congress 2003

di Durban, disepakati komitmen dan tindakan untuk melibatkan masyarakat

lokal, mengembangkan mekanisme pembagian biaya-manfaat yang adil antar

berbagai pihak dalam pengelolaan kawasan konservasi, serta memajukan

pengelolaan kawasan konservasi melalui strategi pengelolaan adaptif,
kolaboratif dan co-management.

Memahami kemitraan pengelolaan taman nasional - yang pada tingkat

tertentu mendorong terwujudnya pengelolaan taman nasional berbasis

masyarakat- secara utuh tak cukup dengan mengandalkan ilmu-ilmu ekologi,

sosial dan ekonomi yang konvensional. Konsep pluralisme sebagai basis

kemitraan dalam pengelolaan sumber daya hutan telah dibahas oleh
Wollenberg, Anderson dan Lopez (2005), dan Suporahardjo (2005). Selain

itu, berbagai bidang/sub bidang ilmu "baru" yang lahir antara periode 1970-

1980 juga merupakan fondasi penting untuk memahami konsep kemitraan

pada tingkat ideal (Berkes, 2004), yaitu:

r Kepemilikan Umum (common property): mengkaji hubungan antara

pengelolaan sumber daya dengan organisasi sosial; analisis mengenai

sistem kelembagaan dan hak kepemilikan (property right) dapat

menyebabkan terjadinya "tragedi brarang umum" (tragedy of the
common).
Pengetarhuan Ekologi Tradisional: mengacu pada pengetahuan lokal atau

tradisional yang dikembangkan bukan oleh pakar, tetapi pengguna

sumber daya. Mempertanyakan ilmu pengetahuan dan beragumen

mengenai adanya keragaman pengetahuan.

Irrl r lrrrr',l.ttrr1i,rrt: Mcng.rl<ui akan adanya keragaman tradisi spiritual

,l,rr,.lrl.,r rli rhrrri.r <lan menawarkan pengganti untuk pandangan barat

.rr ,r',r 'n,rl ;rosisi tn.tnusia dalam ekosistem alam'

I | ,,1,,r'r l',rlilili: Mct'tg.rnalisis hubungan kekuasaan antar aktor mengenai

, !r.r ;,,',,1i.,llrllilan keputusan dan pembagian manfaat;

,,,r r rr,.r't,', 1,,1,:t.,ril."n keliadian clalam hubungannya dengan peri laku para

,l t,,r rrttlttl. tttt'ttrenuhi agenda politiknya'
',, 1.,r.rlr I rrrl',litrngan, M"n[int"""lasikan bentang-alam dalam hal sejarah

, 1 ,,, , ,,, .rr1i, r rr, rliSis dinamikanya, men jadikan praktek-praktek penggunaan

.rr rrl rr'r r l,ry,r y:trrg membentuk bentang-alam tersebut ramah lingkungan

,l rrr lrr'rtltt,tlls,l t'kologi.

I I .r r.r ri I lioltlgi: tut"m"p,oto'ikan pandangan terpadu ekonomi di dalam

.rr,rlu l[o:,isltlt't'l, memandang sistem ekonomi sebagai bagian dari sistem

,l,,lr,1ii; rrrcrnpedulikan kisaran nilai yang lebih beragam dan horison

,l lrr 1,rttg lt'hih Paniang'

I ).rl.rrn irtrlllcrrentasinya di lndonesia kemitraan pengelolaan taman

rr r r, rrr.rl rn,'rrglr.rdapi dinding-dinding tebal yang berakar pada ketidaksiapan

rrr r lrrr,l,ry,r pcrnerintahai dan budaya masyarakat yang cenderung

rrrr rrr,.rlr.trl.,rr Icrl)ltngunnyu kapital sosial clalam pengelolaan barang publik'

I rl r lrrrrl,ry,r lrcrrerintahan yang berbasis pada pendekatan sektoral' warisan

ti, , ,, rrlt,,lr,,n sentralistik masaialu dan transisi kebiiakan desentralisasi yang

r,, l,rrrr lr.l.rs telah menciptakan fragmen-fragmen yang menyulitkan

r,, ,r;rr,ltty,r sirrergi pencapaian tujuan pengelolaan taman nasional melalui

rrr r lrrrlrrrttp,.rn antar lembaga pemerintahan' Berbagai hasil studi

r , rrr,,r,,,rrri.rrirsikan bahwa tJta-pemerintahan partisipatif menghadapi

l, r,, l.rl.r rtl,rttta berupa keengganan para politisi dan blrokrat tingkat tinggi

,r.rrrl rrt'rlrl.,legasikan k"kullu'n ke level di bawahnya' Kendala pentinB

Lri)r\,r lrt't,tl<ilr pada lemahnya posisi tawar masyarakat miskin terhadap

,1, rrrru,r',i t'lit clalam struktur kekuasaaan tradisional yang ada'

l\l'.rrlltrclayamasyarakatlndonesiaberciripaternalistikdanmaternalistik
,,,ri rr.ttttniukkan kekuatan hubungan kekeluargaan dan ketokohan' Ciri

r, r r rrrrl ,ri,r.rcuat t" plr*uLuan mei-alui tingginya ego (family and kinship

r r/r/)('( tiorr) rrntuk menguatkan kapital keluarga/kelornpol'.dan rendahnya

lrr,rlrt,r', Lrnttrl< membentirk kapital sosial yang peduli atas kelestarian barang

1,,rl,lrl'. l'rinsip-prinrip,ntutt mendal'rulukan kepentingan publik atas

KEMITRAAN DALAM PENGELOLAAN TAMAN NASIONAL
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l<epentingan pribadi/kelompok yang banyak ditemukan dalam teks-rr,[r
normatif semakin lama semakin hilang dari kamus komunikasi dan tindrl<,rrr
publik, akibat sedikitnya teladan dan bukti yang secara cepat dapat dililr,rt
di dunia nyata. Pernyataan ini, walaupun disimpulkan dari pengamatan y,rul
terbatas, namun dapat ditunjukkan dengan sedikitnya bul<ti bahwa konserv,r:,i
barang publik bernilai tinggi, seperti hutan dan terumbu karang, bebas rl,rri
tekanan yang bersumbrer pada dominasi kepentingan individu/kelomprl.
masyarakat tertentLr. walaupun argumen-argumen mikronya seringl<.rli
mendapatkan dukungan ilmiah dari sudut pandang bidang ilmu tertentu, narnun
faktanya terjadi kerusakan sumber daya alam yang seringkali tak terpulihk,rrr.

Dalam akar budaya semacam itu, kemitraan pengelolaan tanr.rrr
nasional lambat larrn justru dapat mengikis esensi agenda konservasi y.rrrli
memiliki tujuan sosial yang jauh lebih luas clan dalam. pembenaran at.rs
konsep kemitraan pengelolaan taman nasional akan bermuara pada lemahny,r
kebijakan dan tata-pemerintahan, serta ketidakcukupan pengetahuan akibirt
kompleksitas permasalahan yang dihadapi atau menyalahkan konsep tam.r)
nasional itu sendiri. Namun demikian, pada saat konsep tersebut dilaksanal<arr
dengan keberhasilan selama periode implementasi program, seringkali gagirl
mempertahankan keberlanjutannya akibat lemahnya posisi tawar unlrrl<
mendongkrak perbaikan atas argumen pembenarnya. Merarui kerangk;r
konseptual yang berbeda, kesimpulan sejenis pernah dikemukakan cialanr
hasil evaluasi program-program DFID (Fahmi, Zakaria, Kartodihardjo, dan
Wahono. 2oo3), yakni: ditinjau dari syarat perlu (necessary condition) dnn
syarat cukup (sufficient condition), pendekatan multi pihak masih jauh dari
berhasil, walaupun memiliki nilai pembelajaran yang tinggi. proses-proses

al<si kolektif yang menghasilkan kesepakatan bagus seringkali melemah pada
saat implementasi dan kurang mendapatkan dukungan pada tingkat konstitusi.
l(esimpulan yang sama juga diketahui dari 44 gagasan/inisiatif/model
l<emitraan di 31 TN di lndonesia, di mana sebagian besar masih terfokus
pada lcvcl aksi kolektif dan sebagian kecil tingkat implemenrasi. Dari
peng;rlaman tersebut kendala-kendala utama yang umum dihadapi adalah
l<;rpasit:rs sDM, l<eterbatasan dana dan sarana prasarana/ lemahnya dukungan
l<ebijakan pemerintah, baik pusat maupun daerah, lemahnya koordinasi, serta
tekanan pihak luar.

Masih adal<ah prospek bagi kemitraan pengelolaan taman nasionar?.
Manrpukah kemitraan pengelolaan taman nasional merajut kesenjangan antara
l<epentingan konservasi dan penanggulangan kemiskinan?. Daram

KEMITRAAN DALAI\,4 PENGELOLAAN TAMAN NASIONAL

| ,.,rr ir, rrr l,'lr.tlt,tsil.ln program-program kemitraan di lndonesia'

r,,,r1r,, , rrr ',, rr'*,rttl iltt tnemang pantas diungkapkan dan hanya akan

,it,,,,1,,r,,1, lt trlilrrlr('llllcrnlrcnarmanakalakitasepakatuntukmenjadikannya
., 1,,, ,r ,t.,r11l p('rtrlrcl.ri.rran. Namun tuntutan yang semakin menguat atas

1,.,1,,r1 ,rr lrrr, r;,, ;rt'rtgcl<lleran taman nasional di lndonesia menghendaki

l, r, 1' rt ,, l,, n('l,rlr,rtt lcll<tts kontekstual kemitraan untuk memperkecil rrade-

,rrrlrlL tl.rya, berpeBang teguh pada prinsip kehati-hatian

r/e) dan cermat dalam perencanaan Suna men1amlntl.!, 1 rtlt,ttt.tt\ l)tlll( lple) oall L.elllldL udrdr rr PErEIrLor

t, t,, rlr, rl,rrrrr1,,,r. lti(l.riar dari berbagai hasil evaluasi kemitraan pengelolaan1,, rlrr.rl,rrrtrl',r. llt(la1ar darl tlertlagal nasll evaludsl KelrrrLrddrr Psrt6E

,,,1 ,, 1 ,l r1.r ,rl.rttt, llol<ok-pokok pikiran berikut dapat dijadikan acuan umumi,rrl ,r rrl.'1.r,tl.tttt, lx)l(oK-poKoKplKlran DetlKULudPdturJdurNarraL

,l,l ,,r, rrrr rry'r'rttlr,rrtgl<an l<emitraan pengelolaan taman nasional:

il t,rr ,rl'lr)r y,rrtg bermitra memiliki kesetaraan kesadaran mengenal

r,,1r.rn l,,,l,lil< pc.ngelolaan taman nasional -tujuan publik lebih penting

,1 ,,, t,,1,,,,,, i,.r.iiui,l"r/k"lompok sepanjang tidak melanggar hak-hak azasi

,.rr), ',('( ,u,l Itmum disepakati.

t , ,.,:1 ,,,1,,,t.,,, kolektif seiingkali bertentangan dengan hukum/regulasi

, ',,,,'1,,',l,rl<tr 
clan harus segera direspon oleh penentu kebijakan sebagai

,,1,,,'r:., ,r'rll.tikan tata-pemerintahan sepanjang menguatkan pencapaian

rrlu,rn l)('ttllclolaan taman nasional.

il,, ,,,,, ,, l.,ri'i<epentingan masyarakat adat seringkali berakar pada konflik

I', r)lu,rs,l(ln iuhun dun akses atas sumber daya alam, karenanya

I ,",r 'p,rl<.rt.tn penataan hak masyarakat adat harus diikuti secara tegas

,,1,'lr pcncga[an fungsi taman nasional oleh negara, diikuti dengan

1,,',,,1,,',i.rn insentif ying adil sebagai kompensasi atas hilangnya hak'

,l,rn,rl.scs masyarakat akibat penetapan fungsi tersebrut'

I ,,lrcntitrgan sektoral yang mengakibatkan tumpang tindih penggunaan

1.,1,,rrr lr.rnya dibenarkan sepanjang tidak bertentangan dengan tujuan

;,,'rr1it'lolaan taman nasional. Terjadinya konflik antar sektor pada

,t.,,,,,,,,ryo adalah kebodohan yang terjadi akibat fragmentasl tata-

I 
,, 'rr rcrintahan.

l',',,,,,,ggrlungan kemiskinan berbasis sumber daya di dalam taman

,,,,.'i,,,,.i1' padJdururnyu memi I iki kapasitas tampung yang terbatas pada

1,,',,,l,.,n,rhun tata hak dan pemberian i nsentif yang memadai' Melampau i

l,.,rp.rsit.rs tampung tersebut hanya dapat dibenarkan pada pemanfaatan

1,'..,, lingl<ungan dan pengembangan ekonomi di luar kawasan'

N4,rs.rliri dJmografi di Jalam kawasan taman nasional' khususnya

lrcrlumbuhan pJnduduk akibat kelahiran dan migrasi, adalah masalah

l,rtcn y;rng membutuhkan regulasi memadai'
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Kemitraan sebenarnya merupakan salah satu tingkat partisipasi di

para pihak memiliki posisi tawar untuk berbagi kekuasaan (Arnstein, 1

dalam Stein, 1995) dan kesetaraan peran. Bentuk partisipasi ini ser

dinyatakan sebagai partisipasi sejati. Partisipasi mengalami sukses dal

banyak kasus di dunia bisnis seperti pada perusahaan Motorola dan F

hingga melahirkan prinsip "Quality is Job #1", juga mengalami sukses

beberapa kasus sektor publik, seperti di Minnesota hingga melahi
semboyan " strive Toward Excelence in Performance (STEP/' (Kanter dalam

Spencer, 1989) - khususnya dibidang yang memiliki kejelasan struktul
organisasi, investasi, serta keuntunBan dan manfaat nyata (tangible\,
Mampukah partisipasi, khususnya pola kemitraan, men.iawab tantangan
pengelolaan sumber daya publik yang bertujuan menghasilkan manfaat tak

nyata (intangible), seperti taman nasional?. Dalam konteks lndonesifi,
mampukah pengelolaan taman nasional secara partisipatif melahirkan
kekuatan "kerja-tim" di tengah-tengah komunitas paternalistik yang maslh

disibukkan oleh pemenuhan kebutuhan dasar tanpa mendistorsil<an
tujuannya?. Berapa besar "ruang trade-off'dan "biaya" harus disediakan agar

tujuan pengelolaan taman nasional dapat dicapai?. Mungkin belum cukup

pengalaman dan bukti untuk menjawab pertanyaan tersebut, kita masih pada

tahap pembelajaran untuk membangun visi bersama, kapital sosial, dan

kelembagaan yang secara konsisten mampu mewadahi berbagai kepentingan

dalam pengelolaan taman nasional. Sebaliknya kita mempunyai bukti kuat

bahwa pendekatan non partisipatif justru telah terlebih dulu gagal untul<

mewujudkan pengelolaan taman nasional lestari. Pertanyaan penting yang

harus dijawab bukanlah menyangkut "perlukah menggunakan pendekatan

partisipatif, namun bagaimana pendekatan tersebut sebaiknya dilakukan?".

Dari pengalamannya di negara maju, Kanter (dalam Spencer, 1989)

menyatakan bahwa setidaknya ada 5 manfaat dari pendekatan pengelolaan

partisipatif, yaitu:

1. Diperolehnya rencana yang spesifik - strategi, solusi, dan program aksi.

2. Komitmen dsn kemampuan yang lebih baik untuk mengimplementasikan

keputusan dan strategi.

Terbukanya peluang bagi
ide dari partisipan.

yang berasal munculnya berbagai

5.

Terbentuknya kerangka kerja bersama dalam hal pengambilan
keputusan, komunikasi, perencanaan, dan penyelesaian masalah.

Terwujudnya penghargaan atas inisiatif dan tangung jawab.

3.

4.

KEMITRAAN DALAM PENGELOLAAN TAMAN NASIONAL

lr'rnlFt ltt|1,r trlctttrnlukkan bahwa manfaat di atas hanya bisa dicapai

ls[r{llil trrltorloIogi yalngtepat, khususnya untukmengelola proses-proses

I f,,,,*,,1t1,,',lt,l<.trr. S"lJin itu, pengelolaan partisipatif hanyaakan bekerja

Irll,r *,r,,r,rli,r ritrtrktur yang baik - batasan dan panduan 
)/ang 

jelas, serta

,iti,,g,t,,.,,, rrtt'rttpatl<an elemen esensial untuk mengarahkan proses yang

I h,,i,ur,l,ry.r,rrr i,lan l<ebebasan' Kebebasan bukan tanpa struktur - ylng

tlr,rtl..rrr p,rrtisipan berbuat "semau gue" - namun membutuhkan

y-rn* i('l,rs tlan memungkinkan partisipan bekerja secara ?tnol.du:
ll rll rl,rl,rrrr lr.tt.u;-batas yuni aipuhumi dan ditetapkan secara kontekstual'

lcpl lr.t lr,r\il,rtt program kemitraan ditentukan oleh akumulasi pemikiran

ill rl-rl,rtrr l<ontinum pilihan-pilihan rasional para mitra yang mereka

dn ,rt,r,, rl.rs.rr pluralisme nilai, pengetahuan' sikap dan tindakan yang

Inl,,t,l r,rll;ri piilhan terbaiknya, narnun . pluralisme, pilihan .*tt1::
i',,V,, ,,fr,t',r'tlibatasi oleh argumen non plural - misalnya: batas-batas

,u,,1u,,,,, t'l<<lsistem alam - yang hatut direpresentat'O* ::?3?1,]:j:1
5.',"'lt t.rrrp,r kcsadaran dan landasan pengetahuan mengenai batas non

[[ii', t' ",',,'r,r r, kem itraan n unr u!ul, 
::1", 9'l 1i', : :::f *; r]T:il fll]l

Si,i'r,',,,,,i,' p'i'nm bersama'yang disepakati' Sungguh' hakikat kemitraan

ffiirffn,rf t.,,'t,,ril on d"nyut kehidup"an liman3 
manusia menentukan pilihan

[fnrtui.',,,,,V.', nirmun uk(irnyu akan tunduk,.suka atau tidak' pada hukum alam

YalrB rllllrtttrl<an Tuhan. Oulam konteks tulisan ini' akhirnya kita hanya akan

fi:;i,t;;;',,;',;.,rit,nn apa vang kita ketahui' dan kita hanya mengetahui apa

u",,,,',lt,,i,,,kan l<epada kita. Kemitraan memang ajang pembelajaran yang

Iitrii f',,,, lr.tngun, dengan atau tanpa dukungan biaya dari tiuPlqln' namun

H;;;i.;;, ,;:;i.,[:-"r'"r f,alau harus mensorbankan apa vang sudah kita ketahui

U,,,i,, 1,,,ori penting dan perlu untuk dipertahankan'

M,rttrpul<ah kemitraan pengelolaan taman nasional mengentaskan

Irrrrrt.,l,irr,rn masyarakat sekita; huLn?. Jawaban atas pertanyaan ini mungkin

Ir,l,rlr rnt'l,rhirl<an berbagai proyek, namun sesungguhnya agak terkesan

l||,rl,,lrtlr,rrt ditinjau dariihal pokok: (1) Fungsi utamataman nasional adalah

,ot,,,1i,,i wilayah perlindungan sistem penyangga kehidupan' pengawetan

f r,,ttrr,lr,rr,tgaman jenis tumbuhan dan satwa, serta pemanfaatan secara lestari,

rrtntlx't rlirya alam hayati dan ekosistemnya' Dengan fungsi ini bentuk-bentuk

pr,,rrr,rrrl,rt,ran yang bersifat komersial berbasis komoditi (barang) meniadi

l,rri1i,,t tt'rb;:rtas; (2) Kemiskinan merupakan masalah multi-dimensi yang

1rr,rry|k's;ri;rnnya bersifat terpadu, lintas sektor dan melibatkan para pihak'

PELAJARAN UNTUK TRANSFORMASI KEBIJAKAN



Pengelola taman nasional tidak memiliki wewenang dan kompetensi memadai
untuk mengentaskan masalah kemiskinan. Program kemitraan pengelolaan
taman nasional seyogyanya menempatkan diri pada posisi untuk
mengamankan penghidupan masyarakat sehari-hari (livelihood) dan
menemukan pengungkit bagi sistem ekonomi masyarakat yang orientasi
pertumbuhannya didorong di luar kawasan taman nasional, sekalipun tetap
mengandalkan potensi sumber daya alam di dalam taman nasional. Orientasi
pengembangan sistem ekonomi di dalam kawasan taman nasional akan
menciptakan pusat pertumbuhan yang akan menarik masyarakat luar untuk
masuk ke dalam taman nasional. Kesadaran akan pentingnya masalah ini,
akan menentukan lokus dialog dan arena yang spesifik, kontekstual, dan
berada pada batas-batas kendali pengelola taman nasional.

KEMITRAAN DALAI\,I PENGELOLAAN TAI\,1AN NASIONAL PELAJARAN UNTUK TRANSFORMASI KEBIJAKAN

BAB I.
PEN DAH U LUAN

T!)n*run istirah parrisipasi tetah banyak digunakan oteh sektor pubtik

sejak tahun 196O-an, pelibatan masyarakat di bidang kehutanan baru

mendapatkan legitimasi politik pada Konggres Kehutanan se-Dunia ke Vlll,

16 -28 oktober 1g7s di Jakarta. Pada saat itu, pilihan atas tema kongres
,, Forest for People,, berdasarkan atas 3 permasalahan, yaitu: konservasi sumber

daya, suplai kayu bakar, dan kehutanan untuk pembangunan masyarakat.

Cagasan ini membuka ruang pembelajaran baru dalam pengelolaan hutan

d'i lndonesia dan direspon berbagai pihak dalam bentuk pengembangan bidang

kehutanan sosial dalam arti luas. Di Perhutani dikenal istilah tumpangsari

yang bahkan lebih tua dari istilah kehutanan sosial itu sendiri dan dalam

pengusahaan hutan alam di kenal istilah bina desa hutan (Suhardiito, Khan,

Jatmiko, Sirait dan Evelyna, 2000). Dalam konteks pengelolaan taman

nasional, pelibatan masyarakat mendapatkan ruang yang dikenal dengan

istilah pengembangan zona penyangga. lstilah kemitraan dalam pengelolaan

taman nasional, mulai dikenal di lndonesia sejak 1990-an, ditandai dengan

munculnya proyek-proyek ICDP (tntegrated Conservation and Development

Project) dari Bank Dunia dan IPAS (tntegrated Protected Area system) dari

Bank Pembangunan Asia (Malvicini And Sweetser, 2003)'

Penguatan posisi masyarakat dalam pengelolaan kawasan konservasi

makin mendapatkan legitimasi politik dalam dalam Kongres Taman Nasional

Dunia V di Durban pada tahun 2003. Dalam kongres tersebut disepakati

berbagai komitmen yang antara lain berhubungan dengan masyarakat, yaitu:

1. Komitmen dan tindakan untuk membangun keterpaduan hubungan

antara masyarakat dan kawasan konservasi, terutama dalam kerjasama



di bidang hukum, hak dan kewajiban, aspirasi antara wanita dlrr l,rl.l
laki,

2. Komitmen dan tindakan untuk keterlibatan masyarakat traclisiorr,rl,
peladangan dan penduduk setempat d:rlam penciptaan, pernyalairrr r l,rn

pengelolaan kawasan konservasi,
3. Komitmen dan tindakan untuk keterlibatan dan menyertakan gcrrr,r,r,,l

muda di dalam pengurusan kawasan konservasi, serta menegtrhl<,rrrrry,r

secara hukum dimasa mendatang,
4. Komitmen dan tindakan untuk menjamin bahwa masy.rr,rl.,rt

memperoleh keuntungan dari dampak keberadaan kawasan konscrv,r,,r,

serta memperoleh kesempatan berperan sefta dalam proses pengarllril,rrr
keputusan yang adil dan wajar sebagai tangung jawab atas h.rl. lr,rI
sosial dan kemanusiaan,

5. Komitmen dan tindakan untuk pengelolaan kawasan konserv.rsi .r1i,rr

dapat menanggulangi dan tidak memperparah kemiskinan p,rrl,r
masyarakat di dalam dan di sekitarnya,

6. Komitmen dan tindakan agar pengelolaan kawasan konservasi rl,rgr,rt

secara adil dan merata memberikan keuntungannya kepada masyirr',rl.,rt

tradisional dan penduduk setempat,
7. Komitmen dan tindakan untuk memajukan pengelolaan k;lw,rt,rrr

konservasi melalui strategi pengelolaan adaptif, kolaborasi, dan r o

management,

B. Komitmen dan tindakan untuk memperhatikan, memperl<rr,rt,
melindungi, dan memberikan dukungan terhadap keberarl,r,rrr
masyarakat konservasi.

Menguatnya posisi masyarakat dan para pihal< dalam pengelolaan tarrr,rn

nasional telah melahirkan berbagai program dan kegiatan yang dikcrrr,r.,
sebagai pendekatan partisipatif yang akhirnya mengerucut dalam fornr,rt
kemitr;ran, pengelolaan kolaboratif atau koalisi pengelolaan taman nasion,rl.
Pemerintah lndonesia menyambut baik gagasan tersebut, namun dal,rrl
implementasinya seringkali mengalami benturan hukum dan kebijakan y.urli
cenderung kaku dan kurang mengamodasikan kehadiran masyarakat di dal.rrrr

taman nasional dan campur tangan para pihak dalam pengelolaan tanr.rrr

nasional. W;rlaupun belum memadai untuk mewadahi semua pendekat.rrr
partisipatif dalilm pengelolaan taman nasional, namun pemerintah akhirny,r
menerbitkan Peraturan Menteri Kehutanan No.P. 

.l 
9/Menhut-ll/2004 tentarrli

r t,t.,., , , l', ngelolaan Kawasan SuakaAlam (KSA) dan Kawasan Pelestarian

l,r,,ll'l

r, ,l .ril r\ .r Peraturan Menteri Kehutanan No.P. 19/Menhurll/2004 tersebut

,r,, Ilrrl!l I .,il bahwaPemerintah lnclonesiatelah berupayamenyediakan ruang

,,,,, r,,,1, rr',.ti pihak untuk berperan serta dalam pengelolaan kawasan

t,,,, , r ! | lrrlmaSUk taman nasional. Namun disadari bahwa ruang yang

,1, ,,tr ,l ,1r n-l?Sih membutuhkan peniabaran lebrih lanjut untuk dapat

,t,r,,1,1, r,,, rrlasikan secara utuh guna mendukung pencapaian tujuan

,,,,,,,,,,1,r.rr1 taman nasional secara lestari' Dari sisi kelembagaan/

, , ,,1,r.rrr kolaboratif dapat dipandang sebagai instrumen untuk

1,,,,,',l,,,,rl,,rnllkan kemitraan (partnership) melalui pembaBian peran'l biaya

,,,, , ,,,rl.r,rl yang adil antar berbagai pihak yang berkepentingan terhadap

1', r rr,,, l,,l, r'rn laman nasional, baik secara keseluruhan atau bagian-bagiannya.

Nt,,l,rlrri kemitraan (partnership) pengelolaan taman nasional, potensi

r,, ,rrrl rLrrr l.elembagaan yang telah ada akan mendapatkan dukungan dari

1,, ,,.,,'.,, 1,rlrak, sehingga pengelolaan kawasan taman nasional yang telah

, i.;,, t,,,ik clapat ditingkatkan menuju pada pengelolaan taman nasional

, ,,i,1 ,,,,,,,,1iri. Sebaliknya, kemitraan juga dibutuhkan untuk mendukung

,',,.,,,1,,1,)l,r,rrr kawasan Taman Nasional yang kondisinya rusak dengan kondisi

i ,,,,.,,,, pt'ngelola yang masih belum memadai' Pendekalan kemitraan

,,,,,,,,,,1,i..,n1kan dapat mengurangi potensi negatif yang teriadi pada

,,, ,,.r,il,t.,rn suatu Taman Nasional. Namun demikian disadari bahwa pada

1,,,,,i.,,, ,rpr"mentasi, kemitraan pengelolaan taman nasional bersifat unik

,i,i, .,,.rifif. tapak sesuai dengan keragaman ruang ekologi, sosial-budaya,

l..r,wcnangan, dan ekonomi wilayah'

SeiringdengansemakinmengUatnyakonseppartisipaSidibidang
l.t,hut1nan, lahir Program Kehutanan Multi Pihak, DFID (untuk selanjutnya

rlisebut p{FP, merupakan singkatan dari Mttltistakeholder Forestry Program)'

v;l<ni orogram kerjasama antara Pemerint.rh lndonesia dengan Pemerintah

i""rl,. *ia"sarkan kesepakatan yang ditandatangani pada bulan oktober

,ntfo. af ", 
pelaksanaan programnya, MFP mengandalkan berbagai prakarsa

Juri f urr ri,ta program untuk mencapai tu.iuannya' MFP menetapkan sasaran

al<hir pro$ramnya untuk pengurangan kemiskinan dan pengelolaan hutan

["rf."f un1r,un' Kontribusi dan tujuan program MFP mengarah pada perbaikan

[."a'ri untuk pembaruan kebijakan di lndonesia' Karena adanya kesamaan

,;j'r;; penanSSulangan kemiskinan MFP-DFID dan program kehutanan

P 
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WWF-lndonesia, pada tahun 2003 keduanya sepakat untuk menandatangani

Partnership Program Agreement (PPA) pada tahun 2003.

Buku ini disusun sebagai salah satu kelengkapan laporan PPA yang

bertujuan untuk menguraikan "state of the ar( dan pembelajaran dari program-

program kemitraan dalam pengelolaan taman nasional di lndonesia. Bahan-

bahan kajian lapangan disintesakan dari hasil Sarasehan Nasional

"Membangun Kemitraan Pengelolaan Taman Nasional Di lndonesia", 29

Agustus * 1 September 2005 di Kinasih, Caringin, Sukabumi, yang
diselenggarakan oleh MFP-DFID dan para mitranya termasuk WWF-lndonesia,

serta dari hasil kegiatan di 9 (sembilan) lokasi PPA MFP-DFID. Hasil kajian

dan sintesa tersebut diharapkan dapat menjadi fondasi bagi perbaikan

kebijakan pengelolaan taman nasional di masa mendatang.

Buku ini disajikan dengan format yang relatif sederhana, lugas dan

dikemas dengan gaya bahasa ilmiah populer agar pesan-pesan penting yang

ingin disampaikan dapat mudah dicerna oleh para pembaca. Kelompok

sasaran buku ini adalah para praktisi lapangan, aktivis dan aparat pemerintah

di bidang konservasi sumber daya alam dan lingkungan, dan mahasiswa.

Prolog menyajikan suatu kajian ringkas mengenai kemitraan, prospek dan

harapan-harapan yang ingin dicapai dalam kaitannya dengan pengelolaan

taman nasional. Bab I memberikan penjelasan mengenai latar belakang,
tujuan, dan sistematika isi buku. Bab ll menjelaskan mengenai kerangka

konseptual kemitraan dan hubungannya dengan pengelolaan taman nasional.

Bab lll mencoba menemukenali benang merah hubungan kemiskinan dengan

sumber daya alam dan kaitannya dengan masalah sosial dan budaya
masyarakat, ekonomi, khususnya "tragedi barang puhrlik" (tragedy of the

common). Bab lV mengupas mengenai beberapa aspek pengelolaan taman

nasional di lndonesia, kinerja dan permasalahan yang dihadapi. Bab V
mengkaji pengalaman kemitraan di berbagai taman nasional di lndonesia

dan mensintesakannya ke dalam sebuah pendekatan pengelolaan yang

mungkin dikompromikan dan menaril< pembela.iaran dari pengelaman

tersebut, tidak saja dalam pencapaian tujuan pengelolaan taman nasional,

namun juga mengkaji beberapa masalah sosial, khususnya kemiskinan. Epilog

mencoba menggali agenda-agenda baru yang mungkin dilaksanakan
berdasarkan pengalaman yang telah diperoleh dari berbagai gagasan, model,

dan inisiatif kemitraan dalam pengelolaan"taman nasional.

KEMITRAAN DALAM PENGELOLAAN TAMAN NASIONAL PELAJARAN UNTUK TRANSFORMASI KEBIJAKAN

(D
Jengertian

BAB II.
KERANCKA KONSEPTUAL KEMITRAAN

Kemitraan, kolaborasi, atau koalisi merupakan konsep yang saling

terkait, namun masing-masing digunakan untuk menggambarkan salah satu

tingkat tertentu dalam konsep partisipasi. Dalam kajiannya mengenai

p"[n."nuun pembangunan perkotaan, partisipasi sebagai konsep payung

didefinisikan oleh Cogan & Sharp (1986 dalam Arnstein, 1995): Partisipasi

masyarakat adalah proses yang memberikan kesempatan kepada masyarakat,

secara individu atau kelompok, untuk mempengaruhi keputusan publik.

Partisipasi telah lama diadopsi sebagai elemen pengambilan keputusan

demokratis. Akar partisipasi dapat ditelusuri hingga nenek moyang Yunani

dan lnggris. Partisipasi masyarakat mulai dilembagakan pada pertengahan

1960-; Partisipasi masyarakat tanpa diikuti dengan distribusi kekuasaan

merupakan proses kosong yang akan menyebabkan frustasi bagi pihak yang

lemah.

Arnstein (1995) juga menekankan bahwa tingkat partisipasi sanSat

bervariasi mulai tahap manipulasi, terapi, menginformasikan, konsultasi,

menentramk an (placattion), kemitraan, delegasi kekuasaan, hingga kontrol

masyarakat. Tingkatan tersebut dikenal dengan istilah tangga partisipasi.

Kemitraan dipandang sebagai tingkat terendah dari partisipasi sejati. Dalam

implementasi pendekatan partisipatif, tangBa partisipasi seringkali dipandang

sebagai sebuah kontinum untuk mewujudkan tingkat partisipasi yang

dihar-apkan. Malvicini And Sweetser (2003) menggunakan istilah konsultasi

untuk melukiskan setiap pelibatan stakeholder dalam kegiatannya. Konsultasi



dapat berkembang menjadi kolaborasi atau kendali bersama yang
dilembagakan. Di satu pihak, bila orang terlibat dalam mendefinisikan
perubahan yang diinginkan, atau dalam mengidentifikasi masalah dan

solusinya, konsultasi dapat berkembang ke arah pembrangunan jaringan yang

lebih besar - yang merupakan salah satu komponen utama pembentukan

modal sosial - dan rasa memiliki proyel< atau kebiiakan yang dibahas. Di

pihak lain, banyak proses konsultatif hanya berfokus pada mendapatkan

"persetujuan" (yang relatif pasifl untuk kegiatan yang telah direncanakan,
atau kebijakan atau program yang telah diatur. Proses konsultasi yang terutama

mencari umpan balik bagi rencana atau strategi yang didefi nisikan
sebelumnya berada di dekat dasar dari tingkat skala partisipasi.

Kolaborasi dan atau pembuatan keputusan bersama dan pemberdayaan

dan atau kendali bersama mewakili apa yang oleh kebanyakan pelaku
pembangunan partisipatif dianggap sebagai partisipasi sejati. Pada tiap tahap,

para stakeholder terlibat aktif dan tercapai hasil yang berkelaniutan. Dalam

kolaLrorasi, misalnya, orang diundang oleh pihak luar untuk memenuhi tujuan
yang telah ditentukan sebelumnya: profesional atau organisasi pembangunan

mengidentifikasi problem atau masalah yang akan dibahas, dan
menghimpunkan kelompok untuk berkolaborasi membahas topik tersebut.

Para stakeholder mungkin tidak memprakarsai kolaborasi tersebut, tetapi

secara signifikan mempengaruhi hasilnya. Kelompok atau sub-kelompok

dibentuk sehingga membangun jaringan dan meningkatkan mutu struktur

atau praktek. Orang itu sendiri dan proyek di mana mereka bekerja berubah

akibat interaksi mereka. Cagasan-gagasan para stakeholder mengubah desain

proyek atau rencana pelaksanaan/ atau menyumbang pada kebijakan atau

strategi baru. Yang paling penting, profesional atau organisasi pembangunan

yang meminta keterlibatan stakeholder menanggapi dengan serius sudut
pandang orang-orang tersebut dan bertindak menurut sudut pandang tersebut
(Malvicini And Sweetser, 2003). Dalam tangga partsipasi Arnstein, tingkat
kolaborasi sama dengan kemitraan. Arnstein (1995) menyatakan bahwa
persyaratan agar kolaborasi atau kemitraan berjalan efektif adalah:
'l . Ada basis kekuasaan yang terorganisir dalam komunitas di mana

2.

pemimpinnya bertanggung-gugat.
Para pihak memiliki sumber daya
membayar para pemimpinnya.

yang memadai untuk

Para pihak memiliki sumber daya untuk mempekerjakan atau memecat

teknisi, ahli hukum dan organisator komunitas (community organizer)

yang mereka miliki.

3.
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Pada tingkat yang lebih tinggi, para pihak menerima tanggung jawab

yang makin bertambah atas pengembangan dan pelaksanaan rencana aksi

yunI dit"prkati. Para pihak memegang kendali, hak serta pemilikan atas

komponen program/ dan membuat keputusan sesuai hak dan kewaiibannya.

Pada tingkat ini, partisipasi sangat berkelanjutan karena para pihak memiliki

l<epentingan dalam mempertahankan struktur atau praktek. Pemantauan

partisipatif - di mana anggota masyarakat, kelompok atau organisasi menilai

tindakan mereka sendiri dengan menggunakan prosedur dan indikatorkinerja

yang telah dirancdng pada saat perencanaan - memperkuat pemberdayaan

yang keberlanjutan.

IUCN (1 997) - dalam Resolusi 1.42 Tahun 1996 - menjelaskangagasan

dasar pengelolaan kolaboratif (juga disebul co-managementt alau ioint
participatory atau mulft-stakeholder management) adalah kemitraan antara

lembaga pemerintah, komunitas lokal dan penSSuna sumber daya, lembaga

non-pemerintah dan kelompok kepentingan lainnya dalam bernegosiasi dan

menentukan kerangka kerja yang tepat tentang kewenangan dan tanggung-

jawab untuk mengelola daerah spesifik atau sumber daya. Borrini-Feyerabend,

Farvar, Nguinguiri, and Ndangang (2000) memberikan pengertian konsep

'ko-manajemen' (disebut juga participatory, collaborative, ioint, mixed, multi-
party atau round-table managemenf) sebagai suatu kondisi di mana2 (dua)

atau lebih aktor sosial bernegosiasi, saling menentukan dan saling menjamin

pembagian fungsi-fungsi pengelolaan, berbagi hak dan tanggung-jawab dari

suatu teritori, daerah atau sumber daya alam secara adil'

Pengelolaan ko-manajemen berbeda dengan pengelolaan partisipatif

lainnya atau dengan 'pengelolaan berbasis masyarakat', karena ada

mekanisme pelembagaan yang menuntut kesadaran dan distribusi tanggung-

jawab pemerintah dan lembaga-lembaga lainnya secara formal. Dalam

konteks ini, konsultasi masyarakat dan perencanaan partisipatif ditujukan

untuk menetapkan bentuk-bentuk peranserta yang lebih tahan lama,terukur

dan setara dengan melibatkan seluruh kelompok-kelompok kepentingan terkait

dan sah (legitimate) dalam mengelola dan melestarikan sumber daya alam'

Dalam buku ini istilah kemitraan dalam pengelolaan taman nasional mengacu

pada pengertian ko-manajemen, pengelolaan kolaboratif atau pengelolaan

multi-pihak.

Dalam pengertian yang luas, wilayah pengelolaan kolaboratif dapat

dibayangkan berada 'di tengah-tengah' atau 'jalan kompromistik' antara

manajemen di bawah kontrol penuh pemerintah dan di bawah kendalipenuh



masyarakat (lihat Cambar 1 dan Cambar 2)' Pengelolaan secara ko-

;;;;i;."" hendaknya dibaca sebagai konsep luas yang mencakup berbagai

.uru ii mana organisasi yang bertanggung jawab atas pengelolaan dan para

stakeholder lain meneru[krn ml-na;emen kerjasama yang adaptif'

tutunrl"r"n kolaboratif harus dipandrng s"-.utu pragmatis dan de facto, bukan

UeiUa'sis pada kondisi de jure (secara ie facto kadlngkala masyarakat lokal

tidak memiliki akses dan kontrol di kawasan konservasi). Karenanya, proses

Densembansan pengelolaan kolaboratif tidak lagi atau tanpa mengungkit

;;rilh-;Jr-t au".Jr., konservasi atau daerah dilindungi. Dengan kata lain,

setiap stake holder mengakui status kawasan konservasi masing-masing. setiap

oihak berpartisipasi periuh dalam pembentukan pola kerjasama dan brersedia

,"nyurnungkan waktu, pengetahuan, .keterampi 
lan, dan i nformasi nya atau

,urb", dayaiainnya untuk akt]f terlibat dalam proses pengambilan keputusan'

pada Tabel 1 ditunjukkan secara terinci perbedaan. karakteristik antara

pengelol aan kol aboiatif, pengelolaan be.rbasi s komu n itas dan pen gelol aan

Lerb"asis negara. pengelolaan folaboratif dari sudut pandang ilmu manalemen

f,"f."f.r,ry"'."rupu[un salah satu alternatif penyelesaian.ry*'il" melalui

S"y" ;ri"i"men konflik kolaboratif atau kerjasama (PHKA-Dephut' NRM/

EPIQ, wwr-wallacea dan TNC. 2oo2\.

Gambar 1 Hirarki Derajat Pengaturan

PH KA-Dephut, N RM/EPIQ,

Pengelolaan Ko-Manajemen (Diadopsi

WWF-Wallacea dan TNC., 2002)
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Gambar 2. Area Kerja Pengelolaan Kolaboratif/Ko-Manajemen Berada di antara

Titik Ekstrim Kontrol Penuh lnstitusi Berwenang dengan Kelompok
Kepentingan (di adopsi dari PHKA-Dephut, NRM/EPIQ, WWF-Wallacea
dan TNC., 2002)

Nilai Dan Prinsip Kemitraan

Dalam konteks kemitraan atau pengelolaan kolaboratif, taman nasional

dapat didefinisikan sebagai hamparan ekosistem alamiah dengan batas-batas

yang jelas, di dalam dimensi ruang ekologi, sosial, ekonomi dan kewenangan

tertentu, yang ditetapkan Pemerintah untuk mempertahankan fungsi
perlindungan sistem penyangga kehidupan dan pengawetan keanekaragaman

hayati, serta mengoptimalkan fungsi sosial dan ekonominya melalui
pemanfaatan sumber daya alam hayati dan ekosistemnya secara lestari. Untuk

mewujudkan konsep tersebut di lndonesia, kemitraan dalam pengelolaan

seyogyanya mengadopsi mekanism e " trade off' , manaiemen konflik,
pemberdayaan masyarakat dan penegakan hukum sebagai pendekatan kunci

dalam keseluruhan pengambilan keputusannya.



Tabel 1 Karakteristik Perbedaan antara Pengelolaan Berbasis Masyarakat, Ko-

Manajemen dan Pengelolaan Berbasis Negara

(Diekstraksi oleh PHKA-Dephut, NRM/EPIQ, WWF-Wallacea

Borrini-Feyerabend, el al., 200O; Borrini Feyerabend, 1997;

KEMITRAAN DALAM PENGELOLAAN TAMAN NASIONAL

dan TNC. , 2002 dari:
Borri n i -F eyerabend, 1 9 9 6)

Karakteristik Berbasis Masyarakat Ko-Manaiemen Berbasis Negara

Penerapan Spasial Lokasi spesifik (kecil)
Jaringan multi-lokasi
(moderatsampai luas)

Nasional (luas)

PihakOtoritas Utama
Struktur Pengambilan KePutusan

Lokal dan penduduk lokal

Terbagi; pemerintah pusat

dengan otoritas pemerintah

dan nonpemerintah lokal

Pemerintah Pusat

Pihak Bertanggung-.iawab
Komunal; badan pengambilan

keputusan lokal

Multi-pihak pada tataran

lokal dan nasional
Didominasi Pemerintah

Pusat

Tingkat Partisipasi Tinggi pada tataran lokal
Tinggi pada berbagai
tingkatan

lendah; potensi

rksklusivitas keompok
(epentingan

Durasi Kegiatan
Proses awal cepat; proses
penqambilan keputusan lambat

Proses awal moderat;
pengambilan keputusan

antar kelompok kepentingan
lambat

Proses awal gradual
durasinya; cepat mengambil

keputusan pada awal proses

Keluwesan Pengelolaan
Daya penyesuaian tinggi; sensitif
dan cepattanggapterhadaP
perubahan kondisi lingkungan lokal

Daya penyesuaian moderat;

cepattanggap terhadap
perubahan alam dengan

kecukupan waktu

Lambat untuk perubahan dan

seringkali tidak luwes;
birokratik; potensi tidak
terkoneksinya antara
kebijakan, realitas dan
praktik

lnvestasi Finansial dan
Sumber daya Manusia

Menqunakan sumber daya manusia
lokal-l pengeluaran finansial moderat
sampai rendah; anggaran fleksibel

Membangun sumberda}ia
manusia berbagai tingkatan;

anggaran fleksibel:
pengeluaran biaya moderat

sampai tinggi

Dipusatkan pada sumber
daya manusia dan biaya
pengeluaran moderat:

anggaran kaku sudah

ditetapkan

Kelangsungan Usaha
Jangka pendek, bila tanpa dukungan
ekstemal yang berkelanjutan

Terus menerus, jika

terbangun koalisi yang

setara

lerus menerus, ]ika struktur
rolitlk terpelihara

Orientasi Prosedural
Berfokus pada dampak jangka
pendek; didisain hanya untuk lokasi
iokal spesifik; sanksi moral

Beroreintasi dampakdalam

ianqka panjang; beroreintasi
proses dalamjangka
pendek; didisain untuk
multilokasi

Oreintasi proses pada

iangka panjang; didisain
untuk lokasi yang luas;

sanksi

Orientasi Aspek Legal
Kontrol sumberdaya secara de

facto; hak properti komunal atau
properti swasta

Kontrol sumber daya secara
de iure; hak properti

komunal, swasta atau publik

Kontrol sumber daya secara
dejure; hak properti Publik
atau negara

Orientasi Resolusi Konflik

Salah satu pihak ada yang

dikalahkanl akomodatif , kompetisi;
kekuatan publik sangksi hukumk
lokal

Semua pihak dimenangkan;
kolaboratif ; negosiatif

Diselesaikan secara hukum;

Salah satu pihak ada Yang
dikalahkan; kompetisi,
akomodatif; kekuatan Politik

Tuiuan Akhir

Reditalisasi atau mempertahankan
status-quo penguasaan sumber daya

lokall demokratisasi politik
pengelolaan sumberdaya alam

tingkat lokal.

lvlenciptakan perdamaian,

dan demokratisasi politik

bidang pengelolaan sumber
daya alam berbagai
tingkatan

Mempertahankan status-quo
politik penguasaan sumber
daya alam; perubahan

ekonomi nasional

Sumber lnformasi
Pengelolaan

Pengetahuan Lokal
Pengetahuan lokal dan ilmu

Pelgetahuan

Didominasi ilmu
pengetahuan balal

Kemitraan dalam pengelolaan TN berorientasi pada tercapainya
koordinasi antar para pihak, sehingga tercapai sinergi pelaksanaan program

dan aktivitas pengelolaan TN. Dalam proses kemitraan, kompromi merupakan

kata kunci yang harus dicapai dan dituangkan dalam Rencana Pengelolaan

TN yang bersifat organik dan dinamis. Pencapaian kompromi hanya akan

dicapai bila tujuan pengelolaan TN dapat disepakati dan dipahami
konsekuensinya oleh para pihak terkait. Dalam konteks ini kemitraan dalam

pengelolaan TN berpegang teguh pada prinsip konstituensi dan

mengedepankan pdlayanan publik (public service) yang berorientasi pada

kemanfaatan bersama (mutual benefits). Dalam implementasinya, proses-

proses kemitraan, mulai dari perencanaan, pelaksanaan hingga monitoring

dan evaluasi, dilaksanakan secara partisipatif berdasarkan nilai dan prinsip:

kesukarelaan, kesetaraan, saling percaya/ keterbukaan dan saling belajar.

Proses ini akan berhasil bila stakeholders dapat dlrepresentasikan melalui

aturan perwalian yang jelas.

Pada tingkat'perencanaan, prinsip integratif, holistik, multiguna, dan

pemberdayaan perlu diadopsi untuk menghasilkan kinerja yang berkelanjutan

dan bertanggung gugat kepada publik (public accountability). Pada tingkat

hasil, budaya organisasi untuk menetapkan ukuran kinerja yang dapat

diverifikasi oleh berbagai pihak penting untuk diadopsi sejak tahap
perencanaan, pelaksanaan/ serta monitoring dan evaluasinya. Mengingat

fungsi taman nasional, prinsip-prinsip berikut perlu diadopsi oleh para pihak

dalam manajemen TN:

a.

b.

C.

d.

e.

Kelestarian Fungsi Ekologis Taman Nasional.

Keadilan lintas generasi (inter-generational equity).

Optimasi manfaat sosial ekonomi Taman Nasional.

Bentuk lembaga yang "fit-in" dengan situasi lokal.

Perbaikan terus menerus (continual improvemenf) sistem mana.iemen

sebagai hasil pembelajaran yang telah dilakukan dalam proses

kemitraan.
f. Prinsip kehati-hatian (precautionary principles) dalam setiap program

yang dijalankan.

Dalam konteks yang lebih spesifik ko-manajemen, nilai dan prinsip

yang perlu diadopsi dalam mendorong kemitraan adalah (Borrini-Feyerabend,

et a1.,2000):

PELAJARAN UNTUK TRANSFORMASI KEBIJAKAN



Mengakui nilai, kepentin$an' dan kepedulian yang berbeda-beda dalam

mengelola kawasan rrt d""ngun sumber daya di dalam dan di sekitarnya'

Terbuka.terhudup U"rU)gai tfpe inovasi peng,elolaan sumber daya alam'

melampaui yung diukJ'oleh perundang-undangan yang brerlaku

Menggali transparansi"i2n kesetaraan dalam pengelolaan sumber daya

alam
Mendorong masyarakat madani ':'\'"Tlinkan 

peran dan tangung

jawab yun[ l"uift pentinB dari waktu ke waktu'

Mendorong ko.ptu*unt"'si kapasitas dan keuntungan komparatif dari

berbagai aitor. kel"mb agaan (stakeholders)'

Menghubungrun inorllidan tangung jawab dalam konteks pengelolaan

,u16", daya alam secalzr lestari'

Menghargai bahwa pr"os"t lebih penting dari hasil jangka pendek'

,,Learning by doin{,r".lutrl r.erisi dan perbaikan terus menerus dalam

peng"lol"uun sumblr da/a alam'

Pengelolaan adaptif merupakan pendekatan yang berdasarkan atas

p"n[uturn bahwa peng"lolaan sumber daya alam"selalu bersifat

"ksf,erimental, 
di *rn, kita dapat belajar dari kegiatS.n 

Yung
Jiirnpt"r"ntasikan, dan pengelolaan sumber daya alam dapat diberbaiki

b"riur"rkun hikmah yung kitu dapatkan' Pengelolaan adaptif TN

l"tf"grng teguh pada prinsip konservasi sumber daya alam' yaitu:

p"ili,iaungun sistem penyanSSa kehidupan' pengawetan
'k"un"kurulaman hayati dan ekosistemnya/ serta pemanfaatan

l"rk"lunlutln cumber daya alam hayati, baik pada tingkat genetik'

spesies mauPun ekosistem.

Elemen kunci pengelolaan adaptif adalah: (1) tujuan eksplisit

pengelolaan sumber-daya alam dan hipotesis yang eksplisit mengenai

Lrgfin.,rn" tujuan itu a(an dicapai (termasuk indikator monitoringnya);

tiip"ngu'n[ulan data yang baik; (3). evaluasi berdasarkan hasil

*onitorl"ng iata dan .upuirn hasil pengelolaan; (4) perubahan koheren

dalam pri'ktuk pengelolaan sumber daya alam sejalan dengan hasil

pembelajaran Yang diPeroleh.

Adapun tahap pror"r'pengelolaan adaptif adalah: (1) penilaian atas

situasi dan masalah pengel6luan sumber daya alam' umumnya melalui

*orfr6op; (2) lmplemeitasi kegiatan pengelolaan sumber daya alam

berbasis'pada perencunuun yun! telah ditetapkan; (3) Monito.ring hasil

fang diharapkan berdasarkan indikator yang ditetapkan- sejak tahap

p"r""n.unurn; (4) Evaluasi hasil untuk memastikan efektifitas kegiatan

iung air"n.anakan; (5) Penyesuaian kegiatan sejalan dengan hikmah

i"n.,'n"tulurrn yang diperoleir, diikuti dengan formulasi ulang terhadap

masalah, sasaran, aktivitas dan indikator'

Pluralisme: fokus pada pengakuan, penghargaan dan pelibatan berbagai

ukiof k"p"ntingan, kepedulian dan nilai yang terdapat dalam komunitas

J"ng"n perhatiln pada berbagai subyek, khususnya: (1 ) terdapat berbagai

trtJgori aktor sosial, misaLya: pemerintah, LSM' dan kelompok-

f"ir't"p"L masyarakat, kelompok-kelompok bisnis' yang. memiliki

kapasiias beragam dalam pengelolaan sumber daya alam; (2) komunitas

adalah aktor sisial yang lahir dengan sendirinya dan memiliki identitas,

integrasi dan pertahanan yang alamiah dan efektif;

Tata]pemerintahan adalah cara-cara yang kompleks di mana individu

dan lembaga, publik dan swasta, mengelola kepedulian umum' Tata-

["*"ti ntrflin yrng baik (good gove rnance) bergantu ng pada legiti masi

sistem politik ian pengha"tgrun y'ng ditunjukkan masyarakat terhadap

L

a.

b.

d.

e.

ob'
h.

C.

f.

Untuk mewujudkan 6;12i dan prinsip pengelolaan TN secara kolaboratif

diperlukan beberapa fakor pendukung' antara lain:

1. Tersedianya sistem 165entif bagi pelaku konservasi' dapat berupa

pengakuan *r, iuf. t"rt"ntu' pungt.rutgu'n' perpajakan' kompensasi'

atau insentif ekonomi lainnYa'

2. Tersedianya f"nii"f.rn yang memberikan jaminan legalitas atas

kejelasan p"rirl aai f"t'n Pemlrintah Daerah dalam pengelolaan Taman

Nasional.
3. Terfasilitasinya empat tahap dasar dalam proses kemitraan dalam

pengelolaan rN','i'ii'' ,tr 
i nelvlaoan kemitraan (organizine); Q)

Negosiasi r"n.rnJ J'n k"'"pukatan kolaboratif; (3) lmplementasi'

evaluasi t ln"rlr, 
''i'[i'"ntu"u' dan kesepakalan (learning by doing\;

(4) Adopsi'p"*b";i;;n dalam sistem manajemen kolaboratif TN'

Konsep Dan Pendekatan

Selain konsep-konsep yang berakar dari pengembangan teknologi

konservasi, konsep'1"" i""a"ttatan yang diadopsi dalam kemitraan

pengelolaan fN *"n.rf.up:. P":g"l:laan-adaptif' 
pluralism' governance'

patrimonyt runul"*"i*ftt'lif if dan kominikasi sosial' Borrini-Feyerabend'

et a/. (2000) *"n1"tu'kun-konsep tersebut sebagai berikut:

KEMITRAAN DALAM PENGELgI4IN TAMAN NASIONAL

2.

3.
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4.

institusi tersebut, serta bergantung pada kapasitas kelembagaan untuk

memberikan respon tepai terhadap masalah dan untuk mencapai

konsensus nrelal ui kesepakatan dan kompromi. Tata-pemeri ntahan bisa

berupa sistem aturan main atau aktivitas (proses), tidak berbasis dominasi

tetapi pada kompromi, tidak selalu bersifat formal, dan umumnya

berdasarkan pada interaksi riil yang terjadi'

Patrimony adalah ikhtisar dari seluruh unsur materi dan non materi yang

membaniu pemeliharaan dan pengembangan identitas dan otonomi

pemiliknya, dalam ruang dan waktu, melalui adaptasi terhadap konteks

evolusioner. Representasi patrimonial terhadap kawasan atau Sugus

sumber daya: (t) menghubungkan generasi pengelola masa lampau

dan masa kini; (2)fokus pada tangung jawab ketimbang hak kepemilikan;

(3) mempromosikan uisi bersami tentang kelestarian yang menyatukan

kebrutuhan dan pendapat berbagai aktor'

Manajemen konflik, upaya untuk memandu konflik agar hasil konstruktif

dapat dicapai, bukan hasil destruktif. Manajemen konflik adalah proses

non kekerasan yang mempromosikan dialog dan negosiasi, sehingga:

(1) peduli akan ketidaksepahaman sebelum menghasilkan perseteruan;

(2) membantu aktor-aktor kelembagaan untuk mengeksplorasi situasi

kompleks dari pilihan-pilihan untuk kesepakatan dan menentukan pilihan

di mana setiap pihak dapat menerimanya; (3) mempertimbangkan dan

mengintervensi 
'akar 

konflik dengan harapan agar tidak terulang pada

masa depan.
proses-pioses modern dalam pengelolaan konflik sangat mirip dengan

proses negosiasi dalam kesepakatan ko-manajemen; keduanya

mencermin-kan nilai-nilai yang sama (dialog, transparansi, pluralisme,

keadilan dan sebagainya.), memiliki konstituen yanS sama dan dapat

difasilitasi dengan .ui, yrng sama. Konstituen utama pendekatan

manajemen tonlik modein adalah: (1) aktor sosial terkaiu (2)wilayah

kepentingan umum dan beberapa titik konflik (perbedaan nilai'

kepenting-an dan kebutuhan dari aktor-aktor yang terlibat); (3) Arena

untuk nelosi4si dan beberaoa aturan dasar yang memberikan kerangka

kerja bagl uktor-akto,. yang terlibat untuk bertemu dan mendiskusikan

isu bersima; (4) dara yan[ dapat dipercaya pada titik-titik konflik; (5)

trerbagai pilihan untuk akii yang digagas oleh aktor-aktor yanS terlibat

dan didiskusikan bersama; (6) kesepakatan tertulis terhadap pilihan-

pilihan yang disepakati; (z) legitimasi kesepakatan; (B) implementasi

lesepakatai. Oaiam banyak kasus konflik yang serius, diperlukan

fasilitator, mediator, arbitrator, dan instruktur konflik'

KEMITRAAN DALAM TAI\,,lAN NASIONAL
PELAJARAN UNTUK TRANSFORMASI KEBIJAKAN

6. Komunikasi Sosial, menjembatani pemahaman di antara komunitas

manusia/ pertukaran pesan (berkomunikasi) untuk menciptakan makna

dan memperkaya pengetahuan bersama, seringkali terjadi dalam

menghadapi perubahan. Komunikasi sosial dalam konteks inisiatif ko-

manajemen berkaitan dengan upaya untuk menciptakan kondisi

pengambi lan keputusan yang di i nformasi kan kepada masyarakat, antara

iain: mendorong pertukaran informasi dan diskusi atas masalah, peluang

dan oilihan aksi alternatif.

S"caru ringki's konsep pengelolaan kolaboratif TN dapat dilihat pada

diagram Cambar 3'

Gambar 3 Model Konsep Pengelolaan Kolaboratif Taman Nasional' (Sumber:

Dimodifikasi dari Borrini-Feyerabend, et al. (2000))

CONNNUAL
IMPROVEMENT

I

\

\

Plurali6me dalam hal
kepentingan dan pandangan

lni$iatif komunika$i sosial

Dukungan aktif hagi masyarakat
agar mengorganisasikan dirinYa
sendiri

HEGOISA$I
RENCAI'IA NA}I
XESEPAKATAN
KOLABORATTF

Mempertahankan dalam
kerangka pikir sifat eksperirnental
pengelolaan sumberdaya alam
(Manajemen adaptif, action
research)
Mempertahankan proses.Proeos
komunikasi sosial
Menguhah praktek sebagai
bagian dari proses helajar

Visi patrimonial. rumusan Misi
dan Tujuan Pengelolaan TN

Memadukan pendekatan ekologi,
sosial dan tatapraia
Pengakuan atas pluaralitas nilai
dan kepentingan
Menghargai nilai, norma, dan
praktek budaya lokal
lren gatasi tantangan komunika$i

transparasi prosedur negosiasi
lldenemukenali prosedur dalam
hal pembagian manfaat dan
tanggungjawab



Prospek, Kerugian dan Hambatan Kemitraan

Berbagai upaya untuk memaksimalkan keuntungan dan meminimalkan

kerugian b"ugi ,"iurrh pihak yang terlibat merupakan arena di mana

kesel"uruhan [ror", kolaboratif berlangsung' Pembagian biaya dan manfaat

yang adil daii berbagai pihak yang terlibat merupakan alat penting untuk

n.,",.,".apui sasaran: kemandirian pengelolaan taman nasional; keberdayaan

masyaiakat dalam meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraannya; dan

feningkatan peran ekono,ii turun nasional dalam pembangunan wilayah'
'nulu,i hal ini diperlukan mekanisme pendanaan (fund rising dan fund

engineeri ng) yang handal guna mendukung keberlanjutan program-program

pe"ngelolaan secara Iestari. Ko-manajemen atau kemitraan yang

diim"plementasikan secara salah dapat menimbulkan biaya transaksi dan

kehilangan sumber daya yang besar. Perencanaan kolaboratif yang cermat

diperlufan untuk menetapkan masalah dan solusi masalah yang tepat sefta

menghasilkan manfaat Yang jelas'

Borrini-Feyerabend (1gg7) dalam PHKA-Dephut' NRM/EPIQ' WWF-

Wallacea dan TNC' (2002) dengan panjang lebar telah menguraikan tentang

potensi manfaat, pengeluaran lan hambatan yang ditemui dalam praktik-

praktik pengelolaan kolaboratif berdasarkan pengalaman-pengalaman

iuprngun di berbagai belahan dunia yang dilakukan oleh banyak pihak,

sebagaimana dipaparkan di bawah ini'

Adapun prospek dari implementasi pengelolaan kolaboratif dapat

diuraikan sebagai berikut: Aliansi antara institusi pemerintah dan pemangku

kepentingan lofal akan mengurangi eksploitasi sumber daya dari kepentingan

non-lokal yang seringkali mewakili ancaman utama terhadap usaha

konservasi.

l.Manfaatspesifikdarisemuapihakberkepentinganyangterlibatdapat
dinegosiasjkandalampersetujuan,khususnyamanfaatbagimasyarakat
lokaf yang terancam hidupnya atau memperoleh kompensasi'

2. laeningk;tkad efektifitas pengelolaan sebagai konsekuensi pemanfataan

p"ng"t"uhuun, kemampuan, J'n keunggulan komparatif dari para pihak

yang terlibat.

3. Meilajukan kapasitas pengelolaan sumber daya institusi pemerintah

dankelompokberkepentinganlainnyasebagaikonsekuensiadanya
peningkatan komunikasi dan dialog'

KEMITRAAN DALAM PENGELOLAAN TAMAN NASIONAL
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4. Meningkatkan kepercayaan antara lembaga pemerintah dengan

kelompok kepentingan, pembagian kepemilikan proses kegiatan

konservasi dan memperbesar komitmen untuk mengimplementasika

keputusan yang telah disepakati bersama.

5. Mengurangi pengeluaran biaya penegakan hukum, karena adanya

karakter kerelaan (voluntary) di antara pihak yang terlibat'

6. Meningkatkan rasa keamanan dan stabilitas kebijakan, sehingga

meni ngkatkan.,kepercayaan berinvestasi, perspektif jangka panjang dan

kelangsungan'pengelolaan negosiasi.

7. Meningkatkan pengertian, pengetahuan serta pandangan, dan posisi di

antara pihak yang terlibat dan selanjutnya dapat mencegah terjadinya

masalah atau sengketa dan penghamburan sumber daya untuk

penanggulangan Pertikaian'
B. Meningkatkan kesadartahuan masyarakat terhadap isu-isu konservasi

g. Lebih memajukan integrasi usaha konservasi ke dalam isu dan agenda

sosial, ekonomi, dan budaya di dalam maupun di luar kawasan

konservasi.

10. Memberikan kontribusi menuju masyarakat yang lebih demokratis dan

partisipatif yang direfleksikan dari pemajuan kebijakan dan hukum yang

dibentuk.
IFM dan ICLARM (2001) dalam PHKA-Dephut, NRM/EPlQ,

WWF-Wallacea dan TNC (2002) menambahkan potensi manfaat dari

implementasi pengelolaan kolaboratif sebagai berikut :

1. Memperbesar legitimasi sistem pengelolaan di antara pengguna sumber

daya
2. Memperkecil biaYa transaksi

3. Mengurangi biaya penegakan hukum dan meningkatkan tingkat

konsistensi penegakan Peraturan
4. Meningkatnya kelenturan atau cepat tanggap kelembagaan dalam

menghadapi goncangan politik, ekonomi, dan sosial,

5. Memperbaiki perilaku pengguna sumber daya dalam pengelolaan dan

penggunaan sumber daYa

6. Memperbaiki kesehatan ekosistem alam

7. Meningkatkan dan memperbaiki pengetahuan dan data sumber daya

dan pertukaran informasi di antara pengguna sumber daya

B. Mengurangi masalah politik dan keadilan dalam komunitas lokal

9. Memperbaiki tingkat pengelolaan sumber daya



Pengelo I aan kol aboratif bu kan I ah satu-satu nya "obrat muj arah",
kerugian dan potensi kendala perlu dievaluasi sebelum dimrrlrrirryd
pengelolaan kolaboratif, di antaranya meliputi hal-hal sebragai lxrrikul
Dephut, NRM/EPlQ, WWF-Wallacea dan TNC, 2002):

1. Pada saat dimulainya proses persiapan sampai pcng(\
kesepakatan antar para pihak membutuhkan biaya transal<si y,rn$
seperti waktu, finansial dan sumber daya manusia. l(arcrt.r A

penyelesaian konflik adalah kolaboratif, maka dibutuhkan w
Iama untuk mendapatkan titik temu dari pihak yang bertil<,ri r

ada pihak yang dikalahkan. Sumbrer daya manusia yang rlil
harus profesional dengan kemampuan khusus, seperti analisis
kepentingan atau fasilitasi proses partisipatoris. Waktu yarrg rl
juga tidak sesuai dengan lembaga donor yang biasanya bcrsil'rtt

fangka pendek.
2.

)J.

4.

5.

Memiliki potensi beroposisi dengan lembaga atau indivirht l,rlil
ridak menginginkan adanya pembagian wewenang kcpr,rrl*!
berkepenl ingan.
Memiliki potensi beroposisi dengan penduduk lokal yang pcl<t

pengembangan ekonominya bergantung pada daerah konsorvatl
Memiliki potensi beroposisi dengan kelompok kepentingan yanpq

ini mengambil manfaat dengan adanya konflik masyarill(rtl
dilindungi, seperti politisi atau pelal<u bisnis.
Kemungkinan l<esepakatan pengelolaan kolaboratif tidak dagl,rt

tanpa adanya kompromi dengan tujuan konservasi daerah rlil
6. Kemungkinan kesepakatan pengelolaan kolaboratif tir.l,rk

dipelihara, karena kurangnya komitmen para pihak, adany,r
yang sebelumnya tidak diperkirakan atau faktor intervensi I

seperti perubahan ekonomi, perubahan administrasi politil<, kr

sosial bersifat tindakan kekerasan, atau munculnya l<el<u,ttoI

7.

kelompbk kepentingan baru.
Proses kadangkala terkooptasi oleh kelompok kepentingan y.ltlg
seperti industri atau pemerintah.
Untuk mengatasi hambatan tersebut di atas, maka l<clrt,rl
pengelolaan kolaboratif bergantung dari banyak faktor, cli ,rnl
penetapan tujuan bersama, l<apasitas mitra kerja, hubungan kol
dan kerpercayaan, proses yang tepat, ketersediaan in[<lrrn,rrl

l,rltii.rrr 1,,'lrri,rl<irrt yang mendukung, proses komunikasi dan

ui,r,lr l., ,rrlltl. ,;r'tl.t strul<tur kerja antar pihak seperti persetujuan

Irr,!t'rll,rlil ,l,rrr lr,ttlitn pekerja yang efektif.

Irri,rlrr l,rr 1,,'rtrlii.rt't kemitraan diulas oleh Walsh and Meldon (2004)

r,r ,lt,,,r;rl.,rrr 1r,r<l.t Tabel 2. Dari tabrel tersebut, dapat diketahui

llltlrrl, rrr,,rrr.rl.',irrr,tllcan keuntungan dan menekan kerugian, desain

ptl,rl, r,rr r l, {r ril t,r.tt't merupakan kunci untuk memastikan tercapai nya

Itsttrtii,r,il, I),rl,rrtt l<ontel<s ini, Cambar 4 menyajikan ilustrasi

lHl lrr, r l,, rr rl r, r ko tttrtnaiemen dan jalan tengah yang mu ngki n ditempuh

fllr,'t," l,r.,,r", rrt'gosiasi antar para pihak yang relevan.

hl=rllltr1l,rtt,l,rrr l(clcmahan Kemitraan

r,r,, r1,,,,1., rr r'.1, rl rhlrr, (lirlam kegoncangan
t6rl,r h rl.il'. rl I i,il rl,,rlr,rtt ckonomi. sosial dan

t,H,.,rrrr,r .,,rrrr,r trxllbangun organisasi yang
, t, il r r il, ilr rl,l r I x rr, rr laptasi secara cepat.

Flni trll ,ll i, rl rll i rl!, lr rlreningkatkan demokrasi
r,'rl, {il1 r rl\ l\ilrnill)ok yang terisolir secara

rlnr, 1,,,*rirrlrl,rrr rurttrk berpartisipasi dalam

I lft nrl,r,,irt l' il[rllr, rr rl r rlapat saja tidak

lN*'tr'rrtl.I I'r,,r!.Irvi I lxxlquatan kekuasaan salah

#r{r, l,rnrll1,r,u, nrlinlrrya politisi lokal, hingga
gl!Iddl,llllsi l, ril) illr i rilI tt:rsebut. Anggota

r FtsFl,,r, rrtjilri,,, rii voluntir dapat saja tidak

E lillr,rl., l,1l'tt lr l\rnrlrllil,ul menumbuhkan
ildr l.',t,Fillll[,rii yir](l akan mengukuhkan

I ltrnl,,,l ! rlrl,u, l, n l )udaya mandiri (a culture of

d,,r l,,,r r rtlr, r, lr r r li ll)at mencapai aksi bersama
,,irrrr,r,rrrltrl',{rliiri melalui mekanismesaling

o()-

|erl,,11

,lsl+r i, (rllr, r il r ( lirl)irt memperoleh kendali atas

l.rr r r r ri (, rl,',lttillk;ln budget.

,t t ' 'l,rt r 'rtt'r (2001) dalam Walsh

tilt ,ltt ililt,ltLttt oleh penyusun

and Meldon (2004)

Kemitraan dapat meningkatkan kompleksitas dan kegoncangan

linokungan. (emitraan oiwuiuokan melalui banyak strategi yang

seiinqkSli menyebabkan keiancuar oan campur aduk aliansi

kemitiaan dan strategi yang saling terkait.

Para pihak vanq terlibatdalam mengembangkan pendekatan

umum men'ciptikan kebiiakan yang lebih efektif dan

terkoordinasi. Kemitraan mengadopsi pendekaLan banyak

lembaga dalam menyelesaikan masalah multidimensi

Kemitr-aan daoat menenui kesulitan untuk mengembangkan

satu oendekaian umum. Akibat inklusi berbagai kepentingan.

kemiiraan .awan terhadap terladinya konflik dan sulit

mempertahankan kebersamaan seluruh mitra.

Kemitraan merupakan mekanisme yang rentan dan tidak

berkelanjutan. Para pihak terlibat dalam p'ogram kemitraan

karena ingin mendapatkan dana tambahan.

Kemitraan mungkin didominasi oleh kepentingan tertentu yang

mencipiakan konfl ik dan menghambat pengembangan

pendekatan umum yang disePakati.

Kemitraan penqelolaan TN di Indonesia menghadapi kendala

nukum Vanb meminimalkan hak oan akses masyarakat terhadap

sumberdayal).
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Pengelolaan yang

efektif membutuhkan
pengeiahuan.

ketrampilan,

sumberdaya dan

keunggulan komparatif

dari beragam pihak;

hanya kemitman yanq

Adakah alternatif

kemilraan? Apakah

kita menghendaki

konflik yang tak pernah

terakhir di antara para

pihak dan perilaku

merusak terhadap

smberdaya alam?

Kami memhrrilrhkan
Kemrtraan penuh isukesetaraan, keadiJan

sosial dan demokrasi

dalam engelolaan

polilik, Jangan
gunakan untuk

konseruasi.sumberdaya alam.

[.,lasyarakat

Yangmembayar harga

konservasi dan

pembangunan perlu

suara daiam

Pengambilan
keputusan

Cambar 4. llustrasi Pro dan Kontra Kemitraan (Ko-Manajemen) dan jalan tengah
yang diusulkan (dimodifil<asi dari Borrini-Feyerabend, et al., 2OOO)

Walsh and Meldon (2OO4) yang menyatakan bahwa peran sentral
kemitraan dalam pendekatan adi-terapan (best practice) pembangunan lokal
dikonfirmasi oleh OECD ('1999). Dalam laporannya, OECD menyatakan
bahwa manajemen profesional dan kepemimpinan efektif sangat penting
dalam mendukung kemitraan. Studi tersebLrt juga menyatakan bahwa pola
kemitraan yang berbeda mungkin sesuai untuk cJiterapkan pada kondisi yang
berbeda, bergantung pada permasalahan yang dihadapi, budaya politik lokal
dan lingkungan kelembagaan. Namun demikian mereka menyimpulkan
bahwa seluruh pola kemitraan harus menjamin bahwa:

r Setiap aktor telah mengakui perannya dan memastikan kejelasan
manfaat yang akan diperolehnya,

KEIVlITRAAN DALA[I PENGELOLAAN TAIV]AN NASIONAI

-;;;,***
perlu waklu lama dan

mahal. Kami

membutuhkannya

untuk investasi pada

prioritas lain

Kaml tidak dapat

mengkompromikan

luluan konseruasi.

Kemltraan hanya akan

memberi kepada kami

ruang peneniuan

keputusan minimum
(minimum contmon

denominatar)

Inieraksi antara manusia dan

pembangunan adalah bagian dari

alam; Jangan dikalahkan oleh satu

leo'i dal argumen. Keanekaraqa'ndrr

hayati mungkin terganiung pada

interaksi anlara manusia dengan alam.

bukan pemisahan antara keduanya!

Kemitraan adalah instrumen berbasis proses

guna mencapai tutuan, TUJUAN
KONSERVAS, harus menjadi priorilas

bersama. Batas-balas daya dukung alam

adalah kunci untuk memahami lokus

kemilraan.

I

Perwakilan pada struktr.rr kemitraan adalah individu yang memiliki

komitmen dengan kewenangan dan pengaruh yang nyata dalam masinS-

masing organisasinya,

Terdapat jalur komunikasi yang ielas antara para mitra dengan majelis

perwalian, struktur komite dan forum,

Struktur kemitraan dapat beradaptasi dengan kondisi yang berubah'

Kriteria Kemitraan

Dari pengalamannya, wwF-uK (2000) menyatakan bahwa kriteria

l<emitraan antara lain:

Komitmen untuk bekerja berdasarkan nilai-nilai bersama

Nilai adalah keyakinan, standar, atau tradisi yan8 membatasi seseorang

atau kelompok, dan dipegang teguh dalam segala situasi, terutama dalam

keadaan terdesak. Prinsip kemitraan yang penting adalah para pihak

bersedia untuk berbagi atau menyesuaikan nilai-nilai yang mereka anut.

Semakin tinggi tingkat peleburan nilai-nilai antar para pihak, semakin

baik basis untuk saling menghargai dan mempercayai dalam interaksi

mereka.

Kesukarelaan untuk Bergabung

Kemitraan harus bersifat sukarela dan bebas dari paksaan. Kenyataannya,

banyak mitra yang merasa bahwa mereka memiliki pilihan terbatas,

tetapi harus memasuki kesepakatan yang lebih besar untuk menjamin

pendanaan.

Saling Mempercayai (Mutual trust)
Kepercayaan ada ketika seseorang bersedia - dalam hubungannya untuk

mengerjakan sesuatu - untuk membuka diri terhadap resiko akibat

tindakan orang lain yang memanfaatkan kesempatan. Mempercayai

seseorang berarti meyakini bahwa kesempatan yang kita berikan tidak

akan digunakan oleh orang tersebut untuk merugikan kita. Membangun

kepercayaan dapat menyita waktu. Banyak pihak meyakini bahwa

kepercayaan harus ditumbuhkan.
Kita bisa mempercayai orang lain karena:

I Pengalaman masa lalu (process-based trust)

r Karakteristik mitra potensial (ascribed trust)

r Kelembagaan, misalnya etika keria (code of conduct), yan1

mengatur praktek pekerjaan tertentu (institutional-based trust)

2.

3.
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4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

Saling Menghargai (Mutual respect)
Pengakuan bahwa kontribusi sctiap pihak dalam interaksi mungkin

berbeda, namun harus diberikarr prcnghargaan dan pengakuan yang

setara.

Peran dan Tanggung Jawab Disepakati
Kejelasan peran dan tangung jawab sangat penting dalam kemitraan.

Daftar kesepakatan hasil diskusi antar mitra akan sangat membantu.

Kesepakatan tertulis akan lebih mudah dipantau dan dievaluasi, serta

lebih memberikan kontribusi terhadap "daya ingat perusahaan"
( i nst i t ut io nal memory).

Hak dan Kewajiban Disepakati
Salah satu cara untuk menyelesaikan isu kesetaraan dan keseimbangan

adalah menegosiasikan hak dan kewajiban masing-masing pihak dalam

proses interaksi. Pendekatan hak dan kewajiban sangat penting untuk
memicu proses interaksi yang transparan, sehingga isu terkait dapat

d id iskusikan.

Kesetaraan dalam Distribusi Biaya dan Manfaat
Biaya dan manfaat yang timbul sebagai akibat dari interaksi harus

didistribLrsikan berdasarkan prinsip kesetaraan. Proses interaksi diarahkan

untuk membangun keseimbangan manfaat yang dirasakan oleh setiap

mitra dan biaya (bukan hanya biaya ekonomi) yang harus ditanggung

oleh setiap mitra.

Tujuan bersama yang diartikulasikan secara jelas dan
disepakati
Tujuan dan sasaran setiap pihak harus diartikulasikan, dinegosiasikan,

dan disepakati bersama.

Transparansi Keuangan
Seluruh mitra terbuka mengenai bagaimana pembiayaan kemitraan
dapat diakses, ditransal<sikan dan digunakan, termasuk transparansi

kondisi donor.

Saling Tanggung-gugat (Reciprocal accountability)
Pengakuan bahwa setiap mitra bertanggung-gugat kepada mitra lain
demi keberhasilan kemitraan - di mana akuntabilitas tidak semata-

mata berdasarkan atas dana dan seluruh mitra bertangung jawab
bersama untuk mencapai tujuan yang disepakati.

KEMITRAAN DALAM PENGELOLAAN TAMAN NASIONAL PELAJARAN UNTUK TRANSFORMASI KEBIJAKAN

l1 Transparansi Pengambilan Keputusan

Setiap mitra terbuka mengenai bagaimana pembuatan keputusan

mengenai kemitraan ditetapl<an. Catatan pertemuan internal dapat dibagi

atau mitra dapat memiliki hak untuk menghadiri pertemuan kunci mitra

lainnya, terutama pada saat kemitraan didiskusikan. Mekanisme atau

struktur pengambilan keputusan bersama mungkin perlu ditetapl<an

bersama dengan kejelasan mengenai keputusan mana yang dapat

dilakukan bersama dan mana yang menjadi kedaulatan masing-masing

mitra. 1

Tangung jawab Bersama untuk Mencapai Tujuan

Pencapaian seluruh tujuan yang disepakati dipandang sebagai tangung

jawab kemitraan yang tidak dapat didelegasikan pada salah satu mitra.

Mitra secara bersama bertanggung-gugat atas kontribusinya terhadap

kesepakatan yang dicaPai.

Komitmen Penguatan Kapasitas Bersama

Penguatan l<apasitas kemitraan harus dilihat sebagai al<tivitas bersama.

Pengakuan Kemitraan Pihak Lain

Setiap mitra mungkin terlibat dalam hubungan kemitraan dengan pihak

lain. Hal ini harus dinyatakan secara terbuka dan dihargai bersama,

serta tidak dipinggirkan dalam kemitraan baru.

lnteraksi mengenai bagaimana pencapaian tujuan yang

disepakati dievaluasi secara periodik
Proses pemantauan dan review harus fokus, tidak hanya pada pencapaian

tujuan yang disepakati, tetapi juga pada proses interaksi yang sehat'

16. Kemauan untuk belajar dari dan memberi respon pada hasil

eva I u asi
Proses evaluasi harus mencakup kesempatan untuk mempelajari dan

memodifikasi pendekatan. Seluruh mitra harus berkomitmen untuk

mempertimbangkan perubrahan yang diperlukan guna meningkatkan

manfaat kemitraan, tanpa mengkompromikan nilai-nilai dan identitas

yang mereka anut atau menimbulkan konflik terkait komitmen yang

dibuat dengan mitra lainnYa.

17. Proses Penyelesaian Keberatan

Meskipun melalui negosiasi kesepakatan yang menyelurrrh dan

sistematik, interaksi antar mitra dapat menyebabkan masalah yang tidak

terduga. Seluruh mitra perlu menyadari bahwa hal tersebut mungkin

12.

13.

14.

15.



terjadi dan mengembangl<an mel<anisme diskusi terbruka yang
memungkinkan terjadinya negosiasi ulang mengenai beberapa aspek

kemitraan. Dalam kondisi tertentu, l<ehadiran pihak ketiga mungkin
diperlukan.

18. lndikator yang Disepakati untuk Mengevaluasi Hasil
Seluruh mitra harus menyepakati indikator yang akan digunakan untuk
mengevaluasi pengaruh kemitraan dan pencapaian tujuan yang
disepakati.

19. Kemampuan dan Kemauan untuk Belajar dari - dan
Bertindak dalam - Evaluasi Hasil
Dalam konteks evaluasi kemitraan yang sedang berjalan, komitmen
untuk belajar dari, dan bertindak dalam, evaluasi hasil merupakan hal

penting.

Pendekatan Kajian Kemitraan

Mengacu pada kriteria kemitraan, serta mempertimbangkan kerangka

konsep kemitraan di atas, kajian kemitraan dalam buku ini menggunakan

pendekatan sebagaimana disajikan dalam Cambar 5. Dalam pendekatan

tersebut, kemitraan dipandang sebagai instrumen yang targetnya adalah: (1)

Terwuiudnya pengelolaan konflik atas sumber daya alam, termasuk lahan;
(2) Mengoptimalkan manfaat taman nasional, baik secara sosial maupun
ekonomi; (3) Mewujudkan pengelolaan taman nasional mandiri . Untuk
mencapai target tersebut diperlukan visi dan spririt bersama - saling percaya
(mutual trust), saling menghargai (mutual respect) dan saling menguntungkan
(mutual benefit) - yang kemudian akan dirumuskan menjadi rencana
kolaboratif melalui proses-proses multipihak.

Untuk menjamin agar proses-proses tersebut berjalan sesuai harapan,

diperlukan ketepatan mengenai pihak-pihak mana yang seharusnya terlibat
dalam proses dan dukungan kebijakan yang memadai. Akhirnya kemitraan

yang berhasil harus dapat diukur kinerja prosesnya berdasarkan beberapa

kriteria kunci sebagai berikut:

1. Komitmen untuk berkerja sama

2. Kesukarelaan untuk bermitra
3. Kesepakatan peran dan tangung jawab

4. Kesepakatan hak dan kewajiban
5. Kesetaraan distribusi biaya dan manfaat

6. Saling bertanggung gugat

7. Transparansi pengambilan keputusan

t|. Komitmen untuk saling menguatkan kapasitas

Delapan kriteria di atas harus dapat dibuktikan dalam keseluruhan proses

l<emitraan, sehingga terwujud kelembagaan kemitraan tertentu yang

kinerjanya semakin taik dari waktu ke waktu melalui mekanisme perbaikan

menerus (conti nual improvement).

,/, \
'r MUTUALTRUST -/
,/ MUTUAL RESPECT \

:/ MUTUAL BENEFIT \.

\i-

KE VI6I KEMTRAAN

el<tcr(
E
lrlL

z
:l
oz\
trl

ENABLTNG FRTNcTPLE! 
]t

Sosok kemitraan yang diadopsi untuk mengkaji pengalaman kemitraan

di lndonesia

UMPAN BALIR
KE PERENCANAAN

TARGETI
l(onllik antar lara pihak dapat {ikelolf, dengan balk

Manfart tahfln trasional dapat dioFtifralkan
Kematrdirian pengelolasn i{man naEional dspat diwniudkan

Cambar 5
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BAB III.
KEMISKINAN DAN SUMBER DAYA

ALAM

,ft--iskinan: Di lemma Konservasi Sumber Daya

Alam

Kemiskinan dipahami sebagai keadaan kekurangan uang dan barang

untuk meniamin kelangsungan hiJup' Dalam arti luas' kemiskinan merupakan

suatu fenomena multi iace"atau multidimensional. Kemiskinan adalah suatu

konsep terpadu yang nremiliki lima dimensi, yaitu: 1) kemjskinan (proverty);

(Z) keiidatterdayaan ( powerless); (3) kerentanan menghadapi situasi darurat
.(state 

of emergency); (4) keberSantun8an (dependence), dan (5) keterasingan

(isolation)baik secara geografiJmaupun sosiologis (Suryawati' 2005)' Sejalan

clengan konsep tersiu,t, dokumen Strategi Nasional penanggulangan

Kemiskinan (SNPI(, 2005) memandang kemiskinan sebagai masalah

multidimensi.Kemiskinanbukanhanyadiukurdaripendapatan,tetapijuga
mencakup kerentanan dan kerawanan orang atau sekelompok orang baik

laki-laki maUpUn perempUan untuk menjadi miskin, dan keterbatasan akses

masyarakat miskin dalam penentuan kebijakan publik yang berdampak pada

kehidupan mereka. Oleh sebab itu, pemecahan masalah kemiskinan tidak

lagi dapat dilakukan oleh pemerintah sendiri melalui berbagai kebilakan

sektoral yang terpusat, seragam, dan berjangka pendek' Pemecahan masalah

kemiskinan p"rtu n"rauru,iun pada pemahaman suara masyarakat miskin

itu sendiri dan adanya penghormatan, perlindungan' dan pemenuhan terhadap

hak-hak dasar mereku, yultu hak sosial, budaya' ekonomi dan politik'

Hidup clalam kemiskinan bukan hanya hidup dalam kekurangan uang

dan tingkat pendapatan rendah, tetapi juga banyak hal lain' seperti: tingkat
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kesehatan, pendidikan rendah, perlakuan tidak adil dalam hukum, kerentanan
terhadap ancaman tindak kriminal, ketidakberdayaan menghadapi kekuasaan,

dan ketidakberdayaan dalam menentukan jalan hidupnya sendiri. Kemiskinan
dapat dibagi dalam empat bentuk, yaitu (Suryawati, 2005):

1. Kemiskinan absolut: bila pendapatannya di bawah garis kemiskinan
atau tidak cukup untuk memenuhi pangan, sandang, kesehatan,
perumahan, dan pendidikan yang diperlukan untuk bisa hidup dan
bekerja.

2. Kemiskinan relatif: kondisi miskin karena pengaruh kebijakan
pembangunan yang belum menjangkau seluruh masyarakat, sehingga
menyebabkan ketimpangan pada pendapatan.
Kemiskinan kultural: mengacu pada persoalan sikap seseorang atau

masyarakat yang disebabkan oleh faktor budaya, seperti tidak mau

berusaha memperbaiki tingkat kehidupan, malas, pemboros, tidak kreati{
meskipun ada bantuan dari pihak luar.

4. Kemiskinan struktural: situasi miskin yang disebabkan karena rendahnya

akses terhadap sumber daya yang terjadi dalam suatu sistem sosial

budaya dan sosial politik yang tidak mendukung pembebasan
kemiskinan, tetapi seringkali menyebabkan suburnya kemiskinan.

Selanjutnya Suryawati (2005) menyatakan bahwa menurut
perkembangan terakhir, kemiskinan struktural lebih banyak menjadi sorotan

sebagai penyebab tumbuh dan berkembangnya ketiga kemiskinan yang lain.

Kemiskinan juga dapat dibedakan menjadi dua jenis yaitu kemiskinan alamiah
dan kemiskinan buatan (artificial ):

Kemiskinan alamiah berkaitan dengan kelangkaan sumber daya alam
dan prasarana umum/ serta keadaan tanah yang tandus.

2. Kemiskinan buatan lebih banyak diakibatkan oleh sistem modernisasi

atau pembangunan yang membuat masyarakat tidak dapat menguasai

sumber daya, sarana, dan fasilitas ekonomi yang ada secara merata.

Dalam dokiLmen SPNK (2005), kemiskinan dipandang sebagai kondisi

di mana seseorangratau sekelompok orang, laki-laki dan perempuan, tidak
terpenuhi hak-hak dasarnya secara layak untuk menempuh dan
mengembangkan kehidupan yang bermartabat. Cara pandang kemiskinan
ini beranjak dari pendekatan berbasis hak yang mengakui bahwa masyarakat
miskin, baik laki-laki maupun perempuaR, mempunyai hak-hak dasar yang

sama dengan anggota masyarakat lainnya. Kemiskinan tidak lagi dipahami

1.
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hanya sebatas ketidakmampuan ekonomi, tetapi iuga kegagalan pemenuhan

hak-hak dasar dan perbedaan perlakuan bagi seseorang atau sekelompok

orang, laki-laki dan perempuan, dalam men.ialani kehidupan secara

bermartabat. Hak-hak dasar terdiri dari hak-hak yang dipahami masyarakat

miskin sebagai hak mereka untuk dapat menikmati kehidupan yang

bermartabat dan hak yang diakui dalam peraturan perundang-undangan' Hak-

hak dasar yang diakui secara umum, antara lain terpenuhinya pangan,

kesehatan, pendidikan, pekerjaan, perumahan, air bersih, pertanahan, sumber

daya alam dan lin$kungan hidup, rasa aman dari perlakuan atau ancaman

tindak kekerasan, dan hak untuk berpartisipasi dalam kehidupan sosial

ekonomi dan politik,baik bagi perempuan maupun laki-laki. Hak-hak dasar

tidak berdiri sendiri tetapi saling mempengaruhi satu sama Iain sehingga

tidak terpenuhinya satu hak dapat mempengaruhi pemenuhan hak lainnya.

Dengan diakuinya konsep kemiskinan berbasis hak, maka kemiskinan

clipandang sebagai suatu peristiwa penolakan atau pelanggaran hak dan tidak

terpenuhinya hak: Kemiskinan juga dipandang sebagai proses perampasan

atas daya rakyat miskin. Konsep ini memberikan pengakuan bahwa orang

miskin terpaksa menjalani kemiskinan dan seringkali mengalami pelanggaran

hak yang dapat merendahkan martabatnya sebagai manusia. Oleh karena

itu, konsep ini memberikan penegasan terhadap kewajiban negara untuk

menghormati, melindungi dan memenuhi hak-hak dasar masyarakat miskin.

SNPK (2005).iuga menunjukkan bahwa dari persebaran wilayah penduduk

miskin di lndonesia masih terpusat di pedesaan. Data Susenas 2004

menunjukkan bahwa penduduk miskin di pedesaan diperkirakan 69"h, dan

sebagian besar bekerja di sektor pertanian. Jumlah petani Surem dengan

penguasaan lahan kurang dari 0,5 ha dipekirakan sekitar 56,5o/o (Sensus

Pertanian, 2OO3 dalam SNPK, 2005). Tingkat kedalaman dan keparahan

kemiskinan di pedesaan cenderung lebih tinggi dari perkotaan. Masyarakat

miskin pedesaan dihadapkan pada masalah rendahnya mutu sumber daya

manusia, terbatasnya pemilikan lahan, banyaknya rumah tangga yang tidak

memiliki asset, terbatasnya alternatif lapangan kerja, belum tercukupinya

pelayanan publik, degradasi sumber daya alam dan lingkungan hidup,

lemahnya kelembagaan dan organisasi masyarakat, dan ketidakberdayaan

dalam menentukan harga produk yang dihasilkan. lronisnya persebaran jumlah

penduduk miskin justru makin meningkat di daerah-daerah yang memiliki

kekayaan sumber daya hutan berlimpah (lihat Cambar 6)
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Hubungan antara persentase luas kawasan hutan negara dan penduduk
miskin di beberapa propinsi (Kartodihardjo, pers.com.)

Masyarakat miskin yang tinggal di kawasan nelayan, pinggiran hutan,
dan pertanian lahan kering juga mengeluhkan kesulitan memperoleh
perumahan dan lingkungan pemukiman yang sehat dan layak. Kesulitan
perumahan dan pemukiman masyarakat miskin di daerah pedesaan umumnya
disiasati dengan menumpang pada anggota keluarga lainnya. Dalam satu
rumah seringkali dijumpai lebih dari dari satu keluarga dengan fasilitas sanitasi
yang kurang memadai. Hal ini terjadi pada masyarakat perkebunan yang
tinggal di dataran tinggi seperti perkebunan teh di Jawa. Mereka jauh dan
terisiolasi dari masyarakat umum. sementara itu, bagi penduduk lokal yang
tinggal di pedalaman hutan, masalah perumahan dan pemukiman tidak berdiri
sendiri, tetapi menjadi bagian dari masalah keutuhan ekosistem dan budaya
setempat. Sebagai gambaran, sebaran keluarga yang bertempat tinggal di
Kawasan Lindung disajikan pada Cambar Z (SNpK, 2005).

Masyarakat miskin sangat rentan terhadap perubahan pola pemanfaatan
sumber daya alam dan lingkungan. Masyarakat miskin yang tinggal di daerah
pedesaan, daerah pinggiran hutan, kawasan pesisir, dan daerah pertambangan
sangat bergantung pada sumber daya alam sebagai sumber penghasilan.
Sedangkan masyarakat miskin di perkotaan umumnya tinggal di lingkungan
pemukiman yang buruk dan tidak sehat, misalnya di daerah rawan banjir
dan daerah yang tercemar. Kenyataan menunjukkan bahwa terdapat
perbedaan yang cukup mendasar antara hak atas lingkungan hidup dan hak
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,rlas sumber daya alam. Hak atas lingkungan hidup yang sehat dan bersih

lrersifat universal tanpa membedakan baik status sosial ekonomi maupun

lctak geografis wilayah. Selain itu, aspek lingkungan hidup memuat unsur

"l<ewajiban" bagi semua orang untuk turut menjaga dan melestarikannya'

Sementara hak atas sumber daya alam terkait dengan akses dan keadilan

tlalam pemanfaatan, sehingga relevan bagi upaya penanggulangan

l<emiskinan (SNPK, 2005).
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Gambar 7. Persebaran Jumlah KK yang bertempat di kawasan lindung menurut

Kabupaten/Kota. (Sumber: SNPK (2005) )

Masyarakat miskin seringkali terpinggirkan dalam pengelolaan dan

pemanfaatan sumber daya alam. Penetapan area hutan sebagai kawasan

lindung seringkali memarjinalkan penduduk miskin yang tinSgal di sekitar

atau di dalamnya yang seharusrrya dapat hidup secara seimbang. Sekitar

307o hutan produksi tetap hanya dikelola oleh lima perusahaan (BPK, 2001

dalam SNPK, 2005). Pada tahun 2002, lndonesia memiliki kawasan lindung

seluas 50,68 juta ha (26,4 persen dariluas daratan) meliputi hutan lindung

seluas 32,34 jula ha dan kawasan konservasi daratan sebanyak 371 unit

dengan luas 1 8,34 juta ha. sedangkan kawasan konservasi laut sebanyak 35

unit dengan luas 4,72 juta ha mencakup jenis cagar alam, suaka margasatwa,

taman wisata, dan taman nasional (Bappenas, BPS dan UNDR 2OO4 dalam
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SNPK). Pengelolaan kawasan lindung tanpa t'nempertimbangkan kehidupan
masy;rrakat yang tinggal di dalamnya al<.rn n-renjauhkan akses masyarakat

terhadap sumber daya dan justru menghambat lercapainya pembangunan

berkelanjutan.

Proses pemiskinan juga terjadi dengan menyempit dan hilangnya sumber

mata pencaharian masyarakat miskin akibat penurunan mutu lingkr"rngan

hidup terutama hutan, laut, dan daerah pertambangan. Berdasarkan statistik

kehutanan, luas hutan lndonesia telah menyusLrt dari 130,1 juta ha (67,7o/"

dari luas daratan) pada tahun 1993 menjadi 123,4 juta ha (64,2"/" dari luas

daratan) pada tahun 200.1 . Hasil rekalkulasi Departemen l(ehutanan tahr-rn

2003 - berdasarkan hasil citra satelit tahun 2000 - menunjukkan bahwa
penutupan lahan berhutan pada hutan lindung seluas 20,85 juta ha atau 69,6

% dari hutan lindung seluas 29,96 jura ha; Hutan Konservasi seluas 12,93
juta ha atau 66,4 o/,, dari hutan konservasi seluas 19,47 jula ha; Hutan produl<si

seluas 50,11 juta ha atau 59,9 o/" dari hutan produksi seluas 83,20 juta ha

(Departemen Kehutanan, 2003). Penyusutan ini disebabkan oleh penebangan

hutan yangtidakterkendali, penjarahan hutan, kebakaran, dan konversi untuk
l<egiatan lain seperti pertambangan, pembangunan jalan, dan pemukiman.
Saat ini laju deforestasi hutan lndonesia diperkirakan sel<itar 1,6 - 3,8 juta

hektar per tahun. Dampak lanjutan dari l<erusakan ini adalah terjadinya
degradasi lahan yang disebabkan oleh erosi dan tanah longsor, serta

penurunan prodr-rl<tivitas lahan yang dikelola oleh masyarakat miskin.

Saat ini, kewenangan dalam per-rgelolaan sumber daya alam dan

kawasan lindung hanya terpusat pada satu departemen atau unit
pemerintahan. Pola pengelolaarr seperti ini menyebabkan lemahnya koordinasi

antara departemen dan pemerintah daerah, antara pernerintah dan
masyaral<at, dan antara pemerintah, masyarakat, dan swasta. Sementara itu,

beberapa kewenangan untuk mengelola sumber daya alam dan lingkungan

hidup sebagian berada di tangan kementerian/lembaga di pusat dan sebagian

di pemerintah daerah. l--lal ini menyebabkan terjadinya konflik kepentingan,

dan kelambanan dalam pengambilan keputusan terutama pada saat mengatasi

berbagai kesalahan pengelolaan sumber daya alam dan kerusakan lingkungan

hidup.
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Secara nasional, kebijal<an pengelolaan hutan tertuang dalam UU No.

41 llggg tentang Kehutanan. Dalam pelaksanaan UU tersebut masih dijumpai

l<elemahan, yaitu (1) proses penetapan kawasan hutan dilakukan secara

sepihak dengan tidak melibatkan masyarakat, terutama masyarakat yang

secara historis dan kultural mempunyai hak pada kawasan hutan; (2) tidak

bisa diharapl<an untuk nrenyelesaikan banyal< kasus konflik l<ehrrtanan

terutama antara m4syarakat adaVlokal, pemerintah dan pengusaha pemegang

l<onsesi l<ehutanan; (3) proses penyusunan kebijakan tidak bottom up dan

kurang transparan; serta (4) persoalan penebangan liar, berkurangnya luas

hutan, kebakaran hutan, dan tidak dilibatkannya masyarakat lokal dalam

pengelolaan hutan (Bappenas-PSDA, 2OO2 dalam SNPK, 2005).

Hak-hal< dasar masyaral<at miskin tidal< terpenuhi karena layanan yang

diberikan oleh pemerintalr tidak menyentuh langsung persoalan l<apabilitas

dasar yang kemudian menghanrbat mereka untuk mencapai harkat martabat

sebagai warga negara. Cagalnya l<apabilitas dasar itu sering munctrl dalam

berbagai l<asus, terkooptasinya masyatrakat miskin dari kehidupan sosial dan

membuat mereka semal<in tidak berdaya untuk menyampaikan aspirasinya.

l(asus tersebut terjadi sebagai akibat dari proses perumusan dan pelal<sanaan

kebijakan yang memposisil<an nrasyaral<at miskin sebagai obyek dan

mengabail<an keterlibatan masyarakat misl<in dalam proses pengambilan

keputu san.

Salah satu penyebab kegagalan kebilakan dan program pembangunan

dalam mengatasi masalah kemisl<inan adalah lemahnya partisipasi

masyarakat miskin, atau partisipasi LSM untuk dapat menyampail<an suara

si miskin dalan-r tahap perumusan/ pelaksanaan, pemantauan maupun evaluasi

kebijal<an dan prograrn pembangunan. Berbagai kasus penggrrsuran di

perkotaan, pemutusan hubungan kerja secara sepihal<, dan pengusiran petanl

dari wilayah garapan menr-r njul<kan l<urangnya dialog dan lemahnya

partisipasi masyarakat miskin dalam pengambilan keputusan. Partisipasi

masyaral<at di antaranya dapat tergamltarkan dalan"r wujud organisasi-

organisasi masyarakat yang dapat memperkuat posisi tawar untuk

mempengarLrhi kebijal<an, antara lain Perkumpulan Petani Pemarkai Air (P3A),

Kontak Tani Nelayan Andalan (KTNA), dan Taruna Tani (lihat Cambar B).
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Cambar 8. Persentase Desa yang memiliki organisasi petani menurut Kabupaten/
Kota Tahun 2003. 6umber: SNPK (2005) )

Sejalan dengan perkembangan paradigma dan tuntutan masyarakat

terhadap praktek pengelolaan SDA, maka langkah strategis yang diperlukan
adalah mereview kembali berbagai peraturan yang menyangkut optimalisasi

sumber daya alam secara seimbang untuk memperoleh pendapatan dan

men.iaga kawasan lindung, dan untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat

sekitar. Selain review berbagai peraturan tersebut perlu menegaskan kembali

pengelolaan yang berorientasi pada pemberian hak dan akses masyarakat

miskin yang tinggal di sekitar lokasi sumber daya alam untuk ikut menikmati
dan memanfaatkan sumber daya yang ada. Selain itu, langkah yang diperlukan
adalah menjalin kerjasama kemitraan antara para pihak terkait, penegakan

hukum secara adil dan konsisten terutama terhadap pemanfaatan SDA ilegal

dan perusakan ekosistem, pengelolaan SDA yang lebih bersifat bottom-up
dan mengakui hukunr adat dan atau lokal, serta pengakuan terhadap lembaga

adat dan atau lokal dalam struktur pengelolaan SDA. Di samping itu juga

diperlukan koordinasi antar instansi dan antara pemerintah pusat dan daerah

yang lebih solid agar tidak terjadi konflik kepentingan dan inkonsistensi
kebijakan yang merugikan masyarakat miskin.

Kemitraan dan Sumber Daya AIam

Bersama-sama sistem sumber daya lain, sumber daya hutan memiliki

ciri yang menyulitkan tata pemerintahan dan pengelolaan secara

berkelanjutan, efisien dan adil. Menghilangkan akses dan manfaat hutan

bagi para penggunanya sangat mahal. Kesulitan tersebut memunculkan
kemungkinan bahwa seseorang yang mendapatkan manfaat dari hutan tidak

akan bersedia memberikan kontribusi bagi pelestariannya secara jangka

panjang. Dalam bd'nyak kasus pemanfaatan sumber daya hutan, seseorang

memanen produk yang juga tersedia bagi pihak lain. Dengan demikian,
banyak aspek dari hutan yang dapat dikategorikan sebagai sumber daya

persediaan umum (common-pool resources), yaitu (Ostrom, 1999): sumber

daya yang bercirikan kesulitan eksklusi dan menghasilkan jumlah yang

terbatas dari unit sumbrer daya sehingga seseorang memanfaatkan sejumlah

sumber daya yang tersedia bagi orang lain. Jasa ekosistem yang disediakan

oleh sumber daya hutan, seperti perlindungan daerah aliran sungai, penyerapan

karbon, keanekaragaman hayati, dapat dikategorikan sebagai eksternalitas

atau sebagai barang publik (public good). Jasa lingkungan sangat bergantung

pada ketersediaan cadan gan (stock) hutan, sehingga terancam oleh beberapa

irisentif yang menyebabkan pengguna hutan bebas (unregulated forests) untuk

menghabiskan kayu atau merusaknya demi kepentingan pribadinya. Hutan

juga memiliki ciri sebagai sumber daya publik (common resources) yang
didefinisikan Ostrom (1990) sebagai sumber daya yang secara simultan atau

berangkai dimanfaatkan oleh banyak kelompok pengguna. Sumber daya

tersebut dikelola secara l<olektif, baik akibat kesulitan untuk mengklaim

atau mengeksploitasi hak ekslusif atasnya atau akibat tidak berharga bila
dikelola melalui hak ekslusif.

Lemahnya klaim negara atas sumber daya hutan dan penegakan hukum

atas sumber daya hutan mengakibatkan karakter terbuka (open acces) melekat

pada hutan sebagai sumber daya publik. lmplikasi dari ciri ini menimbulkan

kerusakan akibat fenomena yang dikenal sebragai "tragedi barang publik"
sebagaimana dijelaskan Carret Hardin (1968). Ostrom (1999) menyatakan

bahwa kerusakan akan terjadi bila pihak-pihak yang terlibat dan/atau pihak

eksternal yang berwenang tidak mampu menciptakan tata pemerintahan yang

mengatur hal-hal berikut:

1. Siapa yang dibolehkan untuk mengambil hasil hutan;

2. Waktu, jumlah, lokasi dan teknologi yang digunakan;
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3. Siapa yang bertangung jawab untuk memberikan kontribusi tenaga kerja

atau dana untuk memelihara hutan;

4. Bagaimana aktivitas pengambilan dan tangung jawab tersebut di pantau

dan ditegakkan;
5. Bagaiamana konflik yang timbul akibat pengambilan dan tangung jawab

tersebut diselesaikan atau dikelola;
6. Bagaimana aturan main di atas akan diubah setiap waktu dalam hal

luas, komposisi hutan serta strategi partisipan.

Tragedi barang publik telah menyebabkan laju kerusakan dan deforestasi

yang sangat tinggi sebagaimana disebutkan di atas. Dalam banyak kasus,

tragedi barang publik dipicu oleh hadirnya "cukong" - bekerjasama dengan

"oknum penguasa" - yang kemudian menggerakkan masyarakat, khususnya

masyarakat "miskin" yang pada dasarnya tidak memiliki banyak pilihan.
Dalam kawasan konservasi, khususnya taman nasional, tragedi barang publik
terjadi dalam skala yang lebih kecil dibandingkan dalam hutan produksi,
hutan lindunB, dan hutan negara bebas. Hal ini disebabkan oleh hadirnya
Balai Taman Nasional sebagai pemangku dan pengelola kawasan serta upaya-

upaya penegakan hukum yang lebih intensif dibandingkan pada kawasan

hutan lainnya.

Kemitraan sebagai sebuah pendekatan berbasis proses, yang
direncanakan dengan baik, dapat didorong untuk mewujudkan mimpi Ostrom
(1 999) mengenai " self-governed forest resource" , di mana para aktor - yakni
para pengguna hutan - dilibatkan sepanjang waktu dalam membuat dan

mengadaptasikan aturan main melalui arena pilihan kolektif yang berkaitan

dengan inklusi dan eksklusi partisipan, strategi pemberian hak, tangung jawab

partisipan, pemantauan dan pemberian sangsi, serta resolusi konflik. Hutan-
hutan yang terpencil, seperti di Kayan Mentarang atau Lorentz, selama ini
dikelola oleh masyarakat adat tanpa campur tangan riil dari pihak lain dan

tidak mengalami k'erusakan berarti. Bagaimanapun, dalam ekonomi modern,

sangat sulit untuk menemukan sistem sumber daya, termasuk yang dikelola
swasta, atau oleh seluruh partisipan tanpa aturan dari pihak yang
berwewenang di tingkat lokal, regional, nasional, dan internasional yang

mempengaruhi keputusan kunci. Dalam " self-governed forest resources" , para
pihak membuat banyak -tapi tidak seluruh -.aturan main yang mempengaruhi

kelestarian sistem sumber daya hutan dan pemanfaatannya.

KEMITRAAN DALAM PENGELOLAAN TAMAN NASIONAL
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Prinsip-prinsip desain institusi sumber daya persediaan umum (Common-

pool resouirces) clijelaskan oleh Ostrom (1999), sebagai berikut:

1 . Batas-batas yang ditetapkan dengan jelas (Clearly defined boundaries):

setiap kepala keluarga yang memiliki hak atas unit-unit sumber daya

dari sumber daya persediaan umum dan batas-batas sumber daya

persediaan umum tersebut ditetapkan dengan jelas'

2. Harmoni (Congruence): (a) Distribusi manfaat dari aturan pemberian

hak secara umum sesuai dengan biaya yang ditanggung oleh.penyediaan

aturan tersebuu (b) Aturan pemberian hak membatasi waktu, tempat,

teknologi dan/atau jumlah unit sumber daya sesuai kondisi lokal'

3. pengaturan Pilihan Kolektif: Sebagian besar individu yang dipengaruhi

oleh aturan main berhak untuk berpartisipasi dalam memodifikasi aturan

main tersebut.

4. Pemantauan: Pemantau, yang secara aktif mengaudit kondisi sumber

daya persediaan dan parilaku pengguna, bertangung iawab kepada

pengguna dan/atau anggota pengguna tersebut'

5. Sangsi yang Tegas: Pengguna yang melanggar aturan operasional harus

*"nduput sangsi yang iegas (bergantung pada keseriusan dan konteks

pelanggarannya) dari pengguna lain, dari petugas yang bertanggung-

gugat kepada pengguna atau keduanya'

6. Mekanisme Resolusi Konflik (Conflict-resolution mechanisms): pengguna

dan para petugas memiliki akses cepat yang murah, arena lokal untuk

menyelesaikan konflik antar pengguna atau antara pengguna dan para

petugas.

7. penglkuan Minimal atas Hak Mengorganisasikan Diri (Minimal

recignition of rights to organise): Hak pengguna untuk merencanakan

instiiusinya tidak ditolak oleh pemegang wewenang dari pemerintahan

eksternal.
Untuk sumber daya persediaan umum yang merupakan bagian dari sistem

yang lebih besar.

B. Nested enterprises: aktivitas pemberian hak, penyediaan, pemantauan'

penegakan, resolusi konflik dan pemerintahan diorganisasikan dalam

lapisan ganda dari "nested enterprises"

Sejalan dengan prinsip-prinsip di atas, Zakaria dkk' menyatakan bahwa

secara formal, konsolidasi institusional secara vertikal tersebut juga



terjastifikasi melalui sintesis meta-teori l(iser/E.Ostrom (2000)' Sintesis ini

menunjukkan bahwa tiga jalur aksi (worlds of action), yaitu tingkat pilihan

operasional (operational choice), tingkat pilihan kolektif (collective choice)

dan tingkat pilihan konstitusional (constitutional choice), yang sebelumnya

dipersepsikan terpisah satu sama lain, sesungguhnya merupakan tiga wilayah

pengambilan keputusan yang terkait satu sama lain. Keduanya menjelaskan

tiga jalur aksi itu sebagai berikut:

. Tingkat pilihan operasional: adalah pengambilan keputusan di tingkat

individu, yang dapat dilakukan tanpa terlebih dahulu harus meminta

persetujuan individu lain. otoritas pengambilan keputusan ini, dijamin

oleh kerangka institusional yang berlaku (baik tertulis, seperti konstitusi

dan peraturan-perundangan; maupun tidak tertulis, seperti norma dan

nilai-nilai). Aturan (rules) di tingkat pilihan operasional dapat diubah

oleh aksi di tingkat pilihan kolektif;
. Tingkat pilihan kolektif: adalah pengambilan keputusan oleh sekumpulan

orang yang memiliki otoritas untuk itu, namun keputusannya bersifat

menentukan dan memaksa individu di dalam jurisdiksi administratif /
hukum maupun sosialnya. Karena itu, pengambilan keputusan di tingkat

ini, seperti keputusan pemerintah atau lembaga adat, selalu diiringi

sanksi bagi individu yang menyimpang. Aturan ditingkat pilihan kolektif

dapat diubah oleh aksi di tingkat pilihan konstitusional;
r Tingkat pilihan konstitusional: adalah pengambilan keputusan oleh

sekumpulan orang yang memiliki otoritas untuk itu, namun keputusannya

mengatur apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan di tingkat pilihan

kolektif. Pilihan konstitusional, dengan demikian, mengatur keputusan

yang dapat diambil di tingkat pilihan kolektif.

Dengan kerangka di atas maka mudah dipahami bahwa institusi

komunitas yang bekerja di tingkat pilihan operasional dan/atau di tingkat

pilihan kolektif, dapat didukung, difasilitasi ataupun dikoreksi di tingkat

pilihan konstitusional. Demikian pula sebaliknya, meskipun pilihan

konstitusional bersifat mendasar dan memiliki jangkauan analitis dan geografis

yang luas, namun koreksi terhadapnya dapat dilakukan melalui akumulasi

pengalaman dan pelajaran-pelajaran berharga (best practices) di tingkat

pilihan kolektif. Dengan demikian, dalam implikasinya, suatu proyek atau

tindakan tertentu, seperti tata ulang kebijakan kehutanan, harus diletakkan

secara programatik dalam konteks hubungan keterkaitan dan dialektik tiga

tingkat pilif,an tersebut. Tanpa hal tersebut, proyek atau tindakan yang diambil

akln terasing dari konteks persoalan yang sebenarnya dihadapi' dengan

konsekuensi,"proy"k atau tindakan tersebut tidak menyumbang secara berarti

bagi perubahan yang direncanakan'
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BAB IV.
PENCELOLAAN TAMAN NASIONAL
DI INDONESIA SAAT INI

ejarah Kelahiran Taman Nasional

pelaksanaan perlindungan alam di lndonesia sebelum merdeka

clipelopori Dr. S.l-1. Koorders, yang membentuk dan menjadi ketua Iot
Natuu rbeschermi ng (Perkumpulan Perlindungan Alam Hindia Belanda).

Bekerja sama dengan ahli botani, Th Valeton, perkumpulan tersebut berjasa

menerbitkan karya besar 13 jilid buku "Biidragen tot de kennis der

boomsoorten van Java", yang merupakan inventarisasi jenis-jenis pohon di

Jawa, yang dilakukan pada 1893 - 1914.Pada Maret 1913 perkumpulan itu

mengajukan usulan kepada pemerintah Hindia Belanda untuk menetapkan

1 2 lokasi sebagai cagar alam, di antaranya beberapa danau di Banten, pulau

Krakatau, kawah Papandayan, semenanjung Ujung Kulon, laut pasir di Bromo,

pula Nusa Barung, semenanjung Furwo Blambangan, dan kawah lien.

Kawasan hutan di luar Jawa yang diusulkan untuk dilindungi mencakup

Cunung Kerinci pada 1925, Cunung Leuser pada 1934 seluas 400.000 Ha,

serta beberapa kawasan di Kalimantan dan lrian. Meskipun cagar alam dan

kawasan perlindungan alam telah ditetapkan, namun tindakan tersebut berdiri

sendiri, bukan berasal dari rancangan umum mengenai konservasi alam yang

dilakukan pemerintah (Dephut, 1 986). Selanjutnya pemerintah menerbitkan

Ordonansi Perlindungan Alam tahun 1941 yang sesungguhnya tidak pernah

diundangkan. Sejak itu, wilayah di luar penBUasaan negara juga boleh

ditetapkan sebagai kawasan lindung dengan persetujuan pemilik hak. Dalam

ordonansi tersebut kawasan lindung .iuga termasuk kawasan terumbu karang

di mana masyarakat lokal mempunyai hak untuk menangkap ikan dan

memungut hasil laut sejak dulu.



Apabila merujuk pada perkembangan pendekatan pengelolaan kawasan
konservasi dari waktu ke waktu, maka setidaknya terdapat lima tonggak
sejarah yang bergeser sejalan dengan perkembangan pemikiran dan konsepsi
yang dirumuskan dari pengalaman lapang (best practices).

Pertama, era Yellowstone - mengacu pada penetapan taman nasional
pertama yang ditetapkan Amerika Serikat (AS), yaitu: Taman Nasional
Yellowstone pada 1872 - di mana pembangunan taman nasional merupakan
upaya perlindungan terhadap spesies tertentu yang ditempatkan pada prioritas
utama sehingga "menyingkirkan" kepentingan kehidupan manusia. Tujuan
penetapan taman nasional adalah memisahkan kawasan tertentu yang
berfungsi sebagai sumber keindahan secara lintas generasi, tidak boleh
diganggu, serta tidak boleh dieksploitasi. Hal ini dilakukan dengan
mengeluarkan masyarakat yang telah menghuni kawasan tersebut sejak lama
(Hays, 1987 dalam Kramer and Schaik, 1997).

Kedua, era 70-an, Kongres IUCN (/ntern ational lJnion for Conservation
of Nature and Natural Resources) di New Delhi (1969) menetapkan bahwa
kawasan konservasi harus dibagi menjadi beberapa kategori menurut kriteria
tertentu, agar pengelolaannya lebih efektif dan efisien. Merujuk pada hasil
kongres tersebut, pada 1978 lucN mengembangkan pedoman kategorisasi
kawasan konservasi.

Ketiga, era 80-an Kongres CNPPA (Commission on National parks and
Protected Areas) atau Kongres Taman Nasional ke-3 di Bali tahun I982 yang
bertema "Parklor Sustainable Development", memberikan pesan agar setiap
kawasan konservasi harus memiliki rencana pengelolaan (management plans)
sebagai panduan bagi pengelola untuk mencapai tujuannya secara baik. Era
ini menjadi tonggak awal dikenalkannya taman nasional di rndonesia dengan
pendekatan pengelolaan mengadopsi dari Yellowstone, yang mengedepankan
pendekatan pengamanan (security approach) dengan mengutamakan
kepentingan konservasi di atas segalanya. Pada saat itu, lndonesia
mendeklarasikan penetapan 5 taman nasional pertama. Meskipun demikian,
berbagai pendekatan sosial yang diadopsi dari sistem pengelolaan hutan
produksi juga mulai digagas, misalnya proyek pengembangan daerah
penyangga yang ditujukan untuk "memutus" mata rantai kebergantungan
masyarakat sekitar kawasan terhadap sumber daya alam yang terdapat di
dalam kawasan konservasi/taman nasional. Namun gagasan peningkatan
kesejahteraan masyarakat sekitar kawasan konservasi dibangun di atas asumsi
bahwa masyarakat tidak berfikir konservasi terhadap liigkungan sekitar
tempat tinggalnya.
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Keempat, era 90-an, Kongres WCPA (World Commission on Protected
Areas) di Caracas, Venezuela 1993 mengamanahkan bahwa pengelolaan
l<awasan konservasi tidak bisa hanya dikelola oleh single institution,
rnelainkan harus melibatkan berbagai pihak yang berkepentinngan, khususnya
rnasyarakat sekitar kawasan. lmplikasinya, berbragai pendekatan pengelolaan
seperti pendekatan partisipasi (participatory approach) dan pengelolaan
lrersama (joint managemenf ataupu n collaborative management approaches)
menjadi jargon pengelolaan sumber daya hutan, termasuk kawasan konservasi.

Era ini juga ditandai dengan maraknya proyek mega-juta dollar, ICDP atau

sejenisnya.

Dan kelima, era 2000an dari hasil Kongres WCPA terakhir di Durban,
Yordania 2003, memandatkan bahwa pengelolaan kawasan konservasi harus
mampu memberikan manfaat ekonomi bagi para pihak yang berkepentingan,
termasuk masyarakat yang tinggal di dalam dan sekitar kawasan konservasi.
Seiring dengan perkembangan tersebut, maka berbagai kebijakan dan regulasi
yang berkaitan dengan pengelolaan kawasan konservasi juga selayaknya
mengikutinya. Hal ini penting, karena institusi konservasi yang saat ini
diimplementasikan di lndonesia masih mengikuti perkembangan konservasi
pada era-era sebelumnya.

Pengertian Taman Nasional

Taman Nasional termasuk Kategori Il dalam IUCN Profected Area
Category (1994) dan didefinisikan sebagai: wilayah alamiah di daratan atau
lautan yang ditun.iuk untuk: (a) melindungi integritas ekologi satu atau lebih
untuk kepentingan generasi kini dan yang akan datang; (b) melarang
eksploitasi dan okupasi yang bertentangan dengan tujuan penunjukannya;
(c) memberikan landasan untuk pengembangan spiritual, ilmu pengetahuan,
pendidikan, rekreasi, dan kesempatan bagi pengunjung yang ramah secara
ekologi dan budaya. Tujuan pengelolaannya adalah:

1. Melindungiwilayah alami dan pemandangan indah yang memiliki nilai
tinggi secara nasional atau internasional untuk tujuan spiritual, ilmu
pengetahuan, pendidikan, rekreasi dan pariwisata;

2. Melestarikan sealamiah mungkin perwakilan dari wilayah fisiografi,
komunitas biotik, sumber daya genetik dan spesies, untuk memelihara
keseimbangan ekologi, dan keanekaragaman hayati;

3. Mengelola penggunaan oleh pengunjung untuk kepentingan inspiratif,
pendidikan, budaya, dan rekreasi dengan tetap mempertahankan areal

tersebut pada kondisi alamiah atau mendekati alamiah;
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5.

6.

4. Menghilangkan dan mencegah eksploitasi atau okupansi yang
bertentangan dengan tujuan penunjukannya;
Memelihara rasa menghargai terhadap ciri ekologi, geomorfologi,
kekeramatan, atau esteti ka yang menjad i perti mbangan penu nj u kan nya;
Memperdulikan kebrutuhan masyarakat lokal, termasuk penggunaan
sumber daya alam secara subsisten, sepanjang tidak menimbulkan
pengaruh negatif terhadap tujuan pengelolaan.

Di dalam lndonesian Conservation Plan, FAO (1982) mendefinisikan
Taman Nasional sebagai kawasan luas dan relatif belum terganggu yang
memiliki nilai alam tinggi, dengan kepentingan konservasi tinggi, potensi
rekreasi tinggi, mudah dikunjungi dan bermanfaat bagi daerah. Dalam sistem

hukum lndonesia (UU No. 511990; PP No. 681199B), taman nasional
didefinisikan sebagai: kawasan pelestarian alam yang mempunyai ekosistem
asli, dikelola dengan sistem zonasi yang dimanfaatkan untuk tujuan penelitian,
ilmu pengetahuan, pendidikan, menunjang budidaya, pariwisata, dan rekreasi.

Sebagai salah satu dari Kawasan Pelestarian Alam (KPA), taman nasional
mempunyai fungsi pokok: (a) perlindungan sistem penyangga kehidupan; (b)

pengawetan keanekaragaman 
.f 
enis tumbuhan dan satwa, serta (c)

pemanfaatan secara lestari, sumber daya alam hayati, dan ekosistemnya.
Sebagai sistem perlindungan sistem penyangga kehidupan, setiap pemegang
hak atas tanah dan hak pengusahaan di perairan di dalam taman nasional
wajib menjaga kelangsungan fungsinya. Untuk itu, Pemerintah mengatur
serta melakukan tindakan penertiban terhadap penggunaan dan pengelolaan
tanah dan hak pengusahaan di dalam kawasan taman nasional.

Taman nasional dikelola dengan sistem zonasi yang terdiri dari zona
inti, zona pemanfaatan, dan zona lain sesuai dengan keperluan. Taman
nasional dikelola oleh pemerintah, yang dalam hal ini dilaksanakan melalui
unit pelaksana teknis Direktorat Jenderal PHKA, Departemen Kehutanan
setingkat Eselon llll yaitu: Balai Taman Nasional. Kegiatan pemanfaatan
didalam taman nasional dilakukan secara terbatas untuk kepentingan
penelitian, ilmu pengetahuan, pendidikan, menunjang budidaya, budaya dan
wisata alam. Setiap bentuk kegiatan dan pemanfaatan harus dilakukan tanpa
mengurangi fungsi pokok masing-masing kawasan. Suatu kawasan ditunjuk
sebagai kawasan taman nasional, apabila telah memenuhi kriteria sebagai
berikut:

Kawasan yang ditetapkan mempunyai luas yang cukup untuk menjamin

kelangsungan proses ekologis secara alami; : .

u"miiiki iumber daya alam yang khas dan unik baik berupa jenis

tumbuhan maupun satwa dan ekosistemnya serta gejala alam yang masih

utuh dan alami;

Memiliki satu atau beberapa ekosistem yang masih utuh;

memiliki keadaan alam yang asli dan alami untuk dikembangkan

sebagai pariwisata alam;

U"r,iput un kawXsan yang dapat dibagi ke dalam zona inli' zona

pemanfaatan I zona rimba,-dan zona lain yang karena pertimbangan

kepentingan rehabilitasi kawasan,

Kebergantungan penduduk sekitar kawasan' dan dalam rangka

mendukung upaya pelestarian sumber daya alam hayati dan

ekosistemny-a, dapat ditetapkan sekragai zona tersendiri'

,),

3.

4.

5.

6.

Dalamkacamatamasyarakatadat,kawasantamannasionaldilndonesia
seringkali merupakan kawasan yang dilindungi seluruhnya. atau sebagian

menJrut hukum adat mereka. Bagi masyarakat di TN Lorentz, kawasan taman

nasional sepenuhnya ,",,p'kln daerah ulayat dari beberapa suku asli'

Demikian juga di TN Kayan Mentarang, dan TN Batang Gadis ' Bagi masyarakat

kasepuhan, iN Huti*un merupakan a'"al yung sebagiannya dilindungi penuh

J"" t"nrgl"",merupakan daerah cadangan yang menurut kepercayaan mereka

Japat dib"uka dalam keadaan tertentu' Bagi masyarakat umum taman nasional

dipandang sebagai daerah yang tertutup, dengan akses terbatas sesuai

peraturan 
"p"rundrrg-undangan yang berlaku' Dalam banyak kasus taman

nasional merupakan-daerah di mana masyarakat menggantungkan hidupnya

atas sumber daya lahan dan/atau komoditi tertentu di dalam taman nasional'

Perbedaanpandanganantarapemerintahdanmasyarakatmemicukonflik
tenurial dan akses teihadap ,urt", daya di dalam taman nasional yang hingga

kini belum terpecahkan. t<onflik ini diperparah oleh lemahnya institusi

feng"lola TN untuk mengendalikan berbagai tindakan masyarakat non adat

yang bertentangan dengan hukum'

Secara umum masyarakat mengangap kawasan hutan merupakan

sumber daya umum (common property) yang memiliki akses terbuka (open

access). Hadirnya institusi pengelola kawasan taman nasional yang

mengedepankan pendekatan pengamanan dan bersifat perintah-kendali
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(command-control) telah menumbuhkan sikap memusuhi yang akhirnya
memicu terjadi konflik tenurial dan akses terhadap sumber daya. Anggapan
bahwa masyarakat sekitar kawasan taman nasional, khususnya mereka yang
dianggap miskin, sebagai penyebrab kerusakan kawasan melalui tindakan-
tindakan ilegal telah menjadi wacana yang biasa diungkapkan. Walaupun
terdapat bukti-bukti pembenar terhadap wacana tersebut, namun dalam
banyak kasus juga terdapat bukti bahwa akar masalah utamanya adalah
kerentanan budaya masyarakat "miskin" yang mudah digerakkan oleh pihak

-lain melalui "iming-iming" hasil cepat/ ketimpangan kebijakan dan
pendekatan pengelolaan yang tidak tepat.

Kinerja Pengelolaan Taman Nasional

Pada saat ini, luas kawasan konservasi di lndonesia mencapai
28.'1 66.580,30 ha, di mana taman nasional menempati wilayah terluas, yaitu
16.384.194,14 ha, meliputi 50 unit taman nasional (lihat Tabel 3) atau
mencapai 66'/" dari luas total kawasan konservasi dengan jumlah unit hanya
10 % dari jumlah unit total kawasan konservasi (lihat Cambar 9). Dalam
presentasinya di Jakarta, 2005, Badan Planologi Kehutanan menyatakan
bahwa selama periode 3 tahun (1997 - 2000) di dalam kawasan suaka dan
pelestarian alam telah terdapat pengurangan penutupan kawasan hutan
menjadi non hutan seluas 280.000 Ha. Selama periode 2000-2006 terdapat
penambahan kawasan konservasi yang seluruhnya adalah taman nasional.

Tabel 3. Luas dan jumlah unit kawasan konservasi di lndonesia

KATEGORI KAWASAN LUAS (HA) UNIT

CAGAR ALAM

SUAKA MARGASATWA

TAMAN NASIONAL

TAMAN WISATAALAM

TAMAN HUTAN RAYA

TAMAN BURU

4.730.704,tJ4

5.422.922,79

16.384.194,14

1.065.912,43

343.454,41

219.392,49

t3t
77

50

119

21

14

JUMLAH 28.166.580,30 519

Sumber : Direktorat Jenderal PHKA, 2006; PIKA (2006)

Dalam usianya yang telah mencapai seperempat abad, kinerja
pengelolaan taman nasional yang dievaluasi dari berbagai sisi, namun secara

parsial, dirasakan belum optimal. Menurut hasil penelitian CIFOR (2OO4),

berdasarkan artikel koran selama periode 1gg7-2OO3, terlihat adanya

OLAAN TAMAN NASIONAL

peningkatan frekuensi terjadinya peristiwa konflik yang tajam, terutama

setelah orde baru menuju masa transisi era reformasi. Pada tahun 2000

peristiwa konflik meningkat hampir sebelas kali dibandingkan pada tahun
'1997. 

Peristiwa konflik yang tercatat di tingkat nasional sebanyak 359

peristiwa, dan yang terjadi di kawasan konservasi sebanyak 34 peristiwa,

dengan urutan penyebab konflik tertinggi adalah perambahan hutan, pencurian

kryJ, k"rurukan lingkungan, alih fungsi, dan tata batas/pembatasan akses'

Secara umum permasalaJnan konflik yang terjadi dalam pengelolaan taman

nasional antara lain (Sriyanto dan Sudibjo, 2005):

a.
1)

b.
1)

2)

J)

Konservasi kawasan

Belum adanya tata batas yang ielas di lapangan, sebagian besar kawasan

taman nasional belum memiliki tata batas dan yang sudah ditata batas

banyak yang tidak jelas dan memerlukan rekonstruksi batas. Klaim

masyarakat lokal terhadap tumpang tindih lahan miliknya dengan

kawasan taman nasional umumnya muncul setelah pelaksanaan tata

batas selesai dilakukan, serta menimbulkan konflik berkepanjangan.

Hal ini terjadi akibat lemahnya konsultasi dan komunikasi dengan

masyarakat selama proses pelaksanaan tata batas di lapangan'

Klaim masyarakat lokal muncul di beberapa kawasan taman nasional

setelah pemerintah menun.iuknya sebagai taman nasional. Hal tersebut

terjadi tu,"nu masyarakat lokal menyatakan mereka telah berada,

bermukim, dan menguasai lahan yang ada di dalam kawasan taman

nasional, serta masyarakat kurang memahami konsep pengelolaan taman

nasional akibat kelemahan sosialisasi oleh pemerintah'
perambahan kawasan, umumnya terjadi di hampir setiap kawasan taman

nasional sebagai akibrat kebutuhan lahan usaha pertanian/perkebunan

yang dipicu oleh laju pertambahan penduduk yang bersifat agraris yang

san[at tinggi, sementara itu terdapat pula lahan-lahan yang belum

dimanfaatkan secara intenslf pada daerah penyangga akibat belum

berkembangnya keterpaduan pembangunan daerah penyangga dengan

kawasan taman nasional.

Konflik Kepentingan
Terbatasnya akses masyarakat lokal untuk pemanfaatan sumber daya

alam kawasan taman nasional, di mana sebelum kawasan hutan tersebut

ditunjuk/ditetapkan sebagai taman nasional masyarakat mendapatkan

akses untuk memenuhi kebutuhan hidupnya dari pemanfaatan sumber
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daya alam. Akses masyarak.rt tcrscbUt scbenarnya masih tetap dapat

diteruskan dengan mengalihkan l<cgiatan ye'rng bersifat ekstraktif menjadi

peningkatan pendapatan melalui penlanfaatan jasa wisata dan

iingkungan. Sedang untuk pementth.rn kellutuhan terhadap kayu

bangunan, kayu bakar, satwa buru, perikanan, dan lain-lain' dapat

dikembangkan pada daerah penyanSSa taman nasional'

Konflik tumpang tindih kepentingan konservasi dengan sektor lain untuk

kegiatan pembangunan jalan, sarana komunil<asi, transmisi laring listrik,

jaringan pipa air, latihan militer, dan lain-lain. Hal tersebut sebenarnya

dapui dihindari apabila dipahami benar kepentingan konservasi oleh

berbagai pihak yang berkepentingan, atau bilamana hal tersebut

memiliki kepentingan strategis, maka diperlukan kajian yang mendalam

dan antisipasinya untuk meminimalisasi dampak negatif yang

kemungkinan terjadi.

Keterbatasan kemampuan pengelola taman nasional

Kualitas tenaga pengelola taman nasional, umumnya sebagian besar (+

70 %) merupakan pegawai yang hanya lu lusan SLTA dengan pengetahuan

konservasi dan ekologi serta kemampuan berl<omLrnikasi dengan

masyarakat yang sangat terbatas. U ntuk itu diperl ukan bantuan pelati han

peningl<atan kemampuan personil disamping di lakukan restrukturisasi

[rulitas petugas melalui rel<ruitmen tenaga baru atau dukungan keahlian

dari mitra kerja.

Data dan informasi mengenai keanekaragaman hayati dan fisik kawasan

taman nasional masih sangat terbatas dan memerlukan up-datin8, guna

mendukung kepenti ngan pengelolaan, pemanfaatan, dan pengembangan

taman nasional. Dukungan para mitra untr-rk membantu pelaksanaan

kegiata n survey/i nventa risasi mdupu n pengembangan system i n[ormasi

management sangat diharapkan agar berbagai kebijakan dan keputusan

p"ng"lnluun seperti perencanaan, pembinaan habitat dan populasi,

restorasi dan rehabilitasi ekosistem, dan lain-lain. dapat dilakukan

berdasarkan data dan informasi yang akurat dan terpercaya'

Sarana dan prasarana termasuk anSgaran untuk pengelolaan taman

nasional masih sangat terbatas, baik yang dilakukan oleh Balai TN

maupun oleh Balai KSDA. Dukungan mitra untuk pengembangan sarana

dan prasarana tersebut sangat diperlukan terutama untuk pengembangan

pemanfaatan jasa lingkungan, wisata alam, pendidikan dan kesadaran

konservasl, penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan,

rnenuniang pemanfaatan plasma ntrtl'tll trrltLrl< buclidayil/ m:lLlptln

t 
"t"rpua.lun 

pembangu nan dan kottst'rv'rsi bagi peningkatan

kesej ahteraan masYarakat'

Rencanapengelolaanbelumdimilil<irllt:Ilst'nllt.tl.amannasional,dan
rencana p"ng*"loluun yang telah acla mctncrlukan l<aiian ulang untuk

dapat disesuaikan kembaii d"ngun perl<enrbangan yang terjadi seperti

perkembangan desentralisasi di tingkat kabupaten' terbentuknya
'kabupaten 

blaru, demokratisasi perencanaan dan pengelolaan su,mber

Juyu ufurn, meningkatnya partisipasi masyarakat' dampak krisis

ekonomi, dan tersedianya informasi dan hasil penelitian yanS.terbaru'

Para mitra diharapkan dapat berperan untuk membantu melengkapi dan

memperbarui rencana pengelolaan yang diperlukan tersebut'

4\

2)

c.
1)

2)

3)

Cambarg.Persentasejumlahunitdanluaskawasankonservasidilndonesia.
(Sttmber: Direktorat Jencleritl PHKA e006))

Dari hasil workshop Penguatan Kebijakan Konservnsi Sumber daya Alam

Hayati dan Ekosistemnya di 
'iunggulu 

wanabakti' 11-1 2 mei 2005 diperoleh

hasil sebagai berikut:

1 . Disadari oleh semua pihak bahwa paradigma konservasi 
.sumber 

daya

alam hayati dan ekosistemnya (KSDADE) tengah mengalami pergeseran'

Disamping itu disadari iuga bahwa pergeseran paradigma tersebtrt belum

diakomodasikandengan,rl"aikpadatataranl<ebijakanmaupUnimplementasi
KSDADEdilingkunganDitjenPHKAsaatini.Kenyataaninidapatdiverifikasi
oleh hal-hal penting yang muncul dalam diskusi yaitu:

nt@ 
KEN4TTRAAN DALAM pENGEL.LAAN rAN/AN NAST.NAL
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e Banyaknya persoalan konservasi yang bersifat " beyond the lav/,, dalam
konteks kompleksitas aktor yang terlibat dan ketidakcukupan
(i nsufficient) upaya penegakan hukum.

' Munculnya berbagai persoalan di lapangan berkaitan erat dengan
masalah "prakondisi,, (enabling condition), terutama hal_hal ying
menyangkut penataan hak dan munculnya berbagai konflik, termasuk
lemahnya kemantapan kawasan yang erat kaitannya dengan penataan
batas, pengukuhan kawasan dan sosialisasi keberadaan dan manfaat
KSDADE, serta pengakuan berbagai pihak.

' Lemahnya sinergi antar lembaga baik tingkat lokal, nasional, maupun
internasional yang "bekerja" di bidang KSDADE untuk menyelesaikan
persoalan di lapangan, misalnya kasus Dongi-dongi (Kasus TN Lore
Lindu).

' Keragaman persepsi pejabat di lingkungan Ditjen pHKA terhadap
KSDADE menggambarkan belum memadainya kapasitas SDM dalam
menghadapi berbagai permasalahan di rapangan yang seringkali
menuntut variasi solusi namun tetap dalam jalur kebijakan dan konsep
KSDADE yang mapan dan terkristal.

' Di sisi lain kebijakan dan peraturan perundang-undangan di bidang
KSDADE masih berorientasi pada perlindungan dan pengawetan (saye
ir) dan kurang mengakomodasikan manfaat konservasi bagi pihak lain,
khususnya bagi masyarakat luas.

' Perumusan kebijakan KSDADE belum berorientasi pada pemecahan
masalah, tetapi lebih menjabarkan TUpoKSl unit-unit organisasi di
lingkungan Ditjen PHKA sehingga cenderung bersifat normatif, kaku
dan tidak komprehensif.

. Belum tersedianya sistem insentif (ekonomi) yang memadai bagi pelaku
konservasi dalam berbragai level.

' Terbatasnya sarana dan prasarana serta inovasi teknologi dalam
pengelolaan kawasan maupun konservasi jenis seringkali menjadi
hambatan struktural untuk mencapai tujuan KSDADE. oalam konteks
ini alokasi anggaran Pemerintah yang sangat minim merupakan kendala
yang sulit di atasi bagi unit-unir organisasi di lingkungan Dirjen pHKA.

2. Kebijakan nasional tentang desentralisasi yang diharapkan meningkatkan
efisiensi di dalam berbagai bidang, termasuk KsDADE, pada implemenlasinya
tidak dikawal dengan kebijakan yang mendukung pencapaian tujuan

KEI\,4 ITRAAN DALAM PENG ELOLAAN TAMAN NASIONAI

desentralisasi. Sebagai akibatnya kebijakan desentralisasi justru meningkatkan

biaya-biaya transaksi (transaction costs) dan menyebabkan berbagai aktor

mengembangkan persepsinya masing-masing tehadap pengelolaan KSDADE.

Ual ini antara lain dapat dilihat dari terjadinya kasus penambangan granit di

HL Karimun dan dikeluarkannya PERPU No. I Tahun 2OO4 tentang

Penambangan di Hutan Lindung'

3. Dari persepsi pihak lain, manfaat ekonomi taman nasional belum

dirasakan secara nyata. Berbagai usulan pemanfaatan sumber daya alam di

dalam kawasan konservasi yang dipandang memberikan nilai tambah yang

tinggi bagi masyarakat dan daerah seringkali berbenturan dengan kebijakan

yang ada. Kasus yang terjadi di TN Gunung Gede Pangrango dan TN Bromo

Tengger Semeru tentang pemanfaatan air di dalam kawasan menggambarkan

inkonsistensi kebijakan mengenai masalah tersebut, selain itu isu mengenai

Kabupaten Konservasi yang diinisiasi oleh berbagai pihak di daerah untuk

mensinergikan tujuan konservasi dengan pembangunan wilayah dipandang

sebagai wacana belaka.

4. Banyak kawasan konservasi yang pada saat ini kenyataannya sudah

mengalami perubahan penutupan lahan secara signifikan. Fakta ini

,"ngindikurikan belum memadainya kapabilitas institusi Ditjen PHKA, dalam

mengelola kawasan konservasi. Lemahnya pangkalan data dan sistem

informasi bidang KSDADE menyebabkan pengambilan keputusan dan

komunikasi dengan berbagai pihak menghadapi hambatan'

5. Kerusakan habitat yang disebabkan oleh berbagai tekanan kepentingan

ekonomi, termasuk penebangan liar, perambahan dan alih fungsi kawasan,

serta kurangnya data dan informasi tentang populasi dan penyebarannya,

menyebatrkan sulitnya implementasi konservasi jenis.

Untuk menyelesaikan masalah tersebut diperlukan langkah-langkah

penting sekragai berikut:

1. Secara konseptual, Ditjen PHKA perlu mengembangkan kebijakan-

kebijakan berikut:
a. Terciptanya kondisi pemungkin (enabling conditions) yang

menjamin kepastian suatu kawasan konservasi terutama berkenaan

dengan pengaturan tata hak yang ielas.
b. Tersedianya instrumen kebijakan yang mampu memisahkan secara

tegas antara pengurusan dan pengelolaan kawasan konservasi serta

tersedianya sistem insentif ekonomi yang memadai'
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d.

C.

e. Tersedianya sumber daya manusia pengelola kawasan konservasi
yang memiliki latar belakang pendidikan dan/atau pengalaman
di bidang KSDADE yang memadai, sehingga mampu menjawab
kompleksitas permasalahan dan tantangan konservasi ke depan.

Untuk mewujudkan kerangka kebijal<an konseptuar di atas, maka perlu
diambil Iangkah-langkah prioritas sebagai berikut:
a. Penguatan kapasitas sDM di lingkungan Ditjen pHKA melalui

berbagai program loka latih (training workshop), antara lain
berkaitan dengan aspek-aspek:
. Perumusan kebijakan, termasuk negosiasi, resolusi konflik

dan pengambilan keputusan
r Pengembangan kelembagaan KSDADE
. Perencanaan dan pengelolaan kawasan konservasi
. Pengelolaan populasi dan habitat
. Fasilitasi proses partisipatif

b. Penguatan koordinasi antar eselon r di lingl<ungan Departemen
Kehutanan.

c. Pengembangan sistem komunikasi kelembagaan dengan berbagai
pihak untuk menguatkan jaringan KSDADE.

d. Penguatan mekanisme pengambilan keputusan KSDADE dengan
menempatkan rentang keputusan yang tepat dan menyeluruh
(komprehensifl di lingkungan Departemen Kehutanan.

e. Merumuskap agenda perubahan kebijakan yang mengakomodasi_
kan brerbagai kepentingan dalam konteks kebijakin nasional
desentralisasi.

f. Mengembangkan organisasi dan pengelolaan kawasan konservasi
yang tepat sambung (fit in) dengan" permasalahan di lapangan dan
harapan berbagai pihak.

Tersedianya tata kelembagaan yang memungkinkan pengukuran
kinerja pengelolaan kawasan konservasi oleh berbagai pi[ak dan
pembagian manfaar (benefit sharing) yang adil dan berpihak
kepada masyarakat lokal.
Terwujudnya organisasi pengelola kawasan konservasi yang
transparan, akuntabel, dan responsif terhadap perubahan situasr:
baik sosial, politik, ekonomi, maupun budaya. Unit-unit organisasi
pengelola kawasan konservasi yang saat ini hanya ada di taman
nasional, perlu dikembangkan sehingga seluruh tipe kawasan
konservasi nantinya memiliki unit manajemen tersendiri .

2.
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3. Seluruh langkah di atas, seyogyanya dikemas sebagai proses perubahan

yang melibatkan seluruh stakeholders untuk membangun legitimasi dan

akuntabilitas Ditjen PHKA, sehingga konservasi sumber daya alam

menladi gerakan nasional.

Dari sisi sumber daya manusia dan pendanaan juga terlihat ketimpangan

distribusi dana pengelolaan (lihat Cambar 10). Hasil penelitian TNC (2006)

membuktikan bahwa makin luas taman nasional makin sedikit jumlah sumber

daya manusia dan dana per satuan luasnya.

Cambarl 0. Distribusi Biaya dan lntensitas Pengelolaan Kawasan Konservasi di

lndonesia (Diolah dari Bank Dunia, 2001 dalamKartodihardjo, 2006)

Standar Kinerja Pengelolaan Taman Nasional

Sejaktahun 2004, PHKA bekerjasama dengan IPB telah mengembrangkan

standar kinerja pengelolaan taman nasional. Standar tersebut telah dibahas

secara internal oleh PHKA dan telah digunakan dalam lokalatih Pengelolaan

Taman Nasional Model di safari Garden, Bogor pada tanggal 24-27 )uli 2006.

Berdasarkan rekomendasi pada lokalatih tersebut, standar kinerja pengelolaan

taman nasional disepakati untuk ditetapkan sebagai Surat Keputusan Direktur

lenderal PHKA yang hingga saat ini masih dalam proses. Konteks standar

kinerja dalam pengelolaan taman nasional disajikan dalam Cambar 11.

Kinerja pengelolaan taman nasional dapat diturunkan mengikuli logical

framework yang berhirarki dimulai dari level yang paling abstrak sampai

dengan level yang paling kongkriVoperasional yang dapat diukur. Hirarki
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cambar ll.Konteks standar kinerja dalam pengeroraan taman nasional dan
hubungannya dengan kebijakan pemerintah, pengembangan sistem
pengelolaan dan audit independen pihak lain.

tersebut dimulai dari elemen tujuan pengelolaan taman nasional, kemudian
diikuti oleh elemen prinsipal, kriteria, dan indikator. Adapun pengertian dari
setiap elemen tersebut adalah sebagai berikut:

1. Goal alau tujuan merupakan keinginan yang paling abstrak dari suatu
pengelolaan, irmumnya dinyatakan sebagai tuluan akhir yang ingin
dicapai oleh pengelolaan dalam jangka waktu yang tak terbatas.

2. Prinsip adalah aturan mendasar untuk pembenaran kerangka pikir dan
aksi. Prinsip memiliki karakter dari suatu tujuan atau pandangan
mengenai fungsi sumber daya alam dan lingkungan atau mengenai
aspek-aspek yang relevan dari sistem dosial yang berinteraksi dengan
sumber daya alam. Prinsip adalah unsur eksplisit dari tujuan.

KEMITRAAN DALAI\,4 PEN GELOLAAN TAMAN NASIONAL
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4.

5.

6.

J. Kriteria adalah fikiran yang memiliki l<arakter khusus dengan mana

sesuatu dapat diputuskan, atau diambil suatu kesimpulan, atau kondisi,

atau aspek-aspek dari proses dinamis sumber daya alam dan lingkungan,

atau kondisi sistem sosial terkait yang harus dikaji sebagai implikasi

pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan. Kriteria merupakan

suatu alat atau media, di mana dengan alat atau media tersebut dapat

diketahui apakah suatu unit manajemen telah melaksanakan atau tidak

pri nsip-prinsip pengelolaan.

lndikator adalah parameter kualitatif dan atau kuantitatif yang dapat

diukur dalam kaitannya dengan kriteria. lndikator merupakan komponen

khusus dari suatu kriteria yang dapat diukur dan diuji keabsahannya, di

mana melalui indikator dapat diketahui, apakah suatu unit manajemen

telah mencapai atau tidak kriteria-kriteria pengelolaan.

Norma adalah nilai acuan, tolok ukur, atau baku mutu dari suatu

indikator yang digunakan sebagai dasar penilaian atau bahan

pembranding. Dengan adanya norma ini, maka indikator, kriteria dan

prinsip merupakan suatu instrumen'penilaian yang terukur dan dapat

diuji keabsahannya.
Verifier adalah satu atau sekumpulan informasi/data yang terukur dan

dapat diuji keabsahannya dari suatu indikator. Dengan adanya verifier

ini, maka nilai suatu indikator dapat ditentukan.

Penjenjangan informasi {Tujuan, Prinsip (P), Kriteria (K) dan lndikator

(l)) dalam penilaian pengelolaan taman nasional lestari dilakukan untuk

menjamin konsistensi berfikir dalam mengembangkan standar yang koheren.

Penjenjangan B K dan I memfasilitasi perumusan parameter-parameter

penilaian pengelolaan taman nasional secara konsisten dan koheren. Setiap

jenjang informasi menjelaskan fungsinya dalam pengelolaan taman nasional

iesuai levelnya serta menjelaskan karakteristik parameter yang muncul pada

level tertentu. Secara umum fungsi penjenjangan informasi adalah sebagai

berikut:

1. Menambah peluang tercakupnya seluruh aspek penting yang harus

dipantau dan dinilai.
2. Mencegah kerancuan dengan membatasi P, K dan I padatingkat minimum

(parameter kunci) serta menghindarkan parameter yanS berlebihan.

3. Hasil penilaian memiliki hubungan transparan, setiap parameter yang

diukur memiliki hubungan yang jelas dengan prinsip yang melandasinya.
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4. Memberikan kemungkinan untuk menelusuri parameter yang kurang/
tidak sesuai dengan pengeroraan taman nasionar sehingga dapat
dirumuskan rekomendasi atau panduan untuk mencapai pengeroraan
taman nasional lestari bagi Unit Manajemen.

Dalam penjenjangan informasi perlu diperhatikan konsistensi horisontal
dan konsistensi vertikal. Konsistensi horisontal berarti bahwa parameter_
parameter yang muncul dalam level yang sama tidak saling timpa (overlapp),
sedangkan konsistensi vertikar berarti bahwa parameter-pur"r"a", yrng
terletak pada level bawah menerangkan hubungan yang leias dengan rever
di atasnya. selain itu, parameter tersebut terletak pada trirarki yang benar
dan menggunakan istilah yang benar.

Perumusan standar pengeroraan Taman Nasionar dirakukan dengan
menggunakan " logical framework" yang dimodifikasi. Dalam pengembangan
P, K dan l, keseluruhan hirarki informasi (dimensi hasil) dipadufun d"ngun
dimensi manajemen yang menggambarkan strategi pencapaian hasir sesuai
dengan persyaratan pengelolaan taman nasionar. Dalam hal ini, prinsip
sebagai bagian eksplisit dari tujuan pengelolaan taman nasional, dipandang
sebagai dimensi hasil yang harus dicapai dalam di tingkat unit manajemen
melalui penilaian serangkaian kriteria yang ditetapkan. tndikator kemudian
dikembangkan di dalam matriks sirang antara kriteria dengan strategi
manajemen tertentu yang dipandang penting dalam pencapaian pengelolaan
taman nasional. Pendekatan ini digunakan untuk mempertahankan konsistensi
dan koherensi indikator-indikator yang benar-benar relevan dalam penilaian
pengelolaan taman nasional.

Dimensi Hasil Taman Nasional
Sejalan dengan tujuan yang ingin dicapai, prinsip_prinsip yang harus

diadopsi dalam pengelolaan taman nasional adarah:'piinsip'kemantapan
kawasan, kelestarian fungsi ekologi, kelestarian fungsi ekonomi sumber daya
alam, dan kelestarian fyngsi sosial budaya. prinsip-prinsip tersebut dijabarkan
menjadi dimensi hasil yang kemudian dinyatakan sebagai kriteria kinerja
pencapaian pengelolaan taman nasional lestari sebagai berikut:
a' Kemantapan Kawasan, adalah prinsip mengenai pentingnya keberadaan

kawasan Taman Nasional yang diakui, baik secara regalmaupun aktuar.
Mengingat kondisi sosio-poritik masyarakat bersifat dinamis, pengakuan
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b.

masyarakat merupakan faktor penting yang men.iamin pengelolaan
taman nasional secara berkelanjutan, terdiri dari satu kriteria:
Kemantapan kawasan: Terjaminnya kemantapan kawasan secara
legal dan aktual

Kelestarian Fungsi Ekologi, adalah prinsip yang menjelaskan ukuran
keberhasilan dari sisi ekologi dan lingkungan, sehingga menjamin
pengelolaan taman nasional secara berkelanjutan, terdiri dari satu

kriteria:
Kelestarian fungsi ekosistem: Terjaminnya fungsi ekosistem kawasan

taman nasional

Kelestarian Fungsi Ekonomi Sumber daya Alam (SDA), adalah
ter.iaminnya fungsi taman nasional untuk memberikan manfaat dengan

tetap mempertahankan sistem penyangga kehidupan berbagai spesies

dan plasma nutfah asli serta ekosistem unik yang terdapat di dalamnya,
dengan kriteria:
t. Tersedianya akses manfaat ekonomi dalam pembangunan wilayah
2. Tersedia lnsentif bagi Pelaku Konservasi

3. Tersedianya akses pemanfaatan sumber plasma nutfah bagi
budidaya.

Kelestarian Fungsi Sosial Budaya, adalah terjaminnya fungsi taman
nasional untuk keberlangsungan manfaat sosial maupun budaya sesuai

dengan aspirasi, kebutuhan serta tatanan pranata sosial yang diterima
dan berlaku dalam kehidupan masyarakat setempat yang dicirikan oleh
kriteria:
1. Hubungan harmonis budaya lokal dan sumber daya alam
2. Terjaminnya ruang kelola masyarakat

3. Kontribusi terhadap perkembangan pendidikan dan pengetahuan

baru sumber daya alam (SDAL)

C.

Dimensi Manajemen Taman Nasional

Dimensi manajemen Taman Nasional Lestari menggambarkan tingkat
upaya yang harus dilakukan guna mencapai hasil yang dinyatakan dalam
dimensi hasil. Dimensi manajemen mencakup:

Manajemen Kawasan, adalah strategi pengelolaan taman nasional

yang meliputi pemantapan kawasan, penataan kawasan dan
pengamanan kawasan. Manajemen Kawasan merupakan Prasyarat

d.

a.
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b.

Keharusan dalam pengelolaan Taman Nasional Lestari. Adapun dimensi
manajemen ini meliputi :

1. Pengukuhan Kawasan

2. Penataan Kawasan

3. Pengamanan Kawasan
Manajemen Sumber daya Alam, adalah strategi pengelolaan taman
nasional yang merupakan inti kegiatan dalam pengelolaan pengelolan
Taman Nasional Lestari, secara operasional, meliputi:
1. Perlindungan Sistem penyangga Kehidupan
2. Pengawetan keanekaragaman hayati
3. Pemanfaatan Sumber Daya AIam
Manajemen Kelembagaan, merupakan prasyarat kecukupan agar
pengelolaan taman nasional dapat berlangsung dan berkembang sesuai
dengan target yang telah ditetapkan. Daram dimensi manajemen ini,
minimal terdapat 3 (tiga) hal pokok, yakni :

1. Penataan Organisasi
2. Sumber daya Manusia
3. Keuangan

Kriteria dan Indikator pengelolaan Taman Nasional
Apabila dimensi hasil diletakkan dalam kolom suatu matrik dan dimensi

manajemen diletakkan dalam baris matrik tersebut, maka akan tercermin
adanya keteraturan hubungan keterkaitan dan kebergantungan antara kedua
dimensi. sedangkan perpotongan dari masing-masing kolom dan baris akan
menunjukkan indikator apa yang sebaiknya ada apabila dilakukan kegiatan
utama tertentu untuk menghasilkan kriteria yang diinginkan, sebagaimana
disajikan pada Lampiran l.

Setiap pengelola taman nasional pada dasarnya terikat oreh + kategori
ruang yang berbeda-bed,a, yaitu: ruang ekologi, ruang sosial, ruang ekonomi
dan ruang kewenangan: ruang ekologi menggambarkan posisi taman nasionar
dalam kaitannya dengan landsekap ekosistem aram disekitarnya; ruang sosial
menggambarkan posisi taman nasional dalam relasinya dengan keadaan sosial
masyarakat lokal dalam makna koherensi hubuqgan sosialnya; ruang ekonomi
menggambarkan posisi taman nasional dalam konteks pembangunan wilayah
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regional; dan ruang kewenangan menggambarkan posisi taman nasional

dalam hubungannya dengan kewenangan administratif pemerintahan. Oleh

karena itu, penerapan standar kinerja pengelolaan taman nasional

memerlukan adaptasi terhadap kondisi spesifik taman nasional. LJntuk

menjembatani proses ini dikembangkan tipologi pengelolaan taman nasional

sebragaimana disajikan dalam Cambar 12. Dari gambar tersebut diketahui

bahwa konteks spesifik pengelolaan taman nasional dapat dikelompokkan

menjadi 4 kuadran yang dibentuk oleh garis yang menggambarkan

l<ompleksitas ruang kewenangan dan garis berimpit yang menggambarkan

"trade off' anlara kepentingan ekologi dan sosial budaya, sehingga

menentukan faktor pendorong kuncinya. Keempat kuadran tersebut pada

Cambar 12. Tipologi Pengelolaan Taman Nasional di lndonesia
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Gambar ,l3. Contoh beberapa taman nasional menurut tipologinya

gilirannya akan menentukan tipe aktivitas ekonomi yang mungkin
dikembangkan dalam pengelolaan taman nasional.

cambar 12 menunjukkan bahwa pola-pola kemitraan dapat dikenali
dari setiap kuadran di mana pihak-pihak rerkait paling penting akan menjacli
aktor-aktor kudci dalam pencapaian tujuan pengeloiuan taman nasional.
Pemahaman atastipologi akan menentukan seberapa tinggi standar perlu
ditetapkan. cambar 13 menyajikan contoh beberapa taman nasional yang
termasuk dalam masing-masing kuadran.

Penilaian kinerja terhadap 21 taman nasional model berdasarkan standar
tersebut menunjukkan bahwa belum satu'pun taman nasional yang memenuhi
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standar yang diharapkan. Tiga taman nasional terbaik yang mendekati

pencapaian standar kineria adalah TN Alas Purwo, TN Gunung cede-Pangrango

dan TN Komodo, di mana ketiganya termasuk dalam taman nasional tipologi

" ecological-driven", artinya memiliki tujuan utama untuk menyelamatkan

fungsi-iungsi ekologi di dalam kawasan taman nasional. Dalam hal ini aspek-

aspek sosial budaya menjadi pertimbangan kedua'

Ketersediaan standar tersebut memberikan instrumen bagi pengelola

untuk mensembangkan rencana kerja yang dapat diukur kiner.ianya, sehingga

n.,"naoroni profe#onalisme dan akuntabilitas pengelolaan taman nasional'

Selain itu, itandar menyediakan instrumen bagi pemerintah, khusu.snya Ditjen

PHKA, untuk mengembangkan mekanisme evaluasi pengelolaan taman

nasional. Bagi pihak-pihak independen yang peduli pada pengelolaan taman

nasional, staniar kinerja dapat digunakan sebagai instrumen audit publik.

pen gembang an,, N ati on al P ark watch' dapat d i laku kan melal u i jari ngan kerja

para"pihak yang peduli pada pengelolaan taman nasional'
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BAB V.
KEMITRAAN SEBACAI PENDEKATAN

DALAM PENCELOLAAN TAMAN
NASIONAL

n,^
/ aandasan Kebijakan dan Hukum/-

sembiring (2005)telah mengkaji landasan kebijakan dan hukum sebagai

bagian dari Saiasehan Nasional Membangun Kemitraan Dalam Pengelolaan

Taman Nasional di lndonesia, yang berlangsung di Caringin Bogor, 29 Agustus-

1 September 2005. Hasil-hasil kajian tersebut dijadikan acuan utama untuk

menuliskan sub bab landasan kebijakan dan hukum ini'

sebelum 2004, pengaturan yang terkait mengenai kemitraan dapat

dikategorikan ke dalam dua jenis, yaitu:

1. Kebijakan yang memberi ruang dikembangkannya kemitraan dengan

penyediaan instrumen hukum yang bersifat mengatur dan/atau bersifat

ieknis, yang berlaku hanya untuk satu kawasan taman nasional,

2. Kebijakan yrng r"."ru umum mengatur mengenai pelibatan masyarakat

dalam pengeiolaan sumber daya alam, baik yang terdapat dalam

berbagai pengaturan bidang kehutanan seperti UU No.4'l Tahun 1999

tentang Kehutanan, PP No. 32 Tahun 2002, maupun peraturan perundang-

undangan lain seperti di bidang pengelolaan lingkungan, penataan ruanS/

pengelolaan sumber daya air maupun perikanan'

Dengan dikeluarkannya Peraturan Menteri Kehutanan No. P'19lMenhut-

lll2oo4 tentang Kolaborasi Pengelolaan Kawasan suaka Alam dan Kawasan

Pelestarian Alam, maka dapat dikatakan pengaturan kemitraan pengelolaan

kawasan konservasi, termasuk di kawasan taman nasional pada saat ini telah

memiliki dasar hukum yang cukup kuat. Pengaturan secara spesifik ini telah
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membuka ruang bagi pengelola taman nasional untuk melakukan kemitraan
atau kolaborasi dengan berbagai pihak. permenhut ini secara eksplisit
menyebutkan bahwa kedudukannya merupakan acuan umum dan landasan
para pihak yang berkepentingan dalam melaksanakan koraborasi untuk
membantu meningkatkan efektifitas dan kemanfaatan pengelolaan KpA dan
KSA bagi kesejahteraan masyarakat.

Tujuan dari Permenhut tersebut sangat jelas, yakni terwujudnya
persamaan visi, misi dan langkah-langkah strategis dalam mendukung,
memperkuat, dan meningkatkan pengelolaan KSA dan KpA sesuai dengan
kondisi fisik, sosial, budaya dan aspirasi (masyarakat) setempat. secara jelas
pula, disebutkan bahwa: "Maksud dari pedoman kolaborasi pengeroraan KSA
dan KPA adalah sebagai acuan umum dan landasan parapihak yang
berkepenti ngan dalam pelaksanaan kol aborasi u ntu k membantu men i ngkatkan
efektifitas dan kemanfaatan pengelolaan KSA dan KpA bagi kesejahteraan
masyarakat". Di dalam bagian pengertian sebelumnya, telah dijelaskan bahwa
yang dimaksud dengan parapihak termasuk lembaga pemerintah pusat.

Pengaturan pelaksanaan kolaborasi pengelolaan KSA dan KpA di atur
secara cukup rinci di dalam pasal 4 sampai dengan g, yang meliputi: prinsip
kolaborasi; jenis-jenis kegiatan; tipe dan krireria pihak-pihak yang
dimungkinkan untuk terlibat; posisi parapihak baik sebagai inisiator, fasilitator
maupun pendamping; bentuk-bentuk dukungan yang dimungkinkan serta
aspek pendanaan. secara umum, struktur permenhut Nomor lglMenhut/2}o4
dan perluasan maknanya pada capaian hasil dalam pengeroraan taman
nasional disajikan pada Gambar 14. secara kelembagaan, kolaborasi dapat
dilaksanakan dengan mengembangkan kemitraan

Pelaksanaan kemitraan antar para pihak harus dituangkan secara tertulis
dalam bentuk kesepakatan bersama, yang mencakup 3 tahap yaitu tahap
persiapan pelaksanaan, tahap pelaksanaan kemitraan, dan tahap pelaksanaan
monitoring dan evaluasi. Kemitraan pengelolaan KSA dan KpA hanya
dimungkinkannya'dengan ketentuan bahwa:

1 . tidak merubah rrierubah status KSA dan KpA sebagai kawasan konservasi,
2- kewenangan penyelenggaraan pengelolaan KSA dan KpA tetap brerada

pada Menteri Kehutanan, dan
3. pelaksanaan kegiatan dalam kerangka kolaborasi tidak bertentangan

dengan prinsip-prinsip kolaborasi dan" peraturan perundang-undangan
yang berlaku di bidang konservasi.
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Cambar 14. lnterpretasi bebas atas struktur kemitraan/kolaborasi pengelolaan taman

nasional menurut Peraturan Menteri Nomor 19/MenhuV2004

Dengan demikian, unit pengelola taman nasional sebagai bagian dari

lembaga pemerintah pusat yang bertanggung jawab untuk mengelola suatu

taman nasional dengan sendirinya dapat menjadikan Permenhut P. 19 Tahun

2OO4ini sebragai pegangan dalam pelaksanaan kemitraan dan atau kolaborasi

di taman nasional yang menjadi tangung iawabnya. Sehingga tidak perlu

lagi muncul kekhawatiran bagi setiap unit pengelola taman nasional untuk

mengambil langkah-langkah yang dapat mendorong upaya kolaborasi jelas

telah memiliki dasar hukum yang kuat.

Keabsahan dari Permenhut P. 1 9 Tahun 2004, sekaligus juga dapat

didukung dengan argumentasi berdasarkan (Sembiring, 2005):

1. Melihat latar belakang, tujuan dari kemitraan tersebut. Untuk
konteks taman nasional jelas-jelas karena Pemerintah membutuhkan
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dul<ungan l<arena memiliki kemarnpuan dan sumber daya yang terbatas.

Tujuannya adalah agar taman n.lsional lebih terlindungi, konflik dengan

masyarakat di sekitar kawasan minim, mendorong agar masyarakat

seiahtera, dan kesadaran masyarakal untuk berperan serta terwadahi.

2. Aspek Manfaat. Banyal< ahli hLrkum berpendapat, sesuai dengan

hukum yang seharusnya mampu mencerminl<an keadilan, kepastian

hukum dan kemanfaatan, maka kalaupun belum ada peraturan tertulis
(kepastian hukum), maka sepanjang upaya tersebut secara obiective

memberikan kemanfaatan, maka upaya tersebut dapat dilakukan.

3. Aspek kebutuhan yang mendesak. Karena memang sangat

mendesak sementara dasar hukum di atasnya belum ada, maka upaya

tersebut dapat dilakukan, seperti ikhwal tentang kegentingan yang

memaksa. Konsep pembuatan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-

undang (Perpu) adalah karena adanya aspek yang mendesak dan dartrrat.

4. Mengisi kekosongan hukum. Harus kita akui bahwa pengalaman

menunjLrkkan, jarak antara undang-undang di satu sisi dan dan peraturan

pelaksanaannya di sisi lain, sangat lama' UU No. 5 Tahun 1990 misalnya

sudah diamanatkan untuk dibuat oleh UU No.4 Tahun 
.l 
982 Tentang

Lingkungan Hidup, namun baru dibuat pada tahun 1990. Peraturan

Pemerintah tentang Perlindungan Hutan, baru lahir Tahun I985, padahal

UUnya, dikeluarkan Tahun 1967.

5. Prinsip kewenangan dan upaya yang boleh dilakukan sepanjang

tidak dilarang. Sebagaimana kita ketahui bahwa kewenangan dapat

dibedakan, antara kewenangan: yang bersifat delegatif, yakni yang

secara langsung dicantumkan di dalam peraturan atau surat keputusan

tertulis, yang bersifat atributif, yakni melekat pada jabatan tertentu

sehingga pejabat administrasi negara tersebut memiliki keleluasaan

untuk menjalankan tugas-tugas dan tangung iawabnya.

Pengalaman Kemitraan

Pengalaman dari lapangan menunjukl<an bahwa kelembagaan

kolaborasi pengelolaan TN sangat bervariasi, namun dapat dikelompokl<an

menjadi dua, yaitu: (1) Kolaborasi Penuh, untuk mencapai seluruh tujuan

pengelolaan TN, misalnya: TN Kayan Mentarang; dan (2) Kolaborasi Parsial,

untuk mencapai tujuan tertentu dari pengelolaan TN, misalnya: TN Cunung

Ciremai. Lampiran 2-5 menunjukkan beberapa insisiatif kelembagaan di

beberapa TN dan hutan lindung di lndonesia yang dikaji dalam sarasehan.
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Dari pengalaman tersebut, model kelembagaan sangat beragam' baik dilinlatr

clari jumlah aktor yangterlibat, aturan main, struktur' mekanisme peng'rmbil;rn

k"puturun, dan mekanisme pendanaan' Di sisi lain peraturan perundang-

undangan yang berlaku cenderung memberikan peran yang dominan bagi

instituli peme*rintah. sejauh ini clisepakati bahwa model kelembagaan

pengelolaan taman nasional secara kolaboratif memerlukan dukungan

l"n'iut un yang fleksibel dan mampu mengakomodasikan keragaman lokal

Dari 45 gagasan/inisiatif/model kemitraan di 31 TN di lndonesia yang

diidentifikasi dalam Sarasehan Nasional Membangun Kemitraan dalam

pengelolaan Taman Nasional di lndonesia (2005) dapat diketahui bahwa

,"bJgiun besar masih terfokus pacla level aksi kolektif dan sebagian kecil

;uga"menyentuh level operasional (lihat Lampiran 6)' Dari pengalaman

telebut kendala-kendala utama yang umum dihadapi adalah kapasitas SDM'

keterbatasan dana dan sarana prasarana, lemahnya dukungan kebijakan

pemerintah,baikpusatmaupundaerah,lemahnyakoordinasi'sertatekanan
pihak luar.

Darisegikelembagaan,sebagianbesargagasan/inisiatif/modelmasih
pada tahap pembentukai uktonuktoi kelembagaan yang kompeten dan dalam

teberapa'kasus suclah mulai ada pemberdayaan aktor-aktor kelembagaan'

Selainitu,sebagianbesarinisiatifbelumterwadahiolehunitmanajamen
kolaboratif yang secara legal memiliki tanggung tergugat terhadap publik

dengan ukurun kiner;a yuni l"tut dan disepakati berbagai pihak' Dalam hal

ini iruktur organisasi BTN-nampaknya belum cukup untuk memadahi unit

manajemen kolaboratif yang dikehendaki para pihak'

Kebijakan mengenai standar kinerja pengelolaan TN memiliki daya

dorong yang sangat"kuat untuk membumikan kelembagaan pengelolaan

kolaboratif, mengingat terbukanya ruanE-ruang negosiasi dengan lokus'

stakeholders dun ,tu,.'"dil yang jelas. Kriteria dan lndikator yang dikembangkan

oleh Tim IPB-PHKA (2oosl au1,ot diadopsi sebagai standar kinerja pengelolaan

TNyangmampumenjembataniimplementasipengelolaankolaboratif(lihat
Lampiran 1).

Dari berbagai pengalaman kemitraan pengelolaan taman nasional' PPA

WWF-DFlDtelahmengembangkanbeberapainisiatifdibeberapataman
nasional, antara lain: TN Wn'u', TN Cunung Riniani dan TN Tesso Nilo

sebagaimana disajikan di bawah ini (Susanti, Ari' 2006' pers'comm'):

-l
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1. TAMAN NASIONAL WASUR

lsu Utama/ Permasalahan
Terdapat beberapa isu utama di taman nasional Wasur antara lain:

. Konflik kepentingan di antara para stakeholder seperti keamanan (daerah
perbatasan), pertambangan, pemerintah daerah dan masyarakat adat
dalam pemanfaatan sumber daya alam.

. lnvasive species (Acacia nilotica, Mimosa pigra, Eichornia crassipes,
Chromolaena odorata, Stacytarpheta urticaefolia)

Pendekatan Kolaborasi
Dalam rangka menyelesaikan permasalahan di atas telah dilakukan

beberapa upaya kolaboratif melalui pendekatan kelembagaan, penataan
ruang, dan peningkatan kapasitas, dan pendekatan kegiatan pengelolaan.

Pendekatan kelembagaan dilakukan dengan membentuk FKP TN Wasur
dan kerjasama Tri National Wetlands. Pemerintah daerah sangat mendukung
FKP TN Wasur dengan dikeluarkannya SK Bupati tahun 2005 mengenai FKP.

Kerjasama Tri National Wetlands melibatkan Taman Nasional Wasur
(lndonesia), Tonde Wildlife Management Area (Papua Nugini), Kakada
National Park (Darwin, Australia) untuk konservasi sekitar 3 juta lahan basah
di tiga negard.

Pendekatan penataan ruang dilakukan dengan penyusunan management
plan yang melibatkan para pihak dalam penyusunannya. Penyusunan
management plan ini diinisiasi oleh BTN Wasur bekerjasama dengan
WWF-Indonesia. Di dalam management plan ini juga telah ditetapkan dan
disyahkan blok zonasi. Saat ini telah dilakukan pemetaan partisipatif di 10
l<ampung di kawasan taman nasional. Dengan pemetaan ini, maka ltatas-
batas wilayah pemanfaatan masyarakat ada sudah disepakati di antara para
pihak.

Pendekatan peningkatan kapasitas dilakul<an dari berbagai aspek antara
lain melalui peningkatan ekonomi masyarakat, penguatan lembaga adat,
dan pengembangan SDM secara keseluruhan yang melibatkan para pihal<
yang terlibat dalam pengelolaan taman nasional. Dalam rangka peningkatan
ekonomi rakyat dilakul<an melalui kegiatan-kegiatan produktif seperti
pengolahan daun l<ayu putih menjadi minyak kayu putih dan budidaya gaharu.

Pengolahan daun kayu putih ini dilakukan secara tradisional oleh
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masyarakat dan merupakan kegiatan rumah tangga. Masyarakat terbagi dalam
kelompok-kelompok kerja. Dukungan dari TN dan WWF-Indonesia sangat

besar terhadap produksi minyak kayu putih di TN Wasur terbukti dengan

adanya beberapa bentuk bantuan pelatihan, bibit, dan peralatan. Pemasaran

produk minyak kayu putih ini masih dalam lingkup lokal. Selama ini Yayasan

Wasur Lestari (YWL) bekerja dalam menangani pemasaran produk minyak
kayu putih. Saat ini pemasaran produk ini sedang lesu karena turunnya harga

minyak kayu putih di pasaran.

Budidaya gaharu masih dalam tahap'awal dan belum dapat dilihat
hasilnya. Namun demikian, minat masyarakat sangat tinggi terutama
mengingat tingginya nilai jual kayu gaharu. Selama ini penyuluhan dan

pelatihan budidaya gaharu ditangani oleh SKP.

Penguatan lembaga adat dilakukan melalui pembentukan forum
komunikasi kolaborasi. Forum ini beranggotakan perwakilan dari tiga
kelompok adat yang ada di TN Wasur. Forum ini memelihara dan mambangun

kesepakatan-kesepakatan dan aturan-aturan adat yang mendukung
pengelolaan TN Wasur Lestari. Sebagain besar aturan diadopsi dari peraturan

pemerintah yang sudah ada. Forum komunikasi ini juga secara aktif terlibat
dalam kegiatan-kegiatan bersama dalam rangka pengelolaan TN Wasur.

Pengembangan SDM secara keseluruhan di TN Wasur dilakukan melalui
kegiatan pelatihan bersama, workshop, seminar, dan share learning. Kegiatan-

kegiatan ini dilakukan beberapa kali selama satu tahun dan diinisiasi oleh
para pihak secara l:ergantian. Pendekatan kegiatan pengelolaan kolaboratif
dilakukan melalui perlindungan dan pengamanan kawasan, studi dan analisis

vegetasi, penilaian potensi kawasan, dan pengendalian dan pembinaan
habitat.

Capaian Saat lni
Saat ini telah terbentuk forum komunikasi kolaborasi sejumlah anggota

dari kalangan konservasionis. Pembentukan forum komunikasi kolaborasi ini

melalui jalan yang cukup panjang. Pada awal proses, pemahaman mengenai

kolaborasi oleh para pihak belum sama sehingga kolaborasi belum optimal.

Pemahaman dapat dibangun melalui komunikasi secara intensif. Hal ini terjadi

terutama pada masyarakat adat yang penguasaaan informasinya terbatas.

Masyarakat adat merupakan stakeholder dengan tingkat pengaruh yang tinggi

terhadap keberhasilan pengelolaan TN Wasur. Hal ini dipertegas dengan
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Perdasus (Peraturan lJaerah Khusus) mengenai Orang Asli Papua' Kotak 1

menggambarkan capaian kemitraan cli TN Warsur saat ini dari kaczrmata WWF-

lndonesia.

Pembelajaran Dari Kolaborasi
.l . Akomodasi kepentingan masyarakat adat dalam pengelolaan TN Wasur

merupakan pruryu,ul keberh;rsilan kolaborasi dalam pengelolaan TN

Wasur. Sehingga p"ngelolnan TN harus disesuaikan dengan konteks lokal'

yakni adat Oun ,i,t"il sosial yang berlaku' Kegagalan d1lanl kolaborasi

seri ngkali disebabkan karena l<etldaktahuan atau ketidakpahaman serta

l<urangnya komitmen para pihak terhadap kesepakatan kolaborasi itu

send iri .

2. Kolaborasi mestinya dirancang secara sistematis sehingga tujuan yang

ingin dicapai dali kolaboras] ini jelas' oleh karena itu sejak dari

perencanaan, pelaksanaan, -dan. 
monitoring serta evaluasi mesti

dilakukanSecarakolaboratif.Sebagaicontohketikakesepakatan
Ji.upui, maka kesepakatan itu yang mestinya dijakankan oleh para

pihak, bukannyu ;uf un sendiri-sendi'i' Nut'n hal ini nampaknya sulit

dilakul<an karena banyaknya keterbatasan dari lembaga-lembaga yang

berkolaborasi, sebagai contoh adanya perbedaan prioritas kegiatan'

perbedaan sistem penganggaran'l .dan. 
sistem pelaporan-

3. Masih ada p"nOuputyJng 'ilngatakan 
bahwa meskipun dalam kolaborasi

merupakan keputusan bersama' namun TN merupakan pemengang

otoritas pengelolaan di TN, sehingga mestinya yang, mengambil

keputusan adalah TN dengan mem[ertimbangkan usul' saran' dan

masukan dari Para Pihak'
4. Leadership d'an teamwork harus dibangun dalam kelembagaan

kolaborasi' llua hal ini memegang peranan penting dalam keberhasilan

kolaborasi, t"uJ"rrt.,ip aun t"J*r,i"rk selama ini kurang dikembangkan

oleh karena itu m",kipun sudah ada komitmen kolaborasi, pada leve|

implementasinya masih jalan sendiri-sendiri'

Mekanisme reward dan punishment perlu dipertegas sehingga

menimbulkan motivasi bagi para pihak untuk mendukung konservasi sumber

daya alam di taman nasional'

ill

iil

i

Kotak 1 Pengalaman Kemitraan WWF-DFID di TN Wasur' kemitraan di bangtrtt

;;;r"L ;;;;","ban gkan ekonom i masyarakat ma I al u i pemanfaatan kayt r

putih di dalam taman nasional

Menyuling Minyak Kayu Putih , 'Meraup' Masa Depan:

Pengalaman Pendampingan Masyarakat di TN Wasur

Menyuling minyak kayu putih merupakan salah satu sumber penghasilan

bagi masyarakai di beberapa kampung di Taman Nasional Wasur (TNW) yang

-"?"if if.i fotensi hutan kayu putth Asterimyrthusdan Cajuputi' Salah satunya adalah

masyarakat Kanume - SukLr Marind yang hi.dup di kawasan Taman Nasional

waslr seluas 11O.170 ha di Kabupaten',Melauke, Papua. Minyak kayu ptrtih ini

merupal<an hasil hutan non kayu (non timber forest prodrtcl) yang dapat

dimanfaatkan secara berkelanjutan tanpa merusal< hutan. Adapun ienis pohon

p"ngnuril minyak kayu putih yang diusahakan penyulingannya oleh masyarakat

berasal dari spesles Asteromyrthus simpocarpa.

Masyarakat mengambil daun kayu putih dengan cara. memetik langsung

daunnya.'Kadang-kad"ang dengan mcmetik rantingnya terlebih dahulu, baru

[".rai,,n menggJgurkan i.,unn"yu. Ada kesepakatan di masyarakat bahwa pohon

riJak boleh diteEaXg, daun tidak boleh dipetik habis, dan dirotasi dalam periode

tertentu untr-rk memlieri kesempat;rn kepada pohon tersebut untuk tr.rmbuh kembali,

sehingga dapat dipanen l<embali. Masyarakat dLrsun juga membuat aturan, jika

p;;"'tlk daun melakukan penebangan, maka yang bersangkutan tidak
cliperkenankan lagi mengambii daun atau memasukl dusun/hutan tersebut.

Hal penting dalam proses penyulingan minyak kayu putih ini adalah ikut

dilibatkannya ka,im p"rempuan. Terdapat a-lat penyulingan yang khusus disediakan

brgi merei..t. Samiril menunggu proses penyulingan selesai, mereku lug.r
*"ignnyu* tas dan keranjan[-ieraniang kecii dari rlrmput rawa yang sudah

Jik"frng(un, serat pelepah fitoig, dan serat daun nenas yang digunakan sebagai

[;;;r"; Lotol minyak kayu put"ih. Kegiatan-keglatan ini .dapat dilakukan sambil

menjaga dan menyusui anak-anak mereka yang masih balita'

Minyakkayuputihyangdihasilkanolehparapenyulingkemudiandijualke
salah satu' p"ny,,ling yung t-"raun disepakati oleh masyarakat ata.upun kepada

koperasi unit clesa triuol.iifa iumlahnya sudah cukup fanyak, Iiny.ik tersebut

k"n]udiun dibawa ke kantor Yayasan Wasur Lestari (YWL) di Merauke. Minyak kayu

r-rutih ini dikemas d.rlam botol-botol, diberi label Taman Nasional Wasur, dan

ir,pururt un melalui aporik, toko{oko, dan hotel yang terdapat di Merauke. Dalam

,i';i;;;r",, minyak kayu putih iuga dipasarkan ke ialah satu produsen penghasil

obat gosok di lakarta sesuai pesanan mereka.

Kegiatan pendampingan masyarakat oleh Yayasan Wasur Lestari (YWL)

dilakukail secara berkala ,"1"ornu sepuluh tahun terakhir. Kegiatan tersebut berupa

p"ngrutun kelompok penyr"rling melalui berbagai pelatih.rn dan peningkatan

lerrlmpilan d.rlam pengelolaariu'ah,r minyak kayu putih. luga. tcrkait deng.rn

p"nyrd'rrun pentingnya ireniag.,r polensi sumber kayu putih unluk kesinamhungan

ir.aha dan pclestari.rn alam.

Dalam proses pendampingan terhadap masyarakat Kanume di kampung Rawa

Biru, misalnya, setiap inclividu-dapat meraih keuntungan. kotor 800-900 ribu ru-

;i"-h p;r, nring*u. Dari hasil menyuling, kaum perempLran kini sudah bisa lelUelipirh per minggu. Dari hastl mcnyullnS, Kaum peremptlarl Klrll strudrr ur\d r-rr

lrrkrion g,,nil"nrinimal I bul,rn Z kaIi. Drri hasil ini, mereka iuga m.rsih dapat
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menabung untuk kebutuhan makan dan keperluan lainnya. Mikael Ndimar,
misalnya, dari hasil menyuling selama 5 tahun dapat menyekolahkan anak-
anaknya sampai tingat SMP, membeli sepeda, pal<aian, dan menabung secara rutin
di kota Merauke yang berjarak 60,56 km dari l(ampung Yanggandur.

Penyulingan minyak yang dilakukan oleh hampir seluruh kalangan
masyarakat: tua dan muda, anak-anak dan orang tua, perempuan dan laki-laki,
suami-istri, aparat kampung dan pemilik dusun, orang miskin dan berkecukupan
serta pemuda-pemudi, mereka mulai dapat merasakan hasil yang nyata. Kesibukan
ini berdampak positif dalam upaya menekan tingkat perburuan satwa di kawasan
TNW dan penebangan pohon-pohon secara liar.

Kesadaran dan kepedulian masyarakat untuk menanam juga mulai tumbuh.
Hal ini terbukti dengan kesediaan mereka untuk menanam anakan kayu putih di
sekitar pekarangan rumah dan dusun selama 4 bulan terakhir ini.

2. TAMAN NASTONAL CUNUNC RTNJANT

lsu Utama/ Permasalahan
Terdapat beberapa isu utama di Taman Nasional Cunung Rinjani, antara

lain:

. Terjadinya perambahan dan pembalakan kayu hutan yang menyebabkan
terjadinya kerusakan hutan di kawasan Rinjani yang mempengaruhi
jumlah flora dan fauna yang terdapat dalam kawasan baik yang
dilindungi maupun tidak serta sumber air yang semakin lama semakin
berkurang. Hal ini menimbulkan kebututuhan akan adanya pengakuan

terhadap jasa lingkungan dan re-investment terhadap sumber daya alam.
o Ada cukup banyak pihak (instansi pemerintah, LSM, dan lembaga-

lembaga lain) yang melaksanakan program di sana, tetapi mereka
bekerja sendiri-sendiri bahkan saling tumpang tindih satu sama lain
dan timbul konflik konflik kepentlngan antar para pihak di dalam kawasan

Rinjani, baik antar instansi pemerintah, antara instansi pemerintah dan
masyarakat, dan dan swasta.

Pendekatan Kolaborasi
Dalam rangka menyelesail<an permasalahan di atas telah dilakukan

beberapa upaya kolaboratif melalui pendekatan kelembagaan, dan
peningkatan kapasitas, dan pendekatan kegiatan pengelolaan, serta advokasi
kebijakan.

Pendekatan kelembagaan dilakukan melalui identifikasi para pihak
pemangku kepentingan di dalam kawasan TN Cunung Rinjani. Para pihak

dimaksud adalah lnstansi pemerintah, perguruan tinggi, LSM, masyarakai

dan organisasi sosial keagamaan setempat. Selain itu juga dibentuk tim

pemangku program yang terdiri atas wakil-wakil para pihak (instansi

pemerintah, LSM, perguruan Linggi, mdsyardkat). Struktur organisasi secdra

formal mengacu pada SK Cubernur Prop NTB No 339 tahun 2OO3.

Kelembagaan terdiri dari: (1) Tim pengarah: Cubernur NTB, Bupati Lombok

Tengah, Bupati Lombok Timur, Bupati Lombok Barat, Ketua Bappeda NTB,

Ketua Bappeda Lombok Tengah, Ketua Bappeda Lombok Timut, Ketua

Bappeda Lombok Birat, Kepala Dinas Kehutanan NTB, Kepala Dinas

Kehutanan Kebupaten Lombok Tengah, Kepala Dina Kehutanan Kabupaten

Lombok Timur, dan Kepala Dinas Kehutanan Kabupaten Lombok BaraU (2)

Tim inti: Kepala Dinas Kehutanan Propinsi NTB, Kepala Bappeda NTB,

Beberapa LSM, dan wakil masyarakat; (3) Sekretariat bersama untuk

mengoleksi segala informasi dan komunikasi. Pertemuan-pertemuan secara

rutin dilakukan di tingkat masyarakat dan antar institusi terkait di tingkat

kabupaten dan propinsi. Kotak 2 menunjukkan adanya kegiatan penelitian

aksi partisipatif yang diinisiasi oleh para pihak.

Pendekatan peningkatan kapasitas dilakukan melalui shared-learning

yang dikemas dalam bentuk workshop dan seminar. Kegiatan ini diinisiasi

secara bergantian oleh para pihak yang terlibat di TN Cunung Rinjani

bergantung pada tema yang diangkat.

Pendekatan kegiatan pengelolaan dilakukan melalui kegiatan bersama

dalam Pengkajian sosial, ekonomi, budaya yang dilakukan di 63 desa yang

dimulai dari dusun sampai dengan tingkat desa dan studi vegetasi tamanan

obat.

Pendekaian advokasi kebijakan di lakukan melalu i pengkajian kebijakan

yang bertujuan untuk menguji kebijkan-kebijakan yang berkaitan dengan

pengelolaan sumber daya alam kawasan Rinjani. Sebagai contoh adalah

Perda mengenai HKM dan Jasa Lingkungan. Yang saat ini masih sedang

diperjuangkan adalah Perda mengenai sumber daya air dan jasa lingkungan.

Perda ini masih dalam proses pengesahan di DPRD Kabupaten Lombok Barat

(lihat Kotak 3).

Capaian Saat lni
Telah tersusun draft peraturan daerah mengenai sumber daya air dan

jasa lingkungan. Draft Perda tersebut disusun secara partisipatif yang

melibatkan stakeholder dari hulu dan hilir di kawasan Rinjani. Termasuk di
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dalamnya aclalah pemerintah rlaerah, DPRD, WWF-Indonesia' LSM lokal'

masyarakat di hulu clan hilir termasuk pal;rnggan air minutn PDAM. Meskipun

pror", drafting telah dilakukan secara partisipatif' namun dalam proses

f"ng"rrhunny"a masih terjadi hambatan yang mengakibatkan tertundanya

prorl", pengesahan untul< iangka waktu yang cul<up lama' Hambatan ini terladi

tur"nu peimasalahan komirnikasi yang kurang lancar' Sejalan dengan

pergantianpejabat,makakomunikasimenjadil<embalilancar'saatinidraft
,"rr""Ur, ,"jung diajukan lagi ke DPRD untuk disahkan menjadi Perda'

Pembelajaran dari Kolaborasi

l.Kolaborasimemerlukanpayllnghukumsebagailandasanberpijal<para
pihak dalam mengambii langkah bersama' Hal ini penting terLltama

bagi instansi pemJrintah' Kebijakan ini dapat digunakan sebagai alat

uniuk mengikat komitmen para pihak' Kolaborasi iuga dapat digunakan

sebagai alat untuk memvalidasi efektivitas suatu kebijakan'

2. Kolaborasi meliputi jangkauan yang sangat luas' tidak hanya pada

masalah teknis tetapi juga politis' Hal ini terLrtama apabila terkait dengan

perusahaan besar. Negclsiasi dalanr kolaborasi berjalan secar;r terus

menerus seiring d"ngun dinamika permasalahan yang dihadapi di

lapangan. feningkatan kapasitas mestinya tidak hanya dilakukan pada

tataran teknis saja tetapi juga termasuk leadership dan kemampuan

negosiasi.

3. Para pihak suclah menyaclari pentingnya kolaborasi penyelesarian

masalah dalam pengelolaan sumber daya alam yang kompleks'

Kolaborasi dapat ireningkatkan keman.rpuan kolektif u ntuk

menyelesail<an suatu peimasalahan sebagai contoh adalah

permasalahan perambahan, l<erusakan sumber daya hutan' pembayaran

jasa lingkungan. Kelemahan clan kelebihan para pihak yang terlibat

dalamkerjakolaborasidapatsalingterisi.Kolaborasijugamemberikan
peluang transfer pengetahuan dan teknologi secara lebih cepat apalagi

apabila universitas ikut mengambil bagian dalam kerja kolaborasi'

4. Para pihak berpendapat bahwa selama kolaborasi yang akan dilakukan

masihberadadalamkoridorRencanaPengelolaanTN(RPTN),maka
semua keputusan mengenai kolaborasi dapat diselesaikan di tingkat

taman nasional.

5. Kolaborasi mestinya menjacli keria sama yang terlembagar bukan lagi

personal yung *"l,,pukan perwakilan lembaga' oleh karena iLu' perltr

dilakukan kerla sama mulai dari perencanaan sampai dengan monitoring

clanevaluasisehinggakomitmendankinerjakolaborasidapatdir.rkur.
Mungkin p"rtu udu'i'atu lembaga yang bertugas mengevaluasi kineria

kol aborasi.

Komunikasi yang baik dan saling menghargai merupakan kunci menuiu

tahap kolaborori ,"li',ilutnya' Beberapa l<egagalan komunikasi terjadi karena

ada pihak yung nr"ruru aii"t"tt-;"t"ttkan dan diungkit-ungkin kesalahannya

cli masa lalu sehingga merasa tijak dihargai. Pengakuan terhadap hasil kerja

fang sudah clilakuian dilakukan oleh para pihak juga merupakan salah satu

iut!",,,ing yang perlr-r diperhatikan dalam menrbangun kolaborasi'

Kotak2.Peng:riamanKemitraanWWF-DFlDdiTNCunungRlnjarni,kemitraan
dibangun untuk mengembangkan Perencanaan partisipatil program

ko nserv't:i

PAR (Participatory Action Research).di Rinjani t"b181i,:,t^1:?l

prinsip membangun-ku,it'u'n untuk perencanaan partisipatif

proSram konservasi

Permasalahan yang sering terjacli di sekitar kawasan Cunung Rinjani adalah

senB,kela anllr.t pemcrini ,n,r.,i mJsyJrak.rl, .tnl,rr scs.rm.t \^,rrAr m.lsyJrakat, dan

.rnlar inst,tnsi pemcrinlah l'*rkcn'r'rn deng,'rrr.peni'rrahan hut'rn dan hasil hutan'

\ertJ pemhuk,ran l.rh,rrr't..,n,'n fr.'t'tni.'rn Uriuk il' wWt -tnaonesi'r mcngaiak semua

pcmrng,l.u kepentrng,rn f.t"I nt-tf"t-gial'rn di k'rt'tlsan Riniani unluk mcnyusun

ll;,,;'.;:p;,.,sJ1.1,,,,n'i,",,1'tn"''nit'' ir'r'yar'rkat dan pemerintah untuk kepenting'an

konservasi kiwasan Cunung Rinjani'

Seiumlah 68 lembaga terlib'it dal'rm.l'egiatan ini' yang meliputi instansi

pemerinl,rh, l)crAUrtt,ln rin[gi, cl't't organis't'i kemasy'lraLlt'tn''lim inti pcl'lksana

PAR Riniarri terrliri cl.rri iiil;;tH' ylrng dikukuhkan dengan SK Cuhernrrr NTB'

linr inti ini bckcrl.r d,rl.-rm hirl.rng pIioritas lerlenlU,.tnt.ti.r llin rcsolttsi konflik'

sosi:rl ekonoml,lnn "tltngi;;;;8:itl'"; 
sunrber' daya alam' metode-metode

-partisipatif, 
sesr-rai kompetensi masing-masing'

Progratn PAR Ri n j an i berh;isi I mem perlemuk"" l:l-"Tl:**.:::i"p., l:*Hra)('l.tlll rnl\ l\llll(

.",.,,-.1;.;;il,; .l,r'.rr ini,,im.rsi hcrs.tm.t d,rn meng,alur perJn d'rn tlnggung'iaw'rh

;:;,,, pih:k. tctntasuk *,';;';i:'i'Ji'80 'le*'r '"itit" k''*'''an Riniani' Hal ini

dim,rl.'udl<,trr .cl).rll,rl ..,r,.,i 

"riu 

t ar'l 
'nruk 

*"ntl.r'tng'ttn l<eri'tsama dan mengur'rngi

kemungkln.ln sengl.el.r sumht'cl''y'l ll'tm' serla mcngh'rtilkan rekomendasi zon'rsi

Taman Nasion r/ Rirri-tnl
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Petikan pelajaran dan Tantangan ke depan:
- Upaya mengurangi konflik dapat dilakukan rnelalui perencana;rn bersama, di

mana semua pihak saling merrerima pendapat dan memahami kepenting.rn
pihak lain.

- 1-erwujuclnya rencana pengelolaan bersanra kawasan yang dihasilkan PAR
Rinjani ke dalam pelaksanaan, masih sangat ter;lantung pada komitmen lebih
lanjut dari para pih:rk.

Kotak 3. Pengalaman Kemitraan WWF-DFID di TN Cunung Rinjani, kemitraan
untuk membangun mel<anisme pembayaran jasa lingkungan.

Pembayaran Jasa Lingkungan: Studi K

Rinjani sebagai sumberdaya air di P.

Pulau Lombol< dengan luas 2500 km2 se,
kabupaten yaitu Lombol< Ilarat, Lombok Teng:rl
Propinsi Nusa Tenggara Barat. Dari total pendud
56,8 Y,, terbilang miskin. Sebanyak 600.000 tinl
Rinjani dan sisanya tinggal di k:rwasan perkotaan
di pulau Lombok ini adalah jenis lahan kering
pcrkehunan lcrlentu yang daprt dikemb.rngkrn.

Kawasan hrrtan Ilin jar.ri selr-ras 125.000 hii
tangkapan dan resapan air di Pulau Lombok. Kaw
sungai besar, dan mensuplai 421 sumber mat::
degradasi lingkungan dikawasan hutar.r rinjar.ri tel.
supply air. 15 tahun belakangan ini 40 % sur
mengalami penurunan debit air yang cukup signif
terus meningkat. Krisis air ini menimbulkan kor
yang dilakukan oleh LP3ES di tahun 2002 me
pertikaian di tingkat masyarakat adalah akibat pe

Menyadari pentingnya kawasan rinjani se

WWF-lndonesia bersama Konsepsi NTB, PD,
menggagas mel<anisme pembayarran jasa IinS
membangun kesepakatan bersama dalam peng,
hilir khu'usny..r klbupaten lomhok IJar'.rt dan (
mekanisme ini dilakul<an kajian tentang kesediaan
dan petani pemakai airoleh PDAM dan Konsepsi.
masyarakat bersedia membayar Rp 1000,-/bula
rinjani. Proses lain yang sedang dibangun adalah n
Surat Keputusan Bers:rma (SKB) antara Bupati Lom
SKB ini mengatur hak, tata c:rra/mekanisme, leml
efektifitas program jasa lingkung:rn. Sampai saa
pembiayaan konservasi sumberdaya air, yaitu: p

swasla dengan dul<ungan pemerintah r-rntuk n
sumberdaya :iir, sl<ema tanggungjawab atas peliiy
publik sebagai t:rnggungajawab perlindr-rngan m.

di Kasus Kawasan Hutan C.
i P. Lombok
n2 secara administratif terbagi atas .3

:ng:rh, dan Lombok Timur, di bawah
ndudr-rk yang mendek.rti -3 jr-rta orar.rg,
r0 tinSgal di kawasan sel<itar Cunung
otaan sekitar gLrnung. Mayoritas lahan
ering, schingga hanya pertar.rian dan

1kan.

0 ha merup;rl(an s.rtu-satrrnya urilayah
. Kaw;rsan hutan Rinjani ini rtrengairi 4
mata air. Namun dengan terjadinya

ni telah memberikan dampak terhadap
/o sunrber mata air telah hil;rng atau
signifikan, sementara itu kebutLrhan air
n konflik sosial dimana dalarn l<ajian
2 menunjukan lebih dari 157 l<asus
rat pernrasalahan .rir.

rni sebagai daerah res.tp.in air maka
, PDAM Mataram dan Pemda NTB
r Iingkungan yang bertujuan untuk
pengembangan tanggungjawab hulu-
lan Kota Mataram. Cuna mendukung
liaan membayar para pelanggan PDAM
;epsi. Dari hasil kajian diketahr.ri bahwa
/bulan/run'rah tangga bagi konservasi
rlah nrendorong legalitas iormal melalui
i Lombok Barat dan Walikota Mataram.
, lembaga pengolala dan elisiensi, dan
ri saat ini telah disepakati tiga skema
itu: pengorganisasian masyar.rkat dan
tuk membagun pem.rhaman tentang
pelayarran air, dan skem.r pembayaran
rn mata ;rir.

Petikan Pelajaran dan Tantangan ke Depan:
- proses penyusunan kebijakan clitingl<;rt daera.h/lokal harus terus didorong semua

,ihak. |.cre6iaan ma'yailkal dln pclaku u.ah.-r ttnluk memlrerik.rn pemh.ty,tr.tn

["*f.n,r.il- illingres ro p,rr par'l,r ].-rs,r lingkungln diharapk.tn .rkln scmakin

tinggi bila berclasail<:rn ke'bilakan hul<um formal di tingkat lokal'

-SudahacJaRaperdaJasaLingkungandiKabupatenLombokBarat.Secara
irmum perda ini akan -"ngi-tur pengelolaan iasa lirrgkungan, dimana 70u1,

Jana ;asa lingl<ungan yang terkumpul"akan dikembalik.rn ke alam, baik trntuk

kegiaian konlerva-si dan rihabilitasi kawasan hr.rtan/sumber mata air maupun

,n?..ifi n.,,"naukung kegiatan perel<onomian masyarak.t sekitar obyek jasa

I i ngkungan.

- Mekanisme pembayijran. Konsep P;ryment.for Environmental services yang

diliembangkan cli l(abupatcn L.,nrhok 
'Uarat 

dan Kota M.taram adalah alternatif

i."i,li,,i.,,ir"lrrl. nrel.rkuk,)n kons('rv.rsi dcng,rn,pcndan.ran mandiri d,rri

pen*g,Un.lsumlrclclay.r.tllmtl.tnling,krrng.an.Hllinil.lhy.rngaklnmcmllangtrn
suatu tanggLrng yawab p"ro p"nggi'na intLrk melakukan konservasi terh:rdap

rrnlt.ra,irl al.Yrm dan li'ngkungan ii kawasan itu. liancan5ian mek:rnisme r-rntuk

transaksi hulu-hi lir a,tal)in pEmnayaran denean mempergunakan Lembaga

lntermerli'rry {Liad'rn peng*lt'i'' d'rna k"nscrvasir' "Kepemilikan" dalam lcmb'rg'l

intermediary diupay.rkan merepreserlt.rsikan para pihak yang secara reguler

J.,pu, n 
".6"ril<an'bantuan 

pembiayaan -uniuk 
konservasi. Beberapa pihak

tersebut antara l;rin masy.trakat pelanggan PDAM, perus:rhaan swasta, PDAM,

dan pcmerint:rh. Kesepahaman prra pinot ai;oaitnn sebagai statuta pendirian

perl.umpul.rn/org,tttis.tsi pegelol,r d'rn'r l'onserv'lsi'

- lnisiatif ini ikut menginspirasi proses perumusan.dan penyusunan kebijakan

nasional yaitu RancTrngan Peiaturan Pemerintnh tentang Pengelolaan Jasa

Lingl<ungan

- Konsep lndepenclent body d.rlam inrplement.rsi PES. Organisasi ini pada

f"f."fi y" beifungsi s.,b"gal lembag.r yang akan mengelola pembiayaan trntuk

i<onrervasi 'umlrcrrlayi alr- jlr.i birbagai sttmber pcnddpalJn d'rn

melaksan.rk,rn pr.t". (on,"rvlsi hersama dengan m'-rsyarakal hulu selaku

p";t;t; iryonrn konservasi. Lembaga ini akan mendapat legitimasi melalui

5r rirputi afar dapat melayani kepentlngan publik dan "mengikat" para pihak

ynng -"-'iliki [<epentingan langsung dengan tersedianya air secartt

berkelanjutan'

KEMITRAAN DAIAM PENGELOLAAN TAMAN NASIONAL
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3. TAMAN NASIONAL TESSO NILO

lsu Utama/ Permasalahan
Ancaman yang paling nyata terhadap kawasan hutan TN Tesso Nilo

adalah pembalakan liar dan penjarahan lahan. Pembalakan liar terjadi hampir

di seluruh wilayah di dalam hutan Tesso Nilo. Hal tersebut dipicu oleh kondisi

ekonomi masyarakat di sekitar hutan serta kebutuhan akan kayu yang

demikian tinggi, ditambah lagi adanya akses ke dalam hutan yang sudah

cukup lancar dengan dibangunnya koridor-koridor jalan di dalam hutan oleh

bekas HPH dan perusahaan-perusahaan besar seperti RAPP. Pengawasan yang

lemah dari instansi pemerintah di bidang ini juga menyebabkan aktivitas

pembalakan liar dapat berlangsung dengan leluasa.

Penjarahan dan klaim lahan juga banyak dijumpai di kawasan hutan

Tesso Nilo. Pelaku penjarahan dan klaim lahan umumnya adalah masyarakat

setempat yang kondisi ekonominya terbatas serta memerlukan lahan untuk

memperluas kebun dan menggantungkan hidupnya. Namun dijumpai juga

adanya masyarakat luar yarrg ikut melakukan pelanggaran ini. Masyarakat

dari luar biasanya diundang oleh elite desa yang memiliki kepentingan untuk

menguasai lahan yang pada gilirannya akan mengkonversi hutan menjadi

lahan perkebunan. Di samping itu, spekulan tanah juga mulai bermunculan

dengan tujuan memperjual-belikan lahan dan membuat kebun sawit.

Degradasi hutan Tesso Ni lo yang terus menerus tersebut juga mengancam

kekayaan hayati yang dikandungnya. Kehilangan habitat merupakan faktor

utama yang mengancam kelestarian satwa besar seperti gajah dan harimau

di kawasan tersebut. Berkurangnya habitat mengakibatkan meningkatkan

frekuensi konflik antara masyarakat dan perusahaan perkebunan dengan gajah.

Konflik antara masyaral(at dengan harimau juga dijumpai pada beberapa

lokasi. Konflik yang terjadi ini biasanya diakhiri dengan terbunuhnya gajah

atau harimau yang dianggap mengganggu.

Di sisi lain kantong-kantong habitat gajah di Riau yang semakin hari

semakin banyak. Pada 1985 terdapat 11 kantong gajah menjadi 17 kantong

gajah, ini berarti terjadi fragmentasi habitat hutan lebih jauh sebagai habitat

gajah. Dengan semakin sempitnya kantong-kantong habitat tersebut, maka

hampir setiap hari didapati konflik yang muncul antara manusia dan gajah.

Cajah kekurangan habitat sebagai tempat mencari sumber pakan, sementara

di sekitar habitat mereka telah dibangun perkebunan sawit, di mana jenis ini

merupakan salah satu ienis pakan yang disukai. Selain itu dari perilaku

ekologi, gajah selalu mengunjungi tempat tertentu secara periodik' Ketika

kelompok tersebut mengunjungi tempat tersebut kini telah dibangun

peruntukan lain sehingga benturan tidak dapat dihindari lagi'

Salahsatusolusiuntukmengurangikonflikantaragajahdanmanusia
adalahmembangunSuatukawasanyangdiperuntukkanuntukmerelokasi
gaiah-eaiahvangberkonflik.Halinisemata-matauntukmenyelamatkan

floprlJri't"rsebrldiri pembunuhan dan perburuan oleh pihak-pihak yang

mengambil kesempatan dari konflik tersebut. Secara garis besar, permasalahan

di TN Tesso Nilo dapat diuraikan sebagai berikut:

'l . KetidakPastian batas kawasan

Salah satu persoalan Taman Nasional Tesso Nilo adalah tumpang tindih

status kawasan. Hal ini mengakibatkan terdapatnya penggunaan lain

dalam kawasan taman nasional seperti akasia PT Riaupulp, berbagai

koperasi masyarakat, okupansi liar dan sebagainya' Tumpang tindih ini

merupakan salah satu kendala dalam membuat tata batas taman

nasional.

2. LemahnyaPengelolaan

Kelemahan pengelolaan menyebabkan maraknya pembalakan liar'

okupansi lahan oLh koperasi masyarakat untuk dikonversi menjadi kebun

kelapasawit.sebelumditunjukmenjaditamannasionalkawasanini
dikelola oleh PT lnhutani lV yang iuga sangat minim pengamanan

kawasan.

setelah menjadi taman nasional, kawasan ini dikelola oleh Balai KSDA

Riau sebelum ditetapkannya unit pelaksana teknis pengelola taman

nasional. Balai KSDA Riau sampai saat ini belum mengalokasikan staf

yangkhususmengelolatamannasionalini,kecuali3orangstafdiSeksi
Koniervasi Wilayah I Rengat, di mana kawasan Taman Nasional Tesso

Nilo ini berada dalam wilayah kerja seksi konservasi tersebut.

SaatiniBalaiTamanNasionalTessoNilotelahterbentukdanRPTN
telah disusun secara kolaboratif' Capaian ini merupakan capaian

kolaborasiyangcukupsignifikanterhadapperbaikankondisisumber
daya alam cli Tlsso Nilo. Hal ini dapat diindikasikan dengan semakin

menurunnya prembalakan liar pada tahtrn 2005 dan 2006'

KE I\,'I ITRAAN DALAM PEN G E LOLAAN TA]\,']AN NASIO NAt
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3. Pembalakan liar
Pembalakan liar merupakan ancaman terbesar sebelum kawasan ini
dinyatakan sebagai kawasan konservasi. Pada waktu itu pembalakan
liar melibatkan perusahaan pulp and paper di Riau, para cukong besar,
elit masyarakat dan sebagian masyarakat dari desa terdekat. Faktor
yang mendorong tingginya aktivitas pembalakan liar disana adalah
minimnya pengelolaan di lapangan termasuk oleh perusahaan HPH yang
berbatasan langsung dengan Taman Nasional Tesso Nilo, adanya akses
jalan yang dibuat oleh HPH dan PT Riaupulp menuju hutan dan sangat
lemahnya penegakan hukum oleh aparat pemerintah. Namun dengan
terbentuknya BTN Tesso Nilo serta inisiasi kolaborasi antara Taman
Nasional, Perusahaan HPH, Masyarakat lokal dalam sebuah konsorsium
untuk community development, maka mulai terbangun pemahaman
mengenai pentingnya menjaga sumber daya alam.
Okupansi lahan
Pada saat ini, terdapat 13 spot okupansi lahan di Taman Nasional Tesso
Nilo dan kelompok hutan di sekitarnya (lihat Cambar 15). Diperkirakan
3.800 ha telah dibuka untuk kegiatan perkebunan kelapa sawit.

Elit lokal seperti kepala desa, tokoh adat atau tokoh informal desa
lainnya memberikan akses kepada pelaku okupansi. Oleh karena itu sebut
saja mereka Aksesor. Atas nama perluasan desa mereka memberikan ijin
desa secara tertulis kepada pelaku okupansi untuk menggarap lahan hutan
yang mereka klaim ada di wilayah administrasi desa atau wilayah adat
mereka. Mereka mendapat uang dari memberikan akses ini dari pelaku
okupansi untuk pemasukan mereka sendiri.

Sementara pelaku okupansi pada umumnya masyarakat di luar dari
desa, kecamatan, kabupaten atau bahkan luar Provinsi Riau. Kebanyakan
mereka adalah masyarakat miskin yang memang lapar lahan, tetapi sebagian
juga mempunyai uang untuk kepentingan spekulasi lahan bukaan baru
tersebut.

Dengan berkurangnya potensi kayu dan meningkatnya operasi terhadap
pembalakan liar, maka terjadi pergeseran ancaman hutan yaitu dari aktifitas
pembalakan liar menjadi aktifitas okupansi lahan. Jika pada pembalakan
liar kita berhadapan dengan cukong, aparat dan masyarakat setempat, maka
pada okupansi lahan kita berhadapan dengan para elit lokal yang memberikan
akses kepada pelaku okupansi yang pada umumnya orang luar.

KEMITRAAN DALAM PENGELOLAAN TAI\,4AN NASIONAI

Pendekatan Kolaborasi
Tesso Nilo merupakan satu-satunya harapan terakhlr untuk membantu

mengurangikonfliktersebut'Namundemikian'disisilainkawasanTNTesso
Nilo"juga 

"rurut 
ukun konflik, konflik kebijakan, konflik pemanfaaran ruang/

dan kasus-kasus perambahan dan pembalakan liar. Untuk itu inisiasi kolaborasi

mulai dibangun melalui kesepahaman para pihak mulai pemerintah pusat

hingga musy:arakat tradisional yang tinggal di sekitar kawasan Beberapa

periiekatan kolaborasi yang diiakukan adalah melalui pendekatan

kelembagaan, tata ruang, penifgkatan kapasitas' dan kegiatan pengelolaan'

1. Pendekatan Kelembagaan

Pendekatan kelembJgan dilakukan melalui pembentukan lembaga

kolaboratifdiantarap"arastakeholderyangterlibatdalampengelolaan
Taman Nasional Tesso Nilo' Beberapa kelembagaan kolaboratif yang

telah terbentuk adalah Forum Masyarakat Tesso Nilo' Yayasan Taman

Nasional Tesso Nilo, Iesso Nilo Trust Fund' dan Konsorsium

PemberdaYaan MasYarakat'

Cambar 15. Peta Spot Okupansi Lahan di TNTesso Nilo dan Sekitarnya

PELAJARAN UNTUK TRANSFORI\'4ASI KEBIJAKAN



Forum Masyarakat Tesso Nilo diinisiasi pada tahun 2002 untuk
membangun komitmen di tingkat masyarakat yakni di 22 desa sekitar
Tesso Nilo. Proses ini diawali dengan sosialisasi pentingnya kawasan
hutan Tesso Nilo untuk pelestarian konservasi gajah dengan tujuan utama
mengurangi konflik antara manusia dan gajah. Akhirnya, Februari 2004
masyarakat di 22 desa sepakat untuk membentuk suatu wadah bagi
komunikasi dan perwakilan mandat mereka clalam rangka berpartisipasi
dalam membangun kawasan konservasi resso Nilo. Mereka sepakat
membentuk suatu forum yang dinamakan Forum Masyarakat Tesso Nilo.
Forum ini terdiri dari perwakilan tokoh-tokoh adat dari daerah masing-
masing.
Yayasan Taman Nasional Tesso Nilo merupakaan trentuk kerembagaan
yang disepakati oleh para pihak sebagai wacJah untuk
mengkoordinasikan dan mekanisme pembiayaan kegiatan kolaborasi
pengeloaan TN Tesso Nilo. lnisiasi pengembangan yayasan ini sebagai
hasil dari 5 kali lokakarya yang dihadiri oleh para pihak ( pemerinrah
pusat/dephut, pemprov pemkab Pelalawan, lndragiri Hulu, perwakilan
perusahaan perkebunan sawit, dan perusahaan HTl, Forum Masyarakat
Tesso Nilo, dan Jikalahari). Namun demikian bentuk yayasan ini masih
akan dibahas kembali terkait dengan fleksibilitas untuk mengakomoclasi
kegiatan-kegiatan teknis kolaborasi di lapangan. Masih adagagasan di
kalangan para pihak untuk mengembangkan suatu Forum untuk
memfasi litasi kegiatan-kegiatan teknis di lapangan. sehingga yayasan
akan lebih berfungsi untuk /und raising dalam menunjang kegiatan-
kegiatan kolaboratif. Hal ini mengingat potensi kawasan di mana
kegiatan kolaboratif yang dikembangkan tidak bersinggungan dengan
kegiatan yang berkaitan dengan kegiatan ekonomi seperti ekowisata
dan lain-lain. Sehingga diperlukan sumber pencranaan cukup bersar dan
berkesinambu ngan.
Tesso Nilo Trust Fund merupakan lembaga kolaboratif yang diinisiasi
oleh wwF-lndonesia untuk menindaklanjuti kegiatan kolaborasi
pengelolaan di Tesso Nilo yang berkesinambungan. Sehingga secara
tidak langsung donor internasional maupun dalam negeri dapat
berkolaborasi dalam mendukung pendanaan kegiatan-kegiatan tersebut.
Konsorsi u m Pemberdayaan masayarakat meru pakan rembaga kolaboratif
yang masih relative baru. Lembaga kolaboratif ini dibentuk Mei tahun
2006, dengan tujuan untuk men.ialin kerjasama antara perusahaan di

sekilar TN Tesso Nilo dan Pemerintah Daerah serta BTN sendiri dalam

rangka pemberdayaan masyarakat- Hal ini agar dana Corporate Social

Reiponsibi/iry (CSR) dari perusahaan-perusahaan tersebut dapal

dimanfaatkan secara optimal, kegiatannya tidak tumpang tindih, dan

dapat diselaraskan dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah

desa. Dari 13 perusahaan yang ada di sekitar Taman Nasional Tesstr

Nilo, baru B perusahaan yang tergabung di dalam konsorsium'

Secara umum, peran kelembigaan-kelembagaan kolaboratif ini adalalr:

a. Pengambilan Keputusan: terhadap masalah-masalah yang hartrs

dipecahkan bersama, misalnya dalam penataan batas, penetaprrt

sistem zonasi, dan peran para pihak dalam mendukung

pengamanan, pemanfaatan kawasan, dan pemberdayaan

masyarakat.
b. pembagian Peran: di dalam kolabrorasi ini telah diatur pembangi.rrr

peran Jan tanggung jawab para pihak yang dituangkan dalarrr

matriks ,"..... strategis kolaborasi pengelolaan Tesso Nilo'

c. Distribusi Manfaat: berupa manfaat-manfaat yang akan diterirrt't

oleh para pihak mulai dari berkurangnya konflik gangguan gaialr'

pengembangan ekonomi masyarakat desa, stabilitas batas tanr'ttt

nnsional, dan kenyamanan berusaha bagi para pengusalr'r

perkebunan dan kehutanan di sekitar kawasan.

Pendekatan Tata Ruang
Lebih jauh penataan ,r.ng yang dapat diperankan oleh Pemprov tl'rtt

Pemkab mengarahkan pemanfaatan ruang dalam Rencana Tata lltt.tttli

Wilayah Provinsi dan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten satrr't

sama menatapkan kawasan Tesso Nilo sebagai karnzasan lindung. l't'rltr

diketahui sebagian kawasan tersebut saat ini masih berfungsi scb'r1i'ri

kawasan budidaya kehutanan. Sehingga karnzasan TN mcnrilil<i

kepastian kekuatan hukum selain berclasarkan pada SK Mcnlrrrl

penunjukan taman nasional tetapi masuk ke dalarn Perda tata rtr.rtrg rli

tingkat provinsi dan kabupaten yang bersinggungan.
Oalam konteks pengelolaan, batas taman nasional telah dibahas trcrs'tttt'r

para pihak. pembahasan ini cukup lama mengi ngat secaril ny'rt'r rli

iupungun telah tumpang tindih dengan pemanfaatan lain yaitu HTI 'rk'rsi'r

dan plrkebunan kelapa sawit. Pembahasan dilaku-lkan oleh Pertts.rh.t,ttt

HTl, Perkebunan sawit, Forum MasyarakatTesso Nlilo, Dinas Kchtrt.ttr,rtr

2.
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Provinsi Riau dan Dishut Kab' Pelalawan dan lndragiri Hulu' Badan

Planologi Dephut yang difasilitasi oleh WWF'

Kemudian di dalam pe"nentuan zonasi terutama zona pemanfaatan yang

."rrfuf."" bagian dari Rencana Pengelolaan Taman Nasional Tesso

Nilo telah disosialisasikan kepada puru pihuk. Sehingga memungkinkan

masyarakat tradisional masih dapat memanfaatkan dan memiliki akses

pemanenan madu sialang (maiu hutan yang bersarang pada pohon

sialang). Dalam Kotak al WWF telah membantu masyarakat untuk

mengembangkan produk madu agar masyarakat terlibat aktif dalam

meliXdung plnon sialang di dalam taman 
.nasional'

Dukungan pemerintufr Du""h terhadap konservasi alam dan

p"*r"fi""" serra akses masyarakat terhadap madu si al ang san gat ti nggi

terbukti dengan baru diteta[kannya peraturan Bupati Kuantan Singingi

Nomor 4 tahun 2006 tentang Perlindungan Pohon Sialang dan Hutan

Kepungan di Kabupaten Kuantan Singingi'

Pendekatan Peningkatan Kapasitas

Upaya untuk peninBk";";';:; finak rel'n^disusun di dalam rencand

sr ral esi s kor aborasi t Js" i'i# I"'1 * 
1'^ 

-rT:115?il:[T:1[ 
I ii:

.*O'L"O'"g, lokalatih' dan pembuatan I

dengan informasi seputar kawasan di Tesso Nilo'

Diharapkan ttotuUo'u'i"in'l"ntft meniamin pengembangan berusaha

terutama bugi *u'yu'ip;;'tt;;tit"al yang. tinggal di sekitarnya dengan

memanfaatkun oot"no)io;;;;;;; uau i'n iiutu' p"*unfaatannva di

dalam zona Pemanfaatan'

t*na"t r,un Kegiatan Pengelolaan

Pendekatan kegiatan ;;;;"1;"" oll"^1"0"' melalui pengamanan

kawasan, penataan batal dan zonasi' penyusunan RPTN' dan

;J;# o.:tl,l 
TllTlif::-il"tlin,",,,,si awar koraborasi

a. Pengamanan
pengelolaan alt"" rtrrio telali"dibuut t*oU para pihak untuk

penBamanan k"*;;"; MoU ditandatans'ani oleh Dephut' Pemprov

Riau, Pemkat t#";;;' ei niuu eutp u'nd Pup"" dan wwF' Tindak

lanjut dari MtU';;J'itelah dibentuk tim ierpaclu pengendalian

f"rnf'utukun liar di Tesso Nilo'

b penataan o"'"1 0"" i";;l:i:Yl.i:t*:l ::,:, *1;T, 
oi,lX1*"

. E:T,:'l*: $Tl,);':"""ff'li':1;;il; ;engembansan

pengelolaan;-ii;;tt -uoi"nguh ai'u'un RPTN Tesso Nilo' Draft

ini relah airoriuiirurir.an kepada para oihak di resso Nilo: Pemprov

Riau, Forum d';;iil*i 1ii"'' 
Perusahaan' Pemkab Pelalawan

d g::lllllil [li]i.i.ill::il:liie:^ sarah: Masa'un-l*g':o:l

menonjor o, i;r; ;i;rJ"r"^ kolttit yung terjadi anrara manusra

dan gaiah' auiu' bentuk p"'ng'usukaln kebun masyarakat'

perumahan' d* iJ"; L""'uhu l"'';;"' Untuk mengurangi konflik

)).

Kotak 4. Pensalaman Kemitraan WWF-DFID di TN Tesso Nilo' kemitraan di

b;;;rn untuk mengembangkan produk madu

4-
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H ri:l'l: ili *'Jl'Hglu I
ii"""# iii. iooo/ki logram meniadi Rp7'000'-/t<t toBl' 

onhon sial ang sebagar^ sumber

:*il:i:tl#lnffi :"nil;::i:?h:[fiii:rs:l*:":'*"'lltl*ii"ff[

h:iilif 1 3d:1.'.x :l'irifi i"{i}i' .1[:Tffi 
' ;il; il;h'd'n Rp 25 u'li

iehcsdr Kp. ruu t''' ""'", 
dlrurangi ol6h l"boh.

untuk Pnhon Yang belun

Madu Produk Konservasi di Tesso Nilo

MasYarakat lokal di TN Tesso Nilo telah melakukan usaha perlindungan

nr.un'r."iJlgu;;;;; r"["r1 nr.* triatang) berda-sarkan aturan adatdan peraturan

desa. Usaha-urrr,, p"*r,iil'''" fu'"^ti *"otl' du'ipohon sialang sebagai alternatiI

sumber pendapatan "k"il;;;'"[ 
r'"itt"tin'*t'ungan melalui kegiatan pemanenan

yang lestari, pengolahan p;'l; ;"""" *'d' yan[-higienis' dai pemasaran hasil

nroduk madu. pemasurrnufiLi "dti;i;il ;i' L"'l'"'Jp' wi I ayah pasar seperti di

Eruilr":;,pJ;;;; i;ililffiI"k rta bekerlasama clengan personal dis-

tributor Pengecer.
Maclu Sialang berasal dari lebah liar (Avis dorsata) yanE bersarang pada pohon-

oohon tertentu seperti ;;;K;;t;g, [Sto9:' Ara' Kedu"ndung Terap' lelutung'

Meranti Batu, dan trinnyo."eor"iri ","rau ii i banuai terdapat didalam dan diluar

kawasan hutan I aman luj'*i i;;; N ito aan' ai. n'lil {1v^1::"'}.\1,11,'J ll
[:ffi:il lg:]jflli:r);i;"; Darar, Kabupaten Kuanran singingi, tgldapat 154

pohon sialang drn di p"sul-'lui K"rnbung. Bunga Kecamatan Ukui Kabupaten

Pelalawan Lercatat ,r, p.n#I'gi';'iyntik'u'' riad' sialang' merupakan sumber

oendapatan keclua serelah karet' Pemanenan madu sialangf biasanya dilakukan

["J.irrrr" hari secara berkelomPok'

Adall2KepalaKeluargayanBterlibalakrifdalamkeeiatanusahapemanenan
madu di 6 desa di r..".. roirrinl,ahbarar dengan chrkunpa"n l6 kelompok pemanlat

poho n s i a l a n g. t"t r' p r n'"fi ;; i' fi {v* i:*-l*l;.".',: 
n:: 

^i 
i l J.::tili: :::: ijf firil ii:B;;:ft1[H.^, 

";".c"*bl;s'n b'a i a'v' madu I esso N i ro seca ra
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tersebut telah dibentuk tim mitigasi konfrik gajah di resso Nilo
yang dinamakan Elephant Flying squad. Tim ini terdiri dari 9 orang
dengan empat ekor gajah jinak yang bergerak secara mobir dari
satu lokasi ke lokasi lain untuk mengusir gajah pengganggu ke
dalam habitatnya. sementara tim ini difasilitasi oleh wwF, dalam
waktu dekat PT Riau pulp and paper akan memfasilitasi tim baru
yang juga melibatkan masyarakat setempat di dalamnya. saat ini
BKSDA sedang merintis pembentukan tim penanggulangan
Gangguan Satwa Liar yang terdiri dari komponen Dinas kehutanan,
Kepolisian, Militer, Bappedalda, LSM dan Masyarakat untuk yang
akan berfungsi sebagai tim rescue (seperti 91 1 ) terhadap gangguan
satwa liar seperti Cajah, harimau, buaya, dan beruang madu.

Capaian Saat lni
. Pembentukan gugus tugas (rask force) penanganan pembalakan liar di

Tesso Nilo yang terdiri dari Dephut, pemprov Riau, pemkab pelalawan,
PT RAPP, dan WWF.

' Pembentukan Forum Masyarakat Tesso Nilo yang terdiri dari tokoh+okoh
adat sebagai perwakilan dari 22 desa sekitar Tesso Nilo.

' Pembentukan Elephant Flying squad untuk mitigasi konflik manusia
dengan gajah di Tesso Nilo.

' Pembentukan draft kelembagaan dan struktur pengelolaan Tesso Nilo
Trust Fund.

' Kesepakatan para pihak (Dephut, pemprov Riau, pemkab pelalawan,
Pemkabr lndragiri Hulu, Forum Masyarakat Tesso Nilo, pr RAPR pr lnti
lndosawit Subur, Jikalahari):
a. Sepakat untuk membrangun kolaborasi untuk mendukung

pengelolaan Tesso Nilo.
b' sepakat membentuk kelembagaan sebagai wadah kolaborasi

tersebut dalam bentuk yayasan (yayasan Taman Nasional Tesso
Nilo).

c. Rencana strategis kolaborasi pengelolaan Tesso Nilo.
' Pembentukan konsorsium perusahaan dan pemerintah daerah dalam

program community development

' Pembentukan tim gabungan penanganan gangguan satwa liar (dalam
proses)

Pembelajaran Dari Kolaborasi

1. Komunikasi dan negosiasi yang dilakukan secara tertls lll('ll('rus

merupakan salah satu alat yang dapat digunakan untuk rrrcrri'rga

komitmen para pihak terhadap kesepakatan-kesepakatan kol;rlxrr'rsi'

Darikomunikasidannegosiasiinipuladapatditemukanatl.lrrya
kebutuhan.kebutuhanbersamayangdapatmenjaditujuankrrlall<lrasi
pada tahaP berikutnYa.

2. Common interest harus clibangun terus untuk memepertahankan

komitmenparapihakyangterlibatdalamkolaborasi.Commoninterest
ini mestinya dibangun mengikuti perkembangan permasalahan yang

ada di laPangan.

3. Leadershiip baik formal maupun informal merupakan hal penting yang

mempengaruhi keberhasilan kolaborasi terutama pada tahap awal

kolaborasi.
4. Pada situasi di mana terdapat pihak yang sangat berbeda pendapat atau

sudut pandang, perlu adanya katalisator atau fasilitator yang netral'

Pada beberapi kurrt, hal ini paling tepat dimainkan oleh Perguruan

tinggi atau akademisi.

5. Global trend menuntut produk ramah lingkungan dan memperhatikan

masyarakat sekitar hutan mempengaruhi kemauan para pihak untuk

berkolaborasi.Haliniterlihatsekalipengaruhnyaterhadapperrrsahaan-
perusahaan multi nasional, namun tidak bagi perusahaan-perusahaan

yang pasarnya hanya di tingkat lokal dan nasional' Hal ini karena

tuntutan konsumen iokal dan nasional rendah terhadap produk ramah

lingkungan.
6. r<olaborasi dapat mengeliminasi keterbatasan institusi' Hal ini karena

kekuranganyangadapadasuatuinstitusidapatdiisiolehkelebihan
yang dipunyai oLh institusi lain' Situasi ini dapat memperluas cakupan

kegiatan clan juga dapat meningkatkan keberlaniutan program terutama

uniuk progra.-"prog,u. yang saat ini didanai oleh lembaga donor'

Selain pengalarnun di atas, WWF-lndonesia juga telah mengembangkan

berbagai piog*. kemitraan di beberapa kawasan konservasi lainnya'

SeberJpa.ontoh kemitraan yang diinisiasi melalui PPAWWF-lndonesia-DFID

disajikan dalam Kotak 5-7.

KEMITRAAN DALAM PENGELOLAAN TAMAN NASIONAL
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Kotak 5. Pengalaman Kemitraan WWF-DFID di TN Lorentz, kemitraan di bangun
dengan melakukan pemetaan partisipatif tanah ulayat masyarakat adat
di dalam taman nasional

Kotak 6. Pengalaman Kemitraan WWF-DFID di Cagar Alam Mutis-Timau

Pemetaan Partisipatif di TN Lorentz
Taman Nasional Lorenz di Papua, dengan luas 2.505.600 hektar melintasi

16 distrik di lima kabupaten, yaitu Jayawijaya, Mirnika, Asmat, yahukimo, dan puncak
Jaya. TN Lorentz disahkan pada tahun 1997 dan ditunjuk sebagai World Heritage
oleh UNESCO pada tahun .l 

999.

wwF-lndonesia memfasilitasi pemetaan partisipatif bersama masyarakat di
tiga wilayah adat, yaitu Wetipo Heselo, Siep-Asso, dan Husagama, atas kerjasama
dengan Dinas Kehutanan dan YBAW (Yayasan Bina Adat weleli). Tuluan pemetaan
antara lain adalah untuk mendokumentasikan batas wilayah kampung dan
mengetahui potensi sumberdaya alam yang ada dalam wilayah adat. sela]n itu
kegiatan pemetaan juga sekaligus berfungsi untuk memantau perusakan oleh pihak
luar ataupun masyarakat sendiri. Hasil pemetaan lersebut dapai meningkatkan posisi
tawar.masyarakat dan dapat digunakan sebagai pedoman penyusunun rencana
pengelolaan sumberdaya alam, untuk menghindaii terjadinya konflik.

Pemetaan dilakukan dengan mengikutsertakan para pihak di tingkat kanrpung,
wilayah adat, distrik, kabupaten dan propinsi. Untuk membantu prosei di lapangan,
wwF-lndonesia mengangkat koordinator kampung yang berasal dari masyarlkat
adat setempat sekaligus sebagai upaya peningkatan kapasitas sumberdaya
masyarakat adat setempat.

Petikan pelajaran dan Tantangan ke depan:
.. Hasil pemetaan partisipatif oleh masyarakat bermanfaat untuk mengr,rkuhkan

saling pengertian antar kelompok masyarakat adat yang berbeda, terutama 
"mengenai

batas-bataswilayah antar kelompok adat. Pengakuan itas hasil pemetaan partisipatif
oleh pihak berwenang, sebagai masukan untuk pembagian tanggung jawab
pengelolaan kawasan masih perlu upaya lebih lanjut.

Pemetaan partisipatif yang diinisiasi dalam bentuk sketsa oleh masyarakat
perlu ditindak lanjuti dengan pJmetaan secara ketelitian koordinat g"ogroiir. Hul
ini dibutuhkan untuk pengakuan secara legal keagrariaan.

Selain itu, sebelum masyarakat memulai melakukan pemetaan partisipatif
perlu adanya kesepakatan dan aturan main bagain'rana peta ini bisa dimanfaaikan
dikemudian hari untuk mengantisipasi pemanfaatan informasi peta potensi kekayaan
alam oleh pihak-pihak yang tidak bertanggungjawab.

@

Konservasi Tak Mungkin Berhasil .lika Tidak Bermanfaat Bagi

Masyarakat
WWF-lndonesiamemetikpelajaranbahwatanpa.keterlibatanyang

mengunlungkan h.rgi nl.,ryorrt o, disekitar kawasan konservasi' niscaya tidak akan

f.,iio?i.rpri p"ny"iorno'o'n sumberdaya llam secara lestari' Membuat konservasi

bermanfaat ,ntrt t.noryurakat meniadi tantangan yang tidak bisa tidak harus

dipenuhi. i

DalamkacamataWWF-Indonesia,konservasitidakbisadicapaitanpa
keterlibatan penuh dari masyarakat. Masyarakat mesti ikut merencanakan'

melaksanakan, serta menikmatl hasil dan manfaat konservasi. Dengan kata lain

[oni"ruuri seharusnya b;tj;i;; iari, oleh dan untuk kesejahteraan.masyarakat

f""g,i"[g"f di dalam dun iir"kito, kawasan konservasi' Dengan demikian sttmber

liyl 
"f 

.!i lebih terjaga dan masyarakat menjadi lebih sejahtera'

Salahsatucontohkeberhasilaninidicerminkandalamusahaintensifikasi
p"t"rnukun untuk mengurangi tekanan terhadap hutan lindung dan Cagar Alam

Mutis-Timau, Nusa Tenggara fimur. WWF-lndonesia mendampingi masyarakat yang

,"frru trudiri.rnut *"ng!';;bala ternak di kawasan ini, untuk melakuka.n intensifikasi

uemeliharlan ternak' dan inseminasi buat.ln' Hasilnya lerladi penurunan
',-rerambahan hulan sebcsar 12"1, cl,rn l2 kelr,mpok masy.,rrakal dari l0.desa yanB

5i.rr.pi"s .;;p";;[h ;"ngha'ilan yang meningkal sebesar l- l'2. iura rupiah

per ekor iapi. Menurut sembYrlan t'.epala,bes'r dan Camat Fdtumndsi Kahupaten

iirn.,, t"ngrh Selat.rn: "i"gintun intensifikasi lernak sapi tin8o! ll"tTinlaat 
bagi

pen i ngkarJn pendapat an i3tu, ig" dan kami, tidak perl u l',gl 
-T"T!::', Iyl':q i["i;,f ili"". S"i;i; iiu kami iuga memetlukan peningkatan kapasitas tentang

pemasaran ternak."

Kebijakan 'Kolaborasi Pengelolaan Kawasan Suaka Alam Dan Kawasan

pelestaiia,intu., yung r"tui, dikelJarkan oleh Menteri Kehutanan (Permenhut. P'1 9/

Ha"nf..rt irlzoo+, tJng{-al 19 Oktober 2004) adalah langkah awal yang positif' namun

dalam implem"ntnli"nyu p"rl, sungg,h-sun88uh diperhatikan upaya pelihatan

masvarakat vdnp tinc.p.al di'dalam daX'jitekitai[awasan konservasi. Di masa datang

;;;i;i:; hin}roRS" r"rriri rronyur. menerbirkan kebiiakan yang.berpihak, kepada

ilr;;;;:;irin-,itti""Jir"r.iia, ka*o{an konservasi' lni penting, mengi,nga,tberdasarkan

penelitian WWF-lndonesia, seringkali akar penyebab kemiskinan di sekitar kawasan
'konseruasi, adalah kebijakan yaig tidak sesuai dan/atau tidak konsisten.

" Commu nity LmpowermenL adalah pi lar utama pekeriaan .\9.i:",*iti Vil.S

dilaksanakan olei WWf,tndonesia", kata Direktur Eksekutif WWF-lndonesla,

rrluLuriq Ahmad. " KeberhasiIan agenda konservasi kedepan akan;an,Sa111rgantung

oada kemampuan orqanisasi konservasi dalam mendorong pola pembanBundn

5l';;";; y;";L"*"ii,..ir"^, l"lJitrn sosiat, perlindungan.hak akses dan kontrol

."iy"rrr."t tlrhadap t,1;;;; duyu ulu*, dan sistem p-embiayaan yang dikelola

secara mandiri".

KEI\,4ITRAAN DALAM PENGELOLAAN TAMAN NASIONAL
PELAJARAN UNTUK TRANSFORMASI KEBIJAKAN



Kotak 7. Pengalaman Kemitraan WWF-DFID di TN Kayang Mentarang.

Penguatan Kapasitas rnstitusi Kemitraan pengelolaan Taman
Nasional

Dalam pengelolaan Taman Nasionar secara koraboratif, kapasitas
sumber daya manusia (SDM) perlu ditingkatkan. Titik kritis kapasitas SDM
untuk mendukung kemitraan pengelolaan taman nasional terdapat hampir di
semua lini, baik Pemerintah, Pemerintah Daerah, LSM, Masyarakat, maupun
Perguruan Tinggi/Lembaga rlmiah. Adapun isu kritis dalam pengembangan
SDM berkaitan dengan hal-hal berikut:

KEMITRAAN DALAM PENGELOLAAN TAMAN NASIONAL

Transfer pengetahuan (know I edge transfe r), dengan beberapa catatan,

antara lain:
. Bukan hanya melalui pelatihan atau cara konvensional lainnya.

. Melalui cara yang tepat dan disesuaikan dengan kondisi lokal.

. Level partisipasi ditingkatkan dalam transfer pengetahuan/tidak

asal dicekoki.
. Transfer pengetahuan dilakukan dengan
. lsu transfer yang tepat dan dari siapa

Drafting 6agi masYarakat.
. Fasilitasi akses informasi untuk mendukung

kemitraan pengelolaan Taman Nasional

ke lembagaan

Kapasitas disesuaikan dengan peran dan wewenanS/ dengan beberapa

catatan antara lain:
. Dalam pengertian kapasitas tersebut termasuk: Etika berperilaku

d a n p ri nsi p-p rinsip good gov e r n an ce (lr ansparan si d an aku ntabi I itas)

. Adanya profesionalisme dan menghargai sosial budaya setempat

. Peningkatan kapasitas di pemerintah daerah hendaknya juga

dilakukan di Pemerintah Pusat karena kemitraan prinsipnya adalah

kemitraan bekeria bersama dengan para pihak'
. Perlu ada penguatan hugungan kelembagaan antara para pihak

lnstitusionalisasi, dengan beberapa catatan antara lain:

. Kemitraan harus clilembagakan, diikuti dengan kejelasan

kewenangan masing-masing mitra
. Kejelasan representasi masyarakat sesuai dengan dinamika

interaksi sosial budaYa setemPat

Kaderisasi, dengan beberapa catatan antara lain:

perlu adanya proses, atau mekanisme kaderisasi yang sistematis dan

terencana sehingga tidak bertumpu pada pimpinan atau sekelompok

elit cli lembaga atau institusi tertentu. Dengan demikian diperlukan

pemetaan SDM berikut track record-nya masing-masing'

Leadership:
pimpinan atau koordinator lembaga kemitraan di Taman Nasional tidak

mutiak harus berdasarkan struktur formal, tapi berdasarkan leadershipnya.

Dan mekanisme pemilihan berdasarkan kesepakatan para pihak. Dalam

hal ini terclapat perbedaan pandangan yang mendorong agar kepala

BTN clijadikan koordinator mengingat peran formalnya dalam

pengelolaan taman nasional.

1)

Manajemen Kolaborasi di TN Kayan Mentarang

Kawasan TNKM didiami oleh masyarakat adat dayak dari .l 0 wilayah adat
besar. Kawasan tersebut merupakan kawasan milik masyarakat adat ,rJ'or, ,eluk
turun temurun. Pada tahun 1996 kawasan tersebut ditetapkan oleh pemeriniah
sebagai kawasan TNKM. Walaupun kawasan telah ditetapkun ,"busIi-ko*urun
TN, masyarakal yang tinggal di dalam dan di sekitar kawasan koniervasi tetap
diberikan jaminan oleh pemerintah terhadap akses dan kontrol ,.nrryurukut utu,
sumber.daya alam yang.ada di rNKM melalui penerapan colaborati've manage-
ment dimana terdiri dari unsur-unsur pemerintah daerah, pusat dan masvarak"at.
Ada..3 SK yang dikeluarkan tanggal 1 .Aprit 2002 oleh Menhut ynng aiJo'turnyu
melibatkan masyarakat dalam pengelolaan kawasan secara bersama"sK No l2 j3l
Kprs-ll/2002, sK No 1214lKpts-ulzboz dan sK No. 12t5lKpts_n12002.

. . . Tisq surat keputusan diatas.dapat dipandang sebagai suatu proses baru dari
sisi bentuk kelembagaan pengelolaan kawasan ko"nserva"si dan bentuk pengakuan
yang baru dlds peran serla masyarakar khususnya masyarakat aclat krayan didalam
usaha pelestarian kawasan konservasi dan pemberdaynan masyarakJt.

Pelaksanaan atas surat keputusan yang mengakui pola kelembagaan dan
pengelolaan yang multi pihak pada kawasan r[rr(ra irii perlu mensikapi isi Feratrran
Menteri Kehutanan No.P..l 9 tahun 2004 tentang pengelolaan Kolaboratif Kawasan
swaka Alam danKawasan pelesrarian Rrail. p&ubahan poia Jin tentuk
kelembagaan dengan tetap memperhatikan karakteristik dan kebutuhandi claerah.

Petikan Pelajaran dan Tantangan ke Depan
- Pasca diterbitkan 3 SK Menhut (strategi implementasi dan dampaknya di

masyarakat).

- ?:lgrn terbitnya Permen,No. lg.l2oo4, bagaimana pola kolaboratif dapat
drlaksanakan, terutama berkaitan dengan sK Menhut mengenai kelembagaan.

- Belum terbentuknya kelembagaan UpT TN (s/d desember 2006)
- Belum muncul kerja sama antara 2 kabupaten (Malinau dan Nunukan)

cara formal dan informal.
ke siapa, contoh: Legal

2)

3)

4\

s)

PELAJARAN UNIUK IRANSFORMASI KEBIJAKAN



Dalam penguatan kapasitas SDM, komitmen dan pemahaman atas
substansi merupakan hal penting yang harus dipromosikan dalam pengelolaan
TN secara kolaboratif. Staf Balai TN(BTN) perlu mendaparkan pelatihan yang
berkaitan dengan negosiasi, pengambilan keputusan kolektif, resolusi konflik,
sikap, perilaku dan kemampuan lain yang lebih dapat diterima oleh berbagai
pihak. Untuk hal ini perlu dikembangkan kurikulum khusus untuk staf taman
nasional. sistem rekruitmen staf taman nasional yang mampu
mengakomodasikan tenaga lokal perlu clikembangkan dan didukung oleh
kebijakan yang jelas. Pengalaman di Hutan Lindung sungai wain
menunjukkan bahwa penggunaan tenaga lokal jauh lebih efektif, bahkan
untuk menangani kasus pembalakan haram, perambahan dan pembakaran
hutan.

Selain SDM, penguatan kebijakan dan payung hukum pada tingkat
operasional juga diperlukan untuk memastikan agar kemitraan pengelolaan
taman nasional dapat dijalankan. Dalam kaitannya dengan gagasan, inisiatif
dan model kemitraan sebagaimana disajikan dalam Lampiran 1, Sembiring
(2005) telah mengidentifikasi keburuhan kebijakan/payung hukum yang
spesifik menurut kebutuhan kemitraan pengelolaan taman nasional (lihat
Tabel 4).

Tabel 4. Beberapa Model Kemitraan Pengelolaan Taman Nasional dan potret
Kebutuhan Kebijakan Pendukung dan Dasar Hukum

No. Taman Nasional Kebutuhan Kebijakan dan Hukum

Meru Betiri, Jawa Timur

Bali Barat, Bali Barat

Komodo

Pemberian payung legalitas pengelolaan TN
oleh masyarakat yang memanfaatan 2250
hektar kawasan dalam bentuk tumpang sari
dan telah menghutankan kembali lahan-lahan
yang kritis
Payung hukum kerjasama antara TN Bali
Barat dengan Forum Komunikasi Masyarakat
Peduli Pesisi r (FKMPP) dalam rangka
memanfaatkan kawasan untuk kesejahteraan
masyarakatdan dalam melakukan penegakan
hukum bersama.

Legislasi Conservation FEE untuk pemakaian
langsung dana hasil usaha untuk pengelolaan

Beberapa Model Kemitraan Pengelolaan Taman Nasional dan

Kebutuhan Kebiiakan Pendukung dan Dasar Hukum
Lanjutan Tabel +.

Potret

4 Cunung Rinjani, NTB

5 Batang Cadis, TaPsel

6 Tesso Nilo, Riau

7 Manupeu Tanadaru, Sumba

B Bukit Barisan Selatan

10 Bukit Dua Belas, Jambi

11 Cunung Leuser

12 Batang Cadis

I 3 Bunaken

14 Lore Lindu

1 5 Cede Pangrango

.16 
C.A. Cn. SimpangTWA.

Cn. Pancar

Perlunya payung hukum bagi forum

kolaborasi multi pihak yang bekerja untuk

menyelamatkan TN Cunung Rinjani

Perlunya kebiiakan penatadn zonasi yang

lebih fleksibel untuk mengakomodasikan

kepentingan masyarakat

Sinkronisasi kebijakan yangtumpang tindih

dalam pengelolaan TN TessoNilo

Membuat kol aborasi pengelolaan secara

legal untuk masing-masing Pihak

Kepastian hukum dari pengakuan enclave

Produk kebijakan untuk zonasi yang bersifat

khususffleksibel yang tidak membatasi sistem

pemanfaatan tradisional oleh orang rimba

Mempercepat proses legalisasi di tingkat

Dirjen PHKA dan mendorong keterlibatan

aktif Pemda dalam pemgembangan TNCL.

Legalisasi kolaborasi pengelolaan dan

penguatan kelembagaan Desa sekitar TN guna

peni ngkatan akses masyarakat terhadap

sumberdaya alam.

Dasar Hukum bagi kepastian pengukuhan

kawasan guna mencapai optimalisasi

pengelolaan dengan pelibatan para pihak.

Pengakuan atas Revitalisasi kelembagaan adat

dan pranata adat dalam pengelolaan kawasan.

Legalitas Pengelolaan sumberdaya alam yang

menjami n keadi lan masyarakat dalam

pemanfaatan sumber-sumber jasa I i ngku ngan

dan sumberdaya air.

Legal isasi pengelolaan kolaboratif masyarakat

dan Pemda serta BKSDA serta penerapan

repl i kasi-repl ikasi keberhasi lan pengelolaan

dari salu desa ke desa lain.

KEMITRAAN DALAM PENGELOLAAN TAMAN NASIONAL PELAJARAN UNTUK TRANSFORMASI KEBIJAKAN



Lanjutan Tabel 4.
Potret

Beberapa Model Kemitraan Pengelolaan Taman Nasional dan
Kebutuhan Kebijakan Pendukung dan Dasar Hukum

Lanjutan Tabel 4.
Potret

Beberapa Model Kemitraan Pengelolaan Taman Nasional dan

Kebutuhan Kebijakan Pendukung dan Dasar Hukum

17 Cn. Halimun
(Blok enclave Nirmala)

1B Kawasan Cunung Merapi

19 HL. Cunung Lumut

20 HL. SungaiWain

21 Kayan Mentarang

22 Kutai

23 Teluk Cendrawasih

24 Wasur

Pemberian payung hukum ekowisata dalam
TN berbasis masyarakat serta menambahkan
aturan khusus menyangkut inisiatif dari KSM
dan LSM dalam PP 1 B tahun 2004.
Pembentukkan kebijakan yang akomodatif
dan fleksibel dan terintegrasi dalam pengelolaan

TN dengan melibatkan masyarakat.

Penguatan kelembagaan (Pokja) dengan pola
pengelolaan kolaboratif dan Dasar hukum
yang memadai.
Pengawasan pelaksanaan RTRW Kota sebagai
produk kebi.fakan daerah yang sudah meng-
akomodir HLSW sekaligus penguatan
kapasitas masyarakat dan kelembagaan
masyarakat sekitar HL.

Perlunya peraturan yang secara tegas
mengatur tata batas dan zonasi dengan meng-
akomodir kepentingan masyarakat sekitar dan
dalam kawasan TN.
Revitalisasi fungsi SC dengan menyesuaikan
isi SK 121lKptslD)-|V11995 dengan berbagai
peraluran yang baru guna mencapai penge-
lolaan Kolaboratif TN.

Sinkronisasi kebijakan-kebijakan (UU 4t I gg,

UU 31104, dan UU 21l0.1)sebagai upaya
untuk meminimalisasi benturan kewenangan
antara Balai TN, DKP dengan Pemda dalam
pengelolaan kawasan.

Pembentukan Peraturan Daerah Propinsi atau
Peraturan Daerah Khusus yang mengatur
tentang Pengakuan hak masyarakat adat.

25 Lorentz

27 Wakatobi 1

Rawa Aopa Watumohai

Masyarakat adat Moronene

di dalam kawasan TN

Rawa Aopa Watumohai

Penyelesaian tata batas kawasan yang temu

gelang dengan mengakomodir hasil pemetaan

partisipatif yang telah dilakukan masyarakat

dan menyusun rencana pengelolaan kawasan

yang kolaboratif.

Pengkajian ulang (review) penetapan zonasi

kawasan dan pengatu ran pemanfaatan

sumberdaya alam.

Mendorong lah i rnya kebijakan-kebijakan

tentang pengelolaan jasa I i ngkungan.

Mempercepat pengesahan draf Perda

Masyarakat adat Moronene di Tobu Hukae

Laea oleh DPRD Bombana dan draf

kesepakatan konservasi antara pihak TN dan

masyarakat adat Moronene.

Mendorong kebijakan-kebijakan daerah yang

secara tegas menolak tambang baik di dalam

maupun di luar kawasan TN.

Pengkajian tentang pentingnya memungut

dana konservasi dari hasil iasa lingkungan TN

untuk pengelola.

Penetapan batas kawasan TN dalam rangka

mencapai pengelolaan yang kolaboratif dan

seimbang antara masyarakat petani dan

nelayan.

Memastikan bahwa kawasan yangmempunyai

fungsi lindungtelah ditetapkan dalam RTRW

sebagai upaya awal mempermudah

penegakan hukum dan pembentukan badan

pengelola yang mu hipihak.

30 Laiwangi Wangameti

31 Cunung Rinjani

32 Danau Sentarum

33 Bukit Tiga Puluh

iP KEMITRAAN DALAM PENGELOLAAN TAMAN NASIONAI

Sumber: Sembi ring (2005)
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BAB VI
EPILOC

mitraan dalam pengelolaan taman nasional telah dimulai dengan

berloagai program yang diinisiasi oleh berbagai pihak. Dalam banyak hal,

kemitraan belum menunjukkan keberhasilan yang menggembirakan,

walaupun capaian-capaian untuk aspek tertentu memberikan harapan akan

perbaikan pengelolaan taman nasional pada masa yang akan datang.

Pencarian jati diri kemitraan pengelolaan taman nasional belum berakhir,

jalan panjang pembelajaran multi pihak masih harus ditempuh guna

menemukan jurus-jurus jitu atau adi-terapan dalam mengelola sumber daya

publiktersebut. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor 19l2OO4 -yang berfungsi

untuk mengisi kekosongan hukum mengenai kemitraan di kawasan suaka

alam dan kawasan pelestarian alam yang dikelola secara kolaboratif - belum

memadai untuk mengakomodasikan pengaruh dan kepentingan para pihak

secara optimal. Beberapa kendala kunci seringkali berkaitan dengan salah

satu atau lebih dari hal-hal berikut:

1. Kesalahan dalam menetapkan siapa yang seharusnya terlibat sesuai

dengan fokus masalah yang diselesaikan. Kriteria kesukarelaan bermitra

seringkali diabaikan dengan cara menyediakan dana bagi proses-proses

kemitraan;
2. Lemahnya pemahaman atas visi dan spirit bersama oleh sebagian pihak

yang terlibat dalam kemitraan;

3. Rendahnya komitmen para pihak dalam menindaklanjuti kesepakatan

dalam proses kemitraan;



-Y

4.

5.

6.

7.

Ketidak-tersediaan payung hukum atau kebijakan yang memadai dalam
penyelesaian tata hak dan akses masyarakat, serta pemanfaatan sumber
daya alam;
Ketidak-tersediaan payung hukum atau kebijal<an yang memadai untuk
menguatkan mekanisme pendanaan pengelolaan taman nasional;
Lemahnya kapasitas pengelola taman nasional, baik dalam hal sumber
daya manusia, sarana-prasarana/ maupun kepemimpinan dan
keorganisasian;
Lemahnya kebijakan untuk memprioritaskan penyelesaian konflik antara
masyarakat atau sektor tertentu dengan taman nasional;
Tingginya orientasi para pihak untuk mendapatkan manfaat nyata dan
langsung dalam jangka pendek.
Lemahnya proses pelembagaan dalam kemitraan.

Menyadari kendala tersebut, fokus kebijakan prioritas adalah
mengembangkan organisasi pengelola taman nasional yang profesional dan
secara adaptif mampu mengakomodasikan pengaruh dan kepentingan
berbagai pihak, serta mendorong adi-terapan kemitraan. organisasi semacam
itu perlu dilengkapi dengan payung hukum yang memberikan kewenangan
otonom untuk: (1) mengatur tata hak dan akses masyarakat melalui zonasi
dan aturan pemanfaatan dalam setiap zona; (2) mengelola dana yang berasal
dari berbagai sumber, termasuk mengelola keuntungan usahanya; (3)
memperoleh kepastian dukungan yang memadai dari negara untuk
menguatkan kapasitas organisasi yang sesuai dengan karakter permasalahan
yang dihadapi; (4) melaksanakan rencana kolaboratif yang disepakati; cran
(5) mendapatkan pengakuan para pihak sehingga memiliki posisi tawar untuk
mengintervensi mobilisasi sumber daya oleh para pihak sesuai peran, tangung
jawab, hak dan kewajiban yang disepal<ati.

Pada masa transisi, adi-terapan kemitraan hanya akan dapat diwujudkan
bila pengelola taman'nasional didukung oleh sebuah "lembaga kemitraan
eksternal" yang independen dan memiliki empat fungsi penting, yaitu: (l)
menjaga agar proses-proses kemitraan tetap dalam koridor yang benar sesuai
misi dan spirit bersama yang disepakati; (2) memastikan bahwa taman nasional
adalah kebijakan nasional yang memiliki dasar hukum kuat yang pada
dasarnya harus didukung oleh semua lembaga pemerintah dan masyarakat
untuk mencapai tujuan pengelolaannya; (3) mengembangkan mekanisme
pendanaan yang diterima semua mitra; (4) mendorong perbaikan kinerja

KEMITRAAN DALAM PENGELOLAAN TAMAN NASIONAL

pengelolaan taman nasional sesuai standar yang diakui. Tanpa dukungan

organisasi independen semacam itu, kemitraan hanya akan menghasilkan

pembrelajaran yang penuh ketidak-pastian, tanpa garansi untuk mencapai

tujuan pengelolaan taman nasional sebagaimana yang diharapkan'

o.

9.
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